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RINGKASAN
Perkemuemaan pembangunan ekonomi dan perda

a
=

otomatis akan ditkuti dengan peningkatan akan kredit mengmgat

bahwa tidak semua orang dapat memenuhi kebutuhan akan modal

dengan kekayaannya sendiri. Sedangkan pemberian fasilitas kredit itu
sendiri memerlukan suatu jaminan akan kembalinya kredit vang telah

disalurkan.

Tl

Bagi debitor, bentuk jaminan yang baik adalah bentuk jaminan

b

yang tidak melumpuhkan kegiatan usahanya sehari-hari. Sedangkain

i-n-

wF

bagi Kreditor, jaminan yang baik adalah jaminan vang da apa
memberikan rasa aman dan kepastian hukum bahwsa kredit yan

diberikan akan dapat diperoleh kembali tepat pada wakiunya.

o

l'imtutan praktis yang saling bertentangan sebhagaiman
drungkapkan diatas inilah akhirmya memunculkan lembaga jaminan

fidusia. Tuntutan akan lahirnya lembaga jaminan fidusia ini juga

-

merupakan reaksi atas keberadaan lembaga jaminan vang sudah ada

>

vang dinilai tidak sesuai lagi dengan situasi dan kcbutuhan

masyarakat.

»

Adapun rumusan permasalahannya adalah :




[y
>
e
B,
%]
j<p
s
[P
H
w
i
B
4
B
e
et
B
o
s
[N
pary
| ]
o
)
el
3
3
o
&
£
-
&

No. 42/1999,
baik mengenai obyek, sifat dan persyaratan fidusia telah
cukup melindungi kedudukan para pihak ?

2. Bagaimaan efektivitas penggunaan akta notaris sebagai akta

Jaminan fidusia dalam proses pemberian kredit ?

N

Bagaimana pertanggungjawaban mnotaris pembuat akta

Jaminan fidusia, dalam hal terjadi scngketa ?

Metodologi yang digunakan adalah metode pendekatan
Tt e s Pyt d T d T T A R Y et T Tt
YWas Cmpois, dcngan deskiphii  anadnsis dan  pencntuan
responden sebagai sampel secara random.

Dari hasil penelitian dilapangar secera umum, ketentuan
1.1

vang ditetapkan oleh UU No.42/1999, telah cukup melindungi

kedudukan para pihak, terutama melindungi kepentingan

penerima fidus:

m

Penggunaan Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oieh Notaris

merupakan

e |

ersyaratan bagi perwujudan kredit. Keberadaan
Akta Jaminan Fidusia yang dibuat olch notaris momberikan

kemudahan dan eiekiifitas bagi penerima iidusia uniuk

melaksanakan nendaf

372l

aran mauptin pemeriksaan atas obvek
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yang dijaminkan, scrta mcmberikan kepastian hukum bagi
kreditor untuk memperoleh kembali kredit vang telah
disalurkannya,

Sebagai pembuat Akta Jaminan Fidusia, Notaris
bertanggungjawab atas setiap keterangan dan atau kejadian
yang dicantumkannya didalam Akta Jaminan Fidusia yang

dibuatnya.
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The advancement of economic and itrade development
automatically followed by credits increase based on fact that not every
one can handle capital demand by their own. In other hand, credits
facility itself need a guarantee for the credit’s payback that had been
distributed.

For debtor, a good guarantee is a guarantee that not paralyze

their everyday business. However, for creditor, a good guarantee is a

guarantee that give a safety and law certainty that their credit will be

CL

payback on timc.

The practical demand that contrary each other aforementioned

this fiduciary guarantee mstitution was also an react for existing
guaraniee institutions, that no longer appropriate with society situation
and needs.

Therefore, the problems formulation are :
1.- Are the requirement by UU No. 42/1999, about object, nature and

requirement of fiducia has protect the Parties?

ix
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How cffectivencss of notary public certificate as fiducia guarantce

certificate as fiducia guarantee certificate on the credit process?

(8]

. How responsibility of notary public that made fiducia guarantee

certificate, if there is any dispute?

The methodology is empirical juridical methods, with analysis
descriptive and respondent chioose randomly as a sample.

Fiducia guarantee certificate by notary public is a requirement
for credits realization, Fiducia guarantee certificate by notary public
give ease and effectiveness for fiducia receivers to make
administration or examination to the guaranteed objeck, and give law
certainty for creditor to get back the credit that had distribute.

As an official that made Fiducia Guarantee Certificate, Notary

Public have responsible for every notation or event in Fiducia

Guarantee Certificate




Demi Masa,

Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian,
Kecuali orang-orang yvang beriman dan mengerjakan amal saleh dan
naschat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat
menasehail supaya menetapi kesabaran,

AU’ASHR (MASA)
Surat ke 103 : 3 ayat

Tesis mi kupersembahkan kepada

Istriku Diah Bulistyani RS, SH, CN, dan anak-anakku Bella dan Tasya,
Almarhum ayahanda ir. H A Sofyan Abduliah,

Ibunda vang selalu berdo’a Hj. Siti Hayati,

Mertuaku vang selalu membimbing Bapak Prof. Dr. H. Muladi, SH dan
Tbu Hj. Nani Asmara,

Almamaterku, khususnya Universitas Semarang,

xi




HALAMAN JUDUL ...ttt 1
HALAMAN PENGESAHAN ..o 11
KATAPENGANTAR ..ottt 131
RINGKASAN ..ottt vi
ABSTRACT e, X
MOTTO dan PERSELIBAHMJ ........................................................ X1
DAFTAR IS ..ottt e Xii

BAB.I PENDAHULUAN

i.1. Latar Belakang Masalah .................c...coooccniiiiiiicce, 1

1.2, Rumusan Masalah............ 12

1.3. Tujuan Penelitian.......ccoovveiiiinii e, 13

1.4. Manfaat Penelitian.........c..cccovveriineiiiireenree e e i3

1.5. Kerangka Teoritis ..o, et 14

1.6. Metode Penelitiani......c.oooveeieeiiniiic e, 21 .
1.6.1. Metode Pendekatan.............c.cccoevvvennnn. [UUTTOTIRORON 21
1.6.2. Spesifikasi Penelitian ..., 22
1.6.3. Metode Penentuan Sampel.....coooovvrivnennnneen. 23

xii




1.6.4. Mctode Pengumpulan Data.........ooovoeeenien, 26
1.6.5. AnalisaData ..o 28
1.6.6. Sisternatika Penulisan ...........c...occoeeeveoeeoee, 29
BAB. Il TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Kredit dan Realisasi Kredit pada umumnya
2. 1.1 Pengertian Kredit ..., 31
2.1.2, Unsur-unsur Kredit o.....oooooviviieiiiieiceeee 34
2.1.3. Tujuan dan Fungsi Kredit..............cceovoreveninne, 37
2.1.4 Jenis-jemis Kredit ... 39
2.1.5. Jamman Kredit.................ccoooiiiii e, 47
2.1.6. Prinsip Pemberian Kredit...........c.cccoevierveiennnn.. 43
2.1.7. Aspek-aspek Dalam Pentlaian Kredit................. 46
2.1.8. Prosedur Pemberian Kredit ........cc.cccevnvnrenneennen.. 43
2.2 Fidusia sebagai T.embaga JaminanKredit
2.2.1. Pengertian Fidusia, Hukum Jamunan dan
Pengaturannya ..........cccccocvvevvveeeeieeneeeeeeeeeeeeinn, 52
2.2.2. Konstruksi Yuridis JTaminan Fidusia................... 61
2.2.3. Obyck Jaminan Fidusia........ooocoveieiiiceeiee 64
2.2.4, Pembebanan Fidusia .................ccoceveiiineeeeninn, 06
2.2.5. Pendaftaran Fidusia.. ... 71
i

e e




1)

(98]

!\-)
b
N

Sertifikat Jaminan Fidusia dan ¥ckuatan

Berlakunya........................... e ————— 76
227 Mendahului ( Hak Preferensi ) dari

Pemegang Fidusia.....oovvoeeee e e, 78
2.2.8. Pengalihan dan Hapusnya Fidusia....................... 80
2.2.9. Eksekusi Jaminan Fidusia ...............cccoocooein, &5

Kedudukan Akta Jaminan fidusia oleh Notari

@’

terhadap Realisasi Kredit

3.1. Pengertian Notaris dan Sejarah Kenotariatan

di TAOnesia ... 30
3.2. Peraturan Jabatan NOATIS......cocoeevvveeeeeeeeeen 98

2.3.3. Akta Notaris sebagai Jaminan Fidusia dan

Kekuatan Pembuktiannya.........................oos 101

BAB.TII. HASTL. PENELITTIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasid Penelitian

3.1.2. Efekufitas penggunaan akta jaminan fidusia

yvang dibuat Notaris dalam proses pemberian

xiv

et s g ] S A e e e 8 =




Kredit di P.T Bank Mandiri (Perscro) Kantor
Wilayah VII dan P.T Bank Negara Indonesia
(Persero) Kantor Cabang  Universitas
3.1.3 Pertanggungjawaban Notaris Pembuat akia
Jaminan Fidusia dalam hal terjadi sengketa
as obyek jaminan fidusia.................cce e
3.2. Pembahasan
2.1. Tinyjauan yuridis tentang perlindungan hukum
bagi para pihak schubungan dengan telah

dipenuhinya persyaratan penjaminan dengan

W
k\)
l\)
i

fektifitas penggunaan akta jaminan fidusia
dalam rangka penjaminan dan reahisasi kredit
di P.T Bank Mandiri (Persero) Kantor
Wilayah VII dan P.T Bank Negara Indonesia
(Persero) Kantor Cabang  Universitas

Diponcgoro di Scmarang ........c.occevveneeeennnnn.




bvek
. 166

-

gketa atas o

alam sen

+

fidusia d

2.

dus

jaminan

fi

=
-

.

A
ol

T,

A
a8

4.1. Simpulan...............cccoccoo o)
.8

DAFTAR PUSTAK




1

-

1

. Latar Belakang Masalah

Pembangunan di bidang ekonomi yang dilakukan oieh

pembangunan yang lainnya seperti bidang hukum karena pada
dasarnya pembangunan di antara bidang-bidang hukum saling
terkait satu sama lain, meng
seperti Indonesia scharusnya menempati tempat yang paling
penting dalam menjamin dan menjaga tertib pembangunan
bidang-bidang lainnya. Penfingnya pembangunan hukum
menurut Sudikno Mertokusumo adalah karena hakekat hukum itu
tidak lain merupakan perlindungan kepentingan manusia.!
Menurut Sri Soedew: Masjchun Sofwan, Hukumn Jaminan
termasuk dalam bidang Hukum Fkonomi (the economic law)

yang erfungst menunjang kemajuan  ekonomi dan

! Sudikno Mertokusumo, Bunga Rampat Iimu Hukum, Yogyakarta: Liberty, 1984, hlm. 1.
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pembangunan. Scdangkan lembaga jaminan tergolong bidang

hukum yang bersifat netral, yaitu tidak mempunyai hubungan

. erat dengan kehidupan spiritual dan budaya bangsa sehingga

terhadap bidang hukum yang demikian tidak ada keberatan untuk
diatur dengan segera.

Perkembangan pembangunan ekonomi dan perdagangan
secara otomatis akan diikuti dengan peningkatan kebutuhan akan
kredit mengingat bahwa tidak semua orang dapat memenuhi
kebutuhan akan modal dengan kekayaannya sendiri. Sedangkan
pemberian fasilitas kredit itu sendiri memetlukan suatu jarinan
akan kembalinya kredit yang telah disalurkan. Dalam hal i,
perwujudan fungsi bank yang menurut ketentuan Pasal 1 angka
(2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tenténg Perbankan
(selanjutnya disingkat menjadi UUJ No. 16/1998) merupakan
badan ussha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk
simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk
kredit dan/atau  bentuk-bentuk lainnya dalam  rangka
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak sangat dibutuhkan.

Mengmgat bahwa modal atau dana yang tersedia di bank

sebagian besar berasal dari atau merupakan dana masyarakat
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yang disimpan dalam berbagai bentuk penyimpanan scperti
tabungan, deposito, giro dan sebagainya, maka secara otomatis
bank mempunyai kewajiban untuk menjaga keselamatan dana
tersebut agar tidak hilang. Hal ini sesuai dengan ketentuan
hukum yang tercantum dalam Penjelasan UU No. 10/1998 yang
menyatakan bahwa bank sebagaimana ditentukan merupakan
suatu lembaga kepercayaau masyarakat (fiduciary financial
institution) memiliki visi dan misi yang mulia sebagai lembaga
yang mengemban amanat pembangunan bangsa demi tercapainya
penigkatan taraf hidup rakyat.

Sehubungan dengan hal itulah maka dalam memberikan
suatu fasilitas kredit kepada masyarakat, bank harus selalu
menjalankan prinsip commanditeringsverbod. Prinsip ini berarti
adanya suatu larangan bagi bank pemberi kredit untuk ikut
menanggung risiko nasabah, sehingga ketidak ikutsertaan
tersebut akan memungkinkan bank untuk sewakiu-waktu
menarik kembali piutangnya dengan mencairkan tangoungan

(jaminan).

% 8ri Soedewi Masjchun Scfwan, Beberape Mascleh Peloksanann Lembaga Jaminen Khususiye

Fidusia di Dulum Prakiik dun Peloksanaurmya di Indonesia, Yogyakarta: FH UGM, 1977,
him. 81.




chcraaaan prinsip commanditeringsverbod mcnimbulkan
suatu pandangan bahwa masalah kredit dan jaminan merupakan
dua hal yang tak terpisahkan dalam dunia perbankan, walaupun
jika dilihat dari segi kepentingan para pihak, antara kredit dan

jaminan tampaknya saling bertentangan. Debitur hanya akan

jaminan. Sebaliknya, bank tidak dapat memberikan kredit kepada
siapapun tanpa adanya kepastian bahwa kredit yang akan
diberikan dapat dikembalikan dengan aman. Oleh karena itulah
maka barang jamman bagi bank merupakan suatu tumpuan
harapan terakhir apabila debitur tidak dapat memenuhi
prestasinya untuk membayar hutang berserta bunganve.
Ketentuan yang ﬁensya.ratkan suatu fasiiitas kredit bank
harus disertai dengan jaminan bagi pencart modal merupakan
suatu hal yang sulit untuk dilakukan, Namun demikian,
persyaratan tersebut harus dipenuhi agar pihak pencari modal it
dapat memperoleh kredit yang dibutuhkannya. Bagi debitur,
bentuk jaminan yang baik adalah bentuk jamman yang tidak
melumpuhkan kegiatan usahanya schari-hari. Sedangkan bag:

kreditur, jaminan vang baik adalah jaminan yang dapat




momberikan rasa aman dan kepastian hukum bahwa kredit yang
diberikan akan dapat diperoieh kembali tepat pada waktunya.

Tuntutan praktis vang saling bertentangsn sebagaimana
diungkapkan di atas inilah yang akhirnya memunculkan lembaga
jamunan fidusia. Tuntutan akan lahimya lembaga jaminan fidusia
ind juga merupakan reaksi atas keberadasn lembaga jaminan vang
sudah ada, yang dinilai tidak sesuai lagi dengan situasi dan
kebutuhan masyarakat.

KUHPerdata membedakan jaminan ke dalam 2 {dua) jenis,
yaitu jaminan berdasarkan ketentuan undang-undang dan jaminan
berdasarkan kesepakatan atau perjanjian. Jaminan berdasarkan
undang-undang dinilai kurang memberi rasa aman dan kepastian
hukum bag: bank karena semua kreditur mempunyai kedudukan
vang sama (konkuren), sehingga pada saat nilai barang lebih kecil
dar1 pada jumlah keseluruhan piutang kreditur, maka kreditur
akan menderita kerugian. Menanggapi jenis jaminan berdasarkan
undang-undang ini, Sri Soedewi Masjchun Sofwan berpendapat
bahwa dalam praktik perkreditan (perjanjian pinjam meminjam

uang), jaminan berdasarkan Kketentuan undang-undang tidak
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memuaskan  kreditur, kurang menimbulkan rasa aman dan
terjamin bagi kredit yang diberikan.’

Jaminan yang timbul dari perjanjian adalah jaminan vang
keberadaannya secara tegas diperjanjikan oleh para pihak atau

yang seringkali disebut sebagai jaminan khusus, yang

memberikan kredjtur tertentu suatu kedudukan vang didahulukan
dari kreditur-kreditur yang lain (hak preferen). Menanggapi
keberadaan jemis jaminan ini, R. Subekti berpendapat sebagai
berikut:*

Pemberian jaminan yang memerlukan penyerahan fisik

atas barang jaminan sudah mulai dirasakan vusang dan

merintangi kebutuhan ekonomi di masa ini, terutama

apabila yang harus diserahkan itu adalah barang-

barang modal yang perlu digunakarn dalam

menjalankan usaha si pemberi jaminan.

Fidusia vang berarti penverahan hak milik atas dasar
kepercayaan memberikan kedudukan kepada debitur untuk tetap
menguasai parang jaminan, walaupun hanya sebagai peminjam

pakai untuk sementara waktu atau tidak lagi sebagai pemilik.

Apabila lembaga fidusia i dikaitkan dengan ketentuan Pasal

* 5ri Soedewi Masjchun Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia: Pokok-pokok Hulam Jaminan dan

Jaminan Perorangan, Jakarta: BPHN-Departemen Kehakiman, 1980, him. 45.

* R. Subekti, Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesta, Bandung:

Alumni, 1982, hlm, 86.




152 KUHPerdata, keduanya tampak saling bertentangan karcna
menurut Pasal 1152 KUHPerdaia, barang jaminan harus
diserahkan secara fisik kepada pemberi kredit (kreditur). Menurut
keterituan Pasal 1152, apabila barang jaminan tetap dikuasai
debitur, maka jaminan tersebut tidak sah.

Lembaga fidusia tumbuh dengan pesat di Belanda dan
pertumbuhannya berada di luar undang-undang serta ditujukan

untuk memenuhi permintaan kredit yang pada umumnya

merupakan kredit yang bersifat produktif. Keberadaan fidusia i
diakui oleh Hoge Raad dalam arresi-arrest yang terkenal pada

1929 dan Arrest Hoge Raad pada tanggal 21 Juni 1929.°
Sutan Remy Sjahdeni berpendapat bahwa keberadaan kedua

Arrest Hoge Raad pada tahun 1929 menujukkan bahwa lembaga

R

fidusia diakui sebagai lembaga vang sah untuk dapat digunakan

'masyarakat. Meskipun kedua Arrest Hoge Raad telah mengakui

cksistenst lembaga fidusia, namun beberapa ahli hukum van

(=]

* 3utan Remy Sjahdeni, Komentur Pusal Demi Pusal Undung-undung Nomor 42 Tahun 1999

Femtang Jaminan Fidusia: Apakah Undang-undang ini Teiah Memberikan Solusi Kepada
Kepastian Hukum, Jumal Hukum Bisnis Vol. 10, him. 38.




belum dapat mencrima keberadaan lembaga fidusia menganggap
keberadaan lembaga fidusia bertentangan dengan hukum.

Perkembangan lembaga fidusia di Belanda ternvata tidak

~ald¥ e

berlangsung dengan baik, terutama sejak dikeluarkannya undang-
undang tentang Huurkoop dan Koop en Verkoop op Afbetaling
yeng diatur dalam Stb. 202 Tahun 1936. Rentuk Huwurkoop
memungkinkan  jaminan atas benda  bergerak  yang
penguasaannya berada di tangan debitur, sehingga dapat menjadi
sangat mematikan kehidupan dan perkembangan lembaga
Jaminan fidusia.

Di Indonesia, lembaga fidusia dikenal berdasarkan Arrest
Hooggerechtshof tanggal 18 Agustus 1932 dalam perkara
Bateafsche Petroleum Maatschappy melawan Pedro Clignett.
Fidusia menurut Komar Andasasmita merupakan sebuah bentuk
Jaminan yang walaupun disertai dengan penyerahan hak milik
(eigendomsoverdracht), namun sesungguhnya merupakan suaiu

verkopt pandrecht.®

* Komer Andasasmita, Jaminan Utang (Dalam Fraktik) Fidusia, Hipotek, Gadai, Credietverband,

Oogstverband, Borgtocht, tanpa tahun, him. 23.

T s s



A. Hamzah dan Scnjun Manullang menilai keberadaan
praktik fidusia sebagai berikut:’

Fidusia menguntungkan fkreditur karena seloin

pemasangan fidusia yang sederhana, ikatan fidusia

tidak mensyarathan berpindahnya barang jaminan
dalam kekuasaan kreditur, sehingen dengan demikian

kreditur tidak periu menyediakano‘;;npat khusus untuk

penyimpanan barang-barang jaininan tersebiit.

Menanggapl pendapat A. Hamzah dan Senjun Manullang
tentang keuntungan kreditur dengan adanya lembaga fidusia,
Gaspar Ganggas berpendapat bahwa dalam keadaan normal
{(dalam arti debitur tetap menjalankan kewajiban rmembayar
hutang kreditnya), maka pendapat di atas dapat diterima. Namun
jika terjadi sebaliknya, yaitu saat debitur tidak membayar hutang
kreditnya, maka kreditur akan merugi.® Oleh karena itu menurut
Gaspar (Fanggas, vang terpenting bagi kreditur sesungguhnya
adalah bahwa kredit yang diberikan kepada debitur dapat

. 1 * L . * + 9
diperoleh kembali tepat pada waktunya.’

? A. Hamzah dan Senjun Manullang, Lembaga Fidusia dan Penerapannya di Indonesia, Jakarta:
Tndhill-Co, 1987, him. 67.

® Gaspar Ganggas, Fidusic Sebagai Lembage Jaminan Ditinjau Dari Segi Penongesnon Kredit
Bugi Bunk dun Perkembangannya Dalam Prokiik, Yopyskarta: FH UGM {fidak
diterbitkan), 1988, him. 3.

¥ Ibid.
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Menurut R. Subckti, dalam pembenian kredit jaminan perlu

diperhatikan 2 (dua) hal sebagai berikut: '

R

pengamanan kreditur yang piutangnya dijamin terhadap
perbuatan debitur dan

b. pengamanan kreditur tersebut terhadap kreditur-kreditur
lainnya (kreditur konkuren).

Persoalan umumnya timbul saat debitur mgkar jangi
wariprestasi), yaitu tidak mengembalikan pinjaman pada waktu
vang telah disepakati bersama. Ketentuan Pasal 1131
KUHPerdata mengatur bahwa berkaitan dengan adanya
wanprestasi, maka semua kebendaan yang menjadi milik debitur,
baik vang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari,
akan menjadi jaminan bagi perikatennya. Berkaitan dengan
ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata, Pasal 7 Undang-undang
Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya
disingkat menjadi UU No. 42/1999) menyatakan bahwa obyek
jaminan fidusia merupakan jaminan pelunasan hutang debitur.

Sesuai dengan arti istilah fidusia yaitu kepercayaan, maka
hubungan antara krcditur pencrima fidusia dengan dcbit

pemberi fidusia dilandaskan pada kepercayaan. Artinya, pembert

19 2 Subekti, Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Iukuin Indonesia, Dandung:

Aiumni, 1982, him. §7.
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fidusia pcroaya bahwa pencrima fidusia akan mengembalikan
hak mulik atas benda obyek fidusia yang teiah diserahkannya
kepada kreditur penerima fidusia saat hutang debitur ter rsebut
lunas. Demikian pula sebaliknya, kreditur penerima fidusia

percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyaiahgunakan

barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya dan mau

memelihara barang tersebut karena barang itu merupakan
Jaminan bagi pelunasan hutang debitur pemberi fidusia.

Suatu persoalan mendasar yang meparik untuk ‘dilihat
adalah berkenaan dengan praktik, dimana benda obyek jaminan
fidusia merupakan benda tidak tetap vang juga tidak terdaftar.
Terhadap benda tidak tetap dan udalf terdaftar tersebut, peralthan
benda akan sangat mudah dilakukan, padahal dalam lembaga
fidusia yang dialthkan hanyalah hak milik atas henda obyek
jaminan fidusia dan bukan benda secara fisik. Berdasarkan
wacana Hukum Perdata Nasional Indonesia, hal tersebut di atas
sangat berpengaruh teriladap kedudukan debitur pemberi jaminan

fidusia dan kreditur pencrima jaminan fidusia
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Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di
atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan peneliitian tentang
Kedondukan Akta Jaminan Fidusia oleh Notaris Terhadap

Realisasi Kredit.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan  latar helakang masalah  sebagaimana

dipaparkan di atas, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1.2.1 apakah persyaratan yang ditetapkan oleh UU No.
42/1999, baik mengenai obyek, sifat dan persvaratan
fidusia telah cukup melindungi kcdudukan para pihak?

1.2.2 bagaimana efektivitas penggunaan akta notaris sebagai

Akta Tamman Fidusia dalam proses p..mberiaﬁ kredit
T. Bank Mandiri (Persero) Kantor Wilayah VII
dan di P.T. Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor
Cabang Universitas Diponegoro di Semarang?
1.2.3 bagaimana pertanggungjawaban notaris pembuat Akta

Jamman Fidusia berdasarkan UU No. 42/1999, dalam

hal terjadi sengketa atas obyek jaminan fidusia?




1.3.1 apakah persyaratan yang ditetapkan oleh UU No.

42/1999, baik mengenai obyek, sifat dan persyaratan

fidusia telah cukup melindungi kedudukan para pihak
atau helum; | |

132 efektivitas penggunaan akta notaris sebagai Akta
Jaminan Fidusia dalam proses pemberian kredit di P. T,

Bank Mandiri (Persero) Kantor Wilavah VII dan di

-d

.T. Bank Negara Indoncsia (Perscro) Kantor Cabang

Universitas Diponegoro di Semarang;

| 1.3.3 pertanggungjawaban notaris pembuat Akta Jaminan
Fidusia berdasarkan UU No. 42/1999, dalam hal terjadi

sengketa atas obyek jaminan fidusia.

i.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara
teoretis maupun prakiis. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan

dapat menjadi bahan masukan bagi upaya penvempumaan

! [ B R T R L M
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kebijaksanaan politik hukum, peraturan perundang- -undangan

maupun yurisprudensi tentang fidusia, khususnya terhadap
ketentuan hukum yang mengatur kedudukan Akta Jaminan
Fidusia oleh notaris serta pembangunan hukum nasional pada
umumnya,

Secara praldtis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat

sebagai referensi dan tambahan pengetaliuan bagi penelitian-

penelitian yang lebth mendalam di masa mendatang.

Jaad
»
h
.

Kerangka Teoretis

Hukum Jaminan termasuk dalam bidang Hukum Ekonomi
yang berfungsi menunjang kemajuan ekonomi dan
pembangunan. Sedangkan lembaga ammap tergolong dalam
bidang hukum yang bersifat netral, yang tidak memiliki
hubungan erat dengan kehidupan spiritual dan budaya bangsa.

Keberadaan Hukum Jaminan diperlukan guna memberikan
kepastian hukum dalam pemberian fasilitas  kredit yang
diperlukan masyarakat dalam menjalankan kegiatan uszahanya.
Pemberian suatu fasilitas kredit ita sendiri harus didasarkan pada

prinsip commandileringsverbod, yaitu larangan bagi pemberi




h—
wh

kredit untuk ikut menanggung risiko pencrima kredit,
sehingga dengan adanya larangan tersebut maka pemberi kredit

dapat sewaktu-wakitn menarik kembali pil

= PR AL E

mencairkan tanggungan (jaminan).'

Sebelum kredit diberikan, kreditur harus yakin bahwa kredit
vang akan diberikannya akan benar-benar dapat dikembalikan
tepat waktu. Untuk memiperoleh keyakinan itu, maka kreditur
melakukan penilaian, baik terhadap calon penerima kredit
maupun terhadap obyek pertanggungannya. Penilaian tersebut
uinumnya berpedoman pada prinsip 5C (character, capacity,
capital, colleteral and condition) serta 7P ( personality, party,
purpose, prospect, payment, profitability and protection). Selam
menggunakan 5C dan 7P, terhadap proyek-proyek yang bemilai
besar dan berjangka waktu panjang umumnya dilakukan
penilaian terhadap kelayakan pemberian kredit melalui penilaian
terhadap seluruh aspek yang ada atau yang dikenal dengan isiilah
studi kelayakan usaha yang meliputi aspek vuridis, pemasaran,
keuangan, tcknis opcrasional, manajemen, sosial ckonomi dan

amdal.

* Sri Soedewi Masjchun Sofwan, Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya
Fidusia di Dalam Praktik dan Pelaksanaannya di Indonesia, Yogyakarta; FH UGM, 1977, him.
R2.




chcra(;;aan jaminan yang mcrupakan porsyaratan bagi
pemberian suatu fasilitas kredit kepada pencari modal diperiukan
bagi kreditur karena dengan adanya jaminan, kreditur akan
merasa aman dan memperoleh kepastian bahwa kredit yang
diberikan dapat diperoleh kembali tepat pada waktunya.
Kenyataan bahwa kadangkala suatu obyek pertanggungan tidak
dapat diseralikan secara fisik dan terbukanya peluang akan
adanya lebth dar1 satu kreditur atas satu obyek pertanggungan
mendorong timbulnya lembaga jaminan fidusia,

Persoalan tentang jamman fidusia tidak terlepas dari hukum
jaminan vang di dalamnya melekat prinsip pembagian benda
sebagaimana diatur dalam Pasal 504, Pasal 1131, Pasal 1132,
Pasal 1133, Pasal 1150, Pasal 1152 dan Pasal 1162 KUFPerdata,
vang ditindaklanjuti dengan 1JTJ No. 4/1996 dan disempurnakan
dengan UU No. 42/1999. Sebelum berlakunya UU No. 42/1999,
benda yang menjadi obyek fidusia umumnya merupakan benda-
benda bergerak vang terdiri dari benda invenfory, benda
dagangan piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor.

Namun sejak berlakunya UU No. 42/1999, pengertian jaminan
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fidusia diperluas schingga yang menjadi obyck fidusia mcncékup
benda-benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud
serta benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani halk
tanggungan menurut UU No. 4/1996.

Mengingat hukum jamman fidusia pada hakikatnya
merupakan hak tanggungan vang digunakan untuk pelunasan

utang tertentu, maka jaminan im dilengkapi dengan hak utam

)

(preferent) dan kedudukan utama bagi penertmanya untuk
memperoleh hak pelunasan terlebih dahulu dibandingkan dengan
kreditur-kreditur yang lain (parate eksekusi). Jaminan {idusia
sebagai suatu perjanjian accessoir menimbulkan kewajiban
kepada para pthak terkait untuk memenuhi prestasi, yang jika
dikaitkan dengan keteniuan Pasal 1239 KUHPerdata berupa
memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak herbuat sesuatu,
yang kesemuanya itu dapat dinilai dengan uang.

Pasal 5 ayat (1) UU No. 42/1999 mengaiur bahwa

pembebanan benda dengan jaminan fidusia harus dengan akta

notaris yang dibuat dalam Bahasa Indoncsia. Akia itu sca

harus memuat hai-hal pokok tentang identitas penerima dan
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| pemberi fidusia, data perjanjian pokok yang dijamin fdusia,

obyek fidusia, nilai penjaminan dan nilai benda yang menjadi

obyvek jaminan fidusia.
Berdasarkan ketentuan Pasal 11 UU No. 42/1999, penerima
fidusia diwajibkan untuk mendafiarkan setiap benda vyang
dijaminkan dengan jaminan fidusia. Pendaftaran tersebut
dimaksudkan untuk memenuli unsur trausparansi dan kepastian

bukum, yang merupakan ciri jarmnan hutang modern vang

'| drusahaken untuk diterapkan dalam waktu kini,
Dengan adanva pendaftaran tersebut, para pihak yang

berkepentingan terhadap cbyek fidusia dapat mengetahui adanya

D

penjaminan atas benda vyang dimaeksud, terutama terhadap
jaminan hutang vang obvek jaminannya tidak diserahkan secara

fisik kepada kreditur. Melalui pendatftaran, peluang untuk

i mengalihkan barang fidusia tanpa sepengetahuan kreditur akan

dapat diperkecil. Adapun tata cara pendaftaran jaminan fidusia

5
o

serta besarnya hiava nembuatan akta jaminan fidusia diatur lebih
lanjut dalam PP No. 86/2000.
Pernyaiaan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Fsa” vang terdapat di bagian atas sertipikat 1aminan fidusia




menandakan bahwa sertipikat terscbut mempunyai kekuatan
eksekutorial. Artinya, kekuatan hukum dan seriipikat jaminan
fidusia adalah sama dengan kekuatan hukum dari putusan
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian,
apabila debrtur cidera janji, penerima fidusia berhak menguasai
benda yang dijadikan obyek jaminan tersebut untuk kemudian
digunnakan bagi pelunasan piutangnya.

Karena sertipikat jaminan fidusia dikeluarkan oleh instansi
vang sah dan berwenang untuk ifm maka sertipikat jaminan
fidusia berkekuatan pembuktiat yang kKuat sebagar suatu akta
otentik dan hanya kantor pendaftaran fidusia sebagai satu-
satunya tempat vang berwenang untuk mengeluarkan penjaminan
fidusia tersebut.Karena 1iu pula, jika di dalam persidangan
terdapat alat bukti berupa sertipikat jaminan fidusia dan sertipikat

itu adalah sah, maka alat bukti lam dalam bentuk apapun har

G

ditolak. Sebaiiknya, jika alat bukti hanya berupa akia jaminan

diperiukan untuk menunjang keabsahan aita notaris tersebui. Hal

i didasarkan pada ketentnan Pasal 14 avat (3) UU No. 42/1999
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yang menyatakan bahwa lembaga jaminan fidusia lahir pada saat
didaftarkan di kantor pendafiaran fidusia.
Sejak jaminan fidusia didaftarkan di kantor pendaftaran

fidusia, si pendaftar akan memperoleh hak preferensi, yaitu hak

lainnya atas pelunasan hutangnya yang diambil dari hasil
peryualan barang jaminan hutang. Menurut ketentuan Pasal 27
ayat (3) UU Neo. 42/1999 serta mengacu pada UU Kepailitan No.
4/1998, hak preferensi tidak hapus kavena a danya kepailitan dan
atau likuidasi pemberi fidusia,

Mengingat pada prinsipnya fidusia ulang atas benda yan
sama tidak diperboiehkan (Pasal 17 UU No. 42/1999), apabiia
ternyata terjadi fidusia ulang, yang diakui hanyalah satu fidusia,
yaitu fidusia yang pertama kali didaftarkan di kantor pendaftaran
fidusia. Apabila terjadi fidusia ulang, berdasarkan Pasal 28 UU

No. 42/1999, hak preferensi diberikan kepada pihak vang

Dengan adanya dua ketentuan tersebut di atas, dapat

.

disimpulkan bahwa terdapat kepastian hukum bagi kreditur untuk
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mempcerolch kembali kredit yang telah disalurkannya. Untuk it

wajarlah jika keberadaan akia notaris dijadikan persyaratan

o

utama bagi permohonan kredit karena dengan adanva akta notaris
yang kemudian didaftarkan oleh kreditur, maka kreditur yang

bersangkutan akan memperoleh perimdungan hukum daiam

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis
empiris. Pendekatan yuridis berarti bahwa penelitian
ini meliputi lingkup penelilian inventarisasi hukum
positip vang merupakan kegiatan pendahuluan dari
seluruh rangkaian proses delam penelitian hukum.
Sebelum norma hukum in concrefo atau sebejum

ditemukan teori tentang proses kehidupan hukum,
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perlu diketahun Iebih dahulu apa saja yang formasuk di
dalam hukum positip yang sedang beriaku.'*
Mengingat penelitian 1 ditujukan  untuk
menemukan Jaw in action dari suatu peraturan, maka
selain menggunakan pendekatan yuridis, dilakukan
diselenggarakan guna memperoleh keterangan vang
lebith mendalam tentang hal-hal yang berkenaan
dengan berbagai faktor pendorong pelaksanaan suatu

peraturan vang berkaitan dengan permasalaban.

3
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engan teori-teori hukum serta praktik pelaksanaan
hukum positif yang berkenaan dengan permasalahian

yang dibahas.

** Romny Hanitijo Soemitro, Metodologi Fenelitian Hukum dan Yurimetri, Jakarta: Ghelia

indonesia, Cet, ke-3, 1988, him. 12-13.

I Cnatty s IR b
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Penclitian mi dikatakan deskriptif karcna hasil-

hasii yang diperoleh dari penelitian diharapkan dapat

3

memberikan  gambaran secara menveluruh d
sistematis mengenai kedudukan akta jaminan fidusia

oleh notaris terhadap realisasi kredit. Dikatakan analitis

an responder
secara random. Artinya, pengambilan sampel
dilakukan secara acak berdasarkan hasii temuan di
lokasi penelitian vang bersifat kebetulan. Sedangkan
penentuan nara sumber dilakukan secara purposive.
Artinya, peneﬁtuan nara sumber dilakukan dengan

mempertimbangkan derajad keterlibatan para pihak

yang eral kailannya dengan masalah yang ditelil
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dc;igan tujuan untuk mclengkapi bahasan tcorctis dan
informasi dari pengalaman dan pelaksanaan tugas.

Adapun vang menjadi responden dalam penelitian
ini adalah para debitur di P.T. Bank Mandiri (Persero)
Kantor Wilayah VII Semarang dan di P. T. Bank
Negara Indone-sia (Persere) Kantor Cabang Universitas
Diponegoro Semarang, baik yang menggunakan akia
jamman fidusia vang dibuat oieh notaris sebagai
jaminan dalam rangka memperoleh kredit vang
dibutuhikan maupun vang Gdak menggunakan akta
jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris. Hal 1
dilakukan untuk mengetahui efeltivitas penggunasn
akta jaminan fidusia oleh notaris sebagal jaminan
dalam memperoleh kredit vang diperlukan debitur di
lokasi penelitian terpilih.

Dari total keseluruhan debitur yang ada, masing-

masing akan dipiith 10 (sepuiuh) orang yang proses
penentuannya  dilakukan sccara  acak.  Dengan

demikian, jumlah seluruh responden adalah 20 (dua
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Scdangkan penentuan nara sumber dilakukan
secara purposive sampling, vaitu didasarkan kepada
pengetahuan dan pengalamannya dalam membuat,
mempergunakan dan/atau imenangani Akta Jaminan
Fidusia oleh Notaris sebagai upaya penjaminan dalam
rangka mempercleh kredit vang dibutuhkan. Adapun
yatig menjadi nara sumber dalain penelitian ini adalali:
a. Manager Operasional P.T. Bank Mandirt

{(Persere) Kantor Wilayah VII Semarang;

0. Manager Operasional P. T. Bank Negara
Indonesia (Persero) Kantor Cabang Universitas
Diponegoro Semarang;

c. R.A. B.G. Sn Wihardjani Kartikodew1 Prastowo,

S.H., M.N. dan Wahyu Wibawa S H., keduanva

Notaris dan PPAT di Semarang;

d.  Sr Handinini Soedjoko, S.H., PPAT Kodya
Semarang;

¢.  Widhi Handoko, S. H., Notaris di Scmarang

f.  Wakil Panitera Pengadilan Negert Semarang dan

B # 32061
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g  Kcpala Kantor Wilayah Departemen Kchakiman

dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah.

Metode pengumpulan data

Data yang dikumpulkan dalem penelitian ini
meiiput: data primer dan data sekunder. Data primer
diperoleh dari hasil penelitian lapangan (field research)
melalui wawancara langsung dengan responden dengan
menggunakan kuesioner yang bersifat terbuka
pedoman wawancara yang telah dipersiapkan dan
dikonsultasikan ~ kcpada  dosen  pombimbing.
Penggunaan kuesioner dan pedoman wawancara

dimaksud untuk mengarahkan pembicaraan dengan
1 o teal l

-hal yang menjadi

pokok bahasan dalam tesis ini. Kuesioner terbuka

iebih rinci/mendalam atas tanggapan yang berkaitan
dengan permasalahan yang dibahas.
Sedangkan data sekunder diperoleh dari hasil

. . Y 1
penelitian  kepustakaan (Jibrary research) dengan

e e e




membaca borbagai literatur yang berkenasn dengan
permasalahan yang dibahas. Melalui studi kepustakaan
diperoleh data sekunder yang meliputi:

ahan hukum primer seperti peraturan dasar

<]
o
E
E

(UUD 1945), KUHPerdata, UU No. 5/1960
tentang Undang-undang Pokok Agraria, UU No.
4/1992 tentang Perumahian dan Permukiman, UU
No. 18/1965 tentang Rumah Susun, UU No.
4/1996 tentang Hak Tanggungan, TUU tentang
Jamman Fidusia (UU No. 42/1999), UU tentang
Perbankan (UU No. 7/1992 jo UU No. 10/1998),
PP tentang Tata Cara Pendaftaran Jeminar
Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Fidusia (PP
No. 86/2000) berserta penjelasannva, Peraturan
Jabatan Notaris (PJN) serta peraturan perundang-
undangan lain yang berkaitan dengan kedudukan

akta ia in fidusia oleh notaris:

=

bahan hukum sckunder, yaitu bahan-bahan yang
erat hubungannya dengan bahan hukum primer

dan dapat membantu menganalisis  serta
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memahami bahan hukum primer seperti berbagai
buku hasii karya para pakar, hasii-hasil peneiiiian,

__ =t

memberikan informasi tentang bahan hukum
primer dan sekunder seperti kamus hukum dan

kamug bahasa yang berkaitan dengan penelitian,

Analisis data

Data primer yang berhasil dikumpulkan kemudian

akan dipilih sesuai dengan permasalahan vang dibahas
untuk  selamjutnya  dianalisa secara  kualitatif

berdasarkan data sekunder yang diperoieh dari studi
kepustakaan. Terhadap data vang berupa angka akan
ditabulasi dan disajikan dalam bentuk tabel.

Selanjutnya, data primer dan sekunder yang telah

dianalisis akan disajlkan secara deskriptif untuk

g e
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kemudian ditarik suatu kesimpulan. Mctode penarikan

kesimpulan yang digunakan adaiah indukiif

Sistematika penulisan

Sistematika penulisan adalah Bab I tentan

0a

pendahuluan yang melipuii latar belakang penulisan
tesis, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode
penelitian, kerangka penelitian dan  sisitematika
penulisan.

Bab IT tesis ini berisi tentang tinjauan pustaka

j—i
b=

vang mclandasi kajian dalam tesis ini, bab I ini
mendiskripsikan beragam penulisan, konsep dan teori-

teor1 hukum peratwran yang mengatur tentang

kedudukan Akta Jaminan Fidusia cleh 1\'0;.3:15 rhadap

Realisasi Kredit dan peraturan-peraturan yang lainnya
yang relevan dengen substansi penelitian. Sesuai
dengan uraian dalam Bab I dan Bab II dikemukakan
dalam Bab III hasil-hasil dari penelitian berikut analisa

terhadap data baik yang primer maupun yvang sekunder,

— S i e R — 1
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dan hasilnya mcrupakan paparan yang bersifat
deskriptif kualitatif,

Akhirnya laporan ini diakhiri den

Jut

Penutup yang berisi Simpulan dan Saran dari peneliti,




BABII

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kredit dan Realisasi Kredit pada Umumnya
2.1.1. Pengertian kredit

Pasal 1 angka (11) TIJ No. 10/1998
mendefinisikan kredit sebagai penyediaan uang atau
tagthan vang dapat dipersamakan dengan itu
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-
memimjam antara bank dengan pihak lain vang
mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya
setelah jangka waktu vang telah disepakati dengan
pemberian bunga. Sedangkan Pasal 1 angka (12)
memberikan pengertian tenténg pembiayaan sebagai
penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan
dengan ilu berdasarkan perselujuan atau kesepakalan
antara bank dengan pihak lain yang mewaiibkan pihak

yang dibiayai untuk mengembaliken vang atau tagthan
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terscbut sctclah jangka waktu tertentu dongan imbalan
atau bagi hasil,

Berdasarkan kedua pengertian vang terkandung
dalam UU No. 10/1998, dapat disimpulkan bahwa
kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan
vang nilainya diukur dengan uang. Sebelum kredit atan
pembiayaan diberikan, antara bank (kreditur) dan
nasabah penerima kredit (debitur) diadakan suatu
kesepakatan yang umumnya dituangkan dalam sebuah
pegamian tertulis yang dikenal dengan perjanjian
kredit. _

Dalam perjanjian kredit diatur masalah hak dan
kewajiban masmg-masing pihak, jangka waktu dan
bunga (imbalan atau bagi hasil jika pemberian kredit
bank didasérkan pada prinsip syarish) yang telah
disepakati bersama seria sanksi apabila debitur ingkar
janji terhadap perianjian yang telah dibuat.

Pemberian keedit atau credere (Latin) olch bank
didasarkan pada kepercayaan. Artinya, bank pemberi

kredit mempercayvai penerima kredit bahwa kredit vang
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disalurkannya pasti akan dikembalikan  scsuai
perjanjian. Sedangkan penerima kredit vang sekaligus
berkedudukan  sebagai  penerima  kepercayaan
mempunyai kewsajiban untuk membayar cicilan
kreditnya pada saat yang telah ditentukan.

Untuk meyakinkan bank bahwa calon nasabah
benar-benar dapat dipercaya, sebelum memberikan
persetyjuan pengeluaran kredit, bank terlebih dahulu
akan mengadakan analisa kredit yang mencakup latar
velakang calon nasabah, prospek usaha calon nasabah,
jaminan yang diberikan dan sebagainva. Analisis
tersebut dilakukan dengan maksud agar bank yakin
bahwa kredit yang akan diberikan benar-benar aman.
Tanpa analisis, pemberian kredit akan sangat
membahayskan kelangsungan bank yang bersangkutan
karena calon nasabah dapat saja memberikan data fikiif
sechingoa kredit vang dikeluarkan sebenarnyva tidak

Kesalahan bank dalam menganalisa kredit akan

menyebabkan kredit vang sudah disalurkan sulit
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ditﬁgih (kredit macet).  Sclain  discbabkan  olch
kesalahan analisa dari pihak bank, kredit macet juga
dapat disebabkan oleh bencana alam yang tidak dapat
dihindari nasabah seperti banjir atau gempa bumi.
Kredit macet juga dapat disebabkan karena salah
pengelolaan.

Terhadap kredit macet, bank pemberi kredit dapat
melakukan berbagai upaya. Apabila kredit macet
tersebut dinilai belum parah (masih dapat dibantu
pembayarannya), bank dapat membantu nasabah
dengan jalan menambah jumlah kredit atau
memperpanjang jangka waktu pembayaran kredit.
Apabila kredit tersebut dinilai tidak dapat diselamatkan
lagi, bank pemberi kredit berwenang melakukan
tindakan skhir dengan menyita jaminan yang telah

diserahican nasabah.

Unsur-unsur Kredit
Setidaknya, di dalam sebuah kredit terkandung 5

(lima unsur, yailu kepercayaan, kesepakalan, jangka
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wakty, risiko dan balas jasa, yang penjclasannya akar

=

druratkan dalam  kalimat-kalimat berikut 1ni1.
Kepercayaan merupakan unsur pertama  dalam
pemberian fasilitas  kredit yang- berarti keyakinan
bahwa pemberian kredit baik yang berupa uang, barang
atau 1asa, akan benar-benar drerima kembali oleh
pemberi kredit dari penerima kredit di masa yang telah
ditetapkan. Kepercayaan diberikan bank setelah bank
melakukan penyelidikan terhadap kelayakan nasabah
secara mtern maupun ekstern, dalain kondisi masa lalu
maupun masa sekarang.

Kesepakatan sebagai unsur kedua dann kredit
adalah suatu perjanjian yang dibuat dan ditandatangani
oleh pihak pemberi dan penerima kredit. Dalam
perjanjian yang memuat kesepakatan tersebut,
dituangkan hak dan kewajiban masing-masing pinak,

Unsur ketiga dari kredit adalah jangka waktu,
Sctiap kredit diberikan jangka waktu tertentu scbagai

masa  pengembalian  kredit.  Jangka  waktu

13 wasmir, Dank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Ldisi Revisi

2001, Cet. ke-3, 2001, nlm. 94-835.




pengembalian kredit dapat berbentuk jangka pendek,
Jangka menengah atau jangka panjang. Adanya
tenggang  waktu  pengembalian  kredit  dapat
menyebabkan timbulnya kredit ma cet.

Risiko berupa kredit macet sebagai unsur keempat
ketidakmampuan pengembalian kredit dari penerima
kredit kepada pemberi kredit. Besar atau kecilnya
risitko kredit tergantung pada panjang atau pendeknya
jangka wakiu pengembalian kredit tersebut. Risiko
vang terjadi karena kelalaian nasabah, baik vang
disenggja atau tidak disengaja ini  merupekan
tanggungan bank pember1 kredtt.

Kredit umumnya memberikan keuntungan kepada

penerima kredit kepada bank pemberi kredit adalah
balas jasa. Pada bank Konvensional, kKeuntungan
sebagar balas jasa dari penerima kredit diberikan daiam
bentuk bunga dan biaya administrasi kredit. Sedangkan

>

untuk bank vyang berdasarkan pada prinsip syarizh
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balas jasa atas pengeluaran kredit ditentukan dengan
bagi hasil.
Tujuan dan fungsi kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit pada dasamya
diserlai dengan (ujuan terlentu yang lidak terlepas dari
misi pendirian bank pemberi kredit. Umumnya,
pemberian kredit ditujukan untuk:'*

a.  mencari keuntungan. Keuntungan yang diperoleh
bank pemberi kredit umumnya berbentuk bunga

ditetopkan bank pemberi kredit dan merupakan
beban penerima fkredit. Keuntungan yang
diperoleh bank penerima kredit amai berguna
uptuk menunjang kelangsungan hidup barnk yang
bersangkutan. Apabila bank penerima kredit
ferus-menerus  menderita  kerugian,  maka
kemungkinan  besar  bank  tersebut akan
dibubarkan (dilikuidasij;

membaniu usaha nasaban. Kredil dimaksudkan

untuk  membantu  usaha  nasabah  yang

memeriukan dana sebagai modal kerjanya.

Dengan dana lersebul maka debitur akan duapai

mengembangkan dan memperluas usahanya;

c. membantu pemerintah. Bagi pemerintah, semakin
banyak kredit yang disalurkan oleh pihak
perbarkan, semakin baik, mengingat semakin
tinggi kredit berarti semakin meningkatkan laju
pembangunan di berbagai sekior. Penyebaran
pemberian kredit membawa keuntungan bagi
pemerintah, seperti dalam sekior penerimaan
pajak, pembukaan kesempaian kerja apabiia

.g-n

¥ thid., him. 96-97.
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kredit tersebut digunakan wuntuk membangun
usaha baru atau perluasan usaha vang akan
membutuhkan tenaga kerja baru sehingga dapat
menyedot tenaga kerja yang masih menganggur,
meningkatkan jumiah barang dan jasa yang
beredar di masyarakat, menghemat devisa negara
terutama  terhadap — produk-produk  yang
sebelumnya diimpor ataupun unfuk pembiayaan
keperfuan ekspor.

Selain tujuan pemberian kredit sepert: tersebut di

atas, suatu fasilifags kredit memiliki fungsi sebagaj

berikut:

d.

.Qu

untuk meningkatkan dava guna uang. Uang vang
hanya disimpan tidak akan berdayaguna. Melalui
pemberian kredit, maka vang dapat menghasilkan
barang atau jasa;

uniuk meningkatkan peredaran dan lalu linias
uang. Uang yang disalurkan atau diedarkan
dalam bentuk kredit dari satu wilayah ke wilavah
vang lain yang kekurangan uang akan membantu
kekurangan dana pada daerah tersebut;

untuk meningkatkan daya guna barang. Kredit
vang diberikan oleh bank dapai digunakan
debitur untuk mengolah barang yang tidak
berguna menjadi barang yang berguna atau yang
bermanjaat.

untuk meningkatkan peredaran barang. Kredit
dapat menambah atau memperiancar arus barang
dari saiu wilayah ke wilayah iainnya sehingga
jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke
wilavah lainnya bertambah. Selain itu, kredit
dapat pula meningkatkan jumlah barang yang
beredar;

3 1bid., him. 97-98.
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sebagai alat stabilitas ekonomi. Kredit dapat
dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi karena
dengan adanya pemberian kredit, jumiah barang
yang diperlukan masyarckat dapat ditambakh.
Selain itu, kredit juga dapat membanty daloam
mengekspor barang dari dalam negeri ke luar
niegeri sehingga dapat wmeningkatkan devisa
negara;

untuk meningkatkan kegairahan berusaha. Bagi
penerima kredit terutama yang mempunyai modal
vang pas-pasan, pemberian kredit oleh bank akan
dapat  meningkatkan kegairahannya dalam
berusaha;

untuk  meningkatkan pemerataan pendapatan.
Semakin banyak kredit disalurkan akan semakin
baik, terutama dalam hal meningkatkan
pendapatan bagi pihak pengguna kredit maupun
pihak-pihak lain yang terkait;

untuk meningkatkan hubungan internasional.
Artinya, pemberian kredit oleh negara lain akan
meningkatkan kerja sama antar kedua negara di
bidang-bidang yang ielah disepakaii.

2.1.4. Jenis-jenis kredit

Kredit yang diberikan bank untuk masyarakat

terdiri dari beberapa jenis dengan uraian sebagat

berikut: !¢

.

ditinjau dari segi kegunaannya, kredit dibedakan
menjadi kredit investasi dan kredit modal kerja.
Kredit investasi biasanya digunakan untuk
keperluan perluasan usaha atau membangun
proyek/pabrik  baru atan untuk  keperluanm
rehabilitasi. Jangka waktu pengembalian kredit

18 Thid., him. 99-102.
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investasi umumnya lebih lama dari pada kreds
modal kerja. Sedangkan fkredit modal kerja
umumnya  digunakan  untuk  meningkatkan
produksi dalam operasionalnya.

ditinjau dari tyuan kredit, kredit dibedakan
menjadi kredit produktif, kredit konsumtif dan
kredit perdagangan. Kredit produktif adalah
kredit yang digunakan untuk meningkatkan usaha
atau produksi atau investasi. Kredit produktif
diberikan supaya penerima kredit menghasilkan
barang atau jasa. Kredit konsumtif adalah kredif
vang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi
oleh penerima kredit. Karena hanya dikonsumsi
pribadi, kredit konsumtif tidak menghasilkan
pertambahan barang dan jasa. Sedangkan yang
imaksud dengan kredit perdagangan adalah
kredit vang digunakan untuk perdagangan seperti
untuk  membeli  barang dagangan vang
pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan
barang dagangan. Kredit perdagsangan umumnya
diberikan kepada para suplier atau agen
perdagangan yang wmumnya membeli barang
dalam jumlah besar.

ditinjau dari segi waktu, kredit dibedakan menjadi
kredit jangka pendek, jangka menengah dan
Jangka panjang. Kredit jangka pendek adalah
kredit yang hanya diberikan untuk jangka wakiu
paling tama 1 (saty) tahun dan kredit tersebut
umumnya digunakan untuk modal kerja. Kredit
Jangka menengah yaitu kredit yang pemberiannya
berlangsung dalam jangka waktu i-3 tahun dan
biasanya digunakan uniuk investasi. Sedanghan
kredit jangka panjang adalah kredit yvang masa
pengembaliannya 3 hingga 5 tahun dan umumnya
digunakan untuk kredit pengelolaan perkebunan,
manufaktur atau kredit konsumtif seperti kredit
perumahan.

ditinjau dari segi jaminan, kredit dibedakan
menjadi 2 vaitu kredit dengan jaminan dan kredit

R ELiaa st lated f e




tanpa jaminan, Kredit dengan jaminan kredit
vang pemberiannva disertai  dengan obvek
penjaminan vang berbentuk barang berwujud,
tidak berwujud atau orang. Setiap kredit yang
dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang
diberikan calon debitur. Sedangkan kredit tanpa
Jjaminan adalah kredit yang pemberiannya tidak
mensyaratkan adanya jaminan bendn atav orang
tertentu. Kredit tanpa jaminan diberikan dengan
melihat prospek wusaha dan karakier serta
lovalitas atay nama baik calon debitur selama ini.
dilthat dari segi sektor usaha, kredit dibedakan
menjadi  kredit perianian, kredit peternakan,
kredit industri, kredit pertambangan, kredit
pendidikan, kredit profesi, kredit perumahan serta
kredit di sektor-sektor lainnya. Kredit pertanian
adalah kredit yang vang dibiayai untuk sektor
pertanian rakvat atau sektor perkebunan, vang
jangka wakiu pemberiannya dapat berlangsung
untuk jangka pendek atau jangka panjang. Kredit
peternakan umumnya diberikan untuk jangka
pendek sedangkan kredii indusiri dapai diberikan
untuk jangka menengah atau besar. Kredit
pertambangan adalah kredit yang diberikan untuk
usaha pertambangan dengan jangka wakiu
pemberian redit tergolong dalam jangka
panjang. Kredit pendidikan adalah kredit yang
diberikan untuk membangun Ssarana dan
prasarana  pendidikan  alau  untuk  para
mahasiswa. Kredit profesi ditujukan bagi para
profesional seperti dosen, dokier alau pengacara.
Sedangkan kredit perumahan adalah kredit yang
digunakan untuk membiayai pembangunan atau
pembeiian rumah.

T e B et O
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Jaminan kredit

Walaupun kedit dapat diberikan bank tanpa
jaminan, namun akan lebih menguntungkan bank jika
pemberian kredit disertal dengan jaminan. Kredit tanpa
jaminan akan sangat membahayal;an posisi bank karena
jika nasabah mengalami kemacetan sehingoa sulit
baginya untuk menutup kerugian terhadap kredit yang

telah disalurkan tersebut. Sebaliknya, dengan jaminan

- kredit akan lebith aman karena jika kredit tersebut macet,

maka jarminan dapal digunakan uniuk membaniu bank
memperoleh pelunasan atas piutangnya.

Iamingn kredit dapat berupa benda berwuyud,
benda tidak berwujud atau orang. Jaminan kredit
berbentuk benda berwujud dapat berupa tanah,
bangunan, kendaraan bermotor, mesin/peralatan,
barang  dagangan, tanaman/kebun/sawah  dan
sebagainya, Jaminan kredit berupa benda tidak
berwujud adalah berbentuk surat-surat seperti sertipikat
saham, sertipikat obligasi, sertipikat tanah, sertipikat

deposito, rekening tabungan yang dibekukan, rekening
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giro yang dibckukan, promcs, wescl maupun surat
tagthan lainnya. Kredit dengan jaminan orang berarti
adanya seseorang yang memberikan jaminan terhadap
pelunasan kredit dan jika kredit tersebut macet, maka
orang yang memberikan jaminan imah yang akan

menanggung risikonya.

Prinsip pemberian kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, bank
harus vakin bahwa kredit yang akan diherikan benar-
benar akan kembali. Keyakinan terscbut diperolch dari
hasil peniiaian kredit sebelum kredit tersebut
dikeluarkan. Penilaian kredit oleh bank dapat
dilakukan dengan berbagai cara guna memperoleh
keyakinan tentang nasabahnya. Mengingat bahwa
pemberian kredit dengan jamunan fidusia dapat
diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia atau
kuasa atau wakil dari penerima fidusia Pasal 8 UU No.
42/1999 dan penjelasannya), maka penilaianpun harus

mencakup para pihak lersebul di alas.
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| Dalam mclakukan penilaian  kredit, kriteria,
aspek-aspek penilaian serta ukuran penilaian umumnya
sudah ditetapkan secara standar oleh bank pemberi
kredit. DBiasanya, kriteria penilaian yang harus
dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang
benar-benar menguntungkan  didasarkan  dengan
pedoman 5C dan 7P, yaitu:’

a. character, yaitu kevakinan bahwa sifat/watak
calon penerima kredit benar-benar dapat
dipercaya dan keyakinan itu sendiri tercermin
dart latar belakang pekerjaan maupun pribadi
calon nasabah, seperti gaya/cara hidup yang
dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan sosial
tandingnya, yang kesemuanva ity merupakan
ukuran “kemauan” membayar;

b,  capacity, yang digunakan untuk menilai
kemampuan calon nasabah dalam bidang bisnis
vang  dihubungkan  dengan  pendidikan.
Kemampuan  bisnis  juga divkwr dengan
kemampuan dalam  memahami  ketemtuan-
ketentuan  pemerintah, termasuk ketentuan-
ketentuan dalam menjalankan usahanya. Dengan
demikian akan terlihat kemampuan calon nasabah
dalam  mengembalikan kredit yang akan

disalurkan;
¢. capital, vang digunakan untuk melihat efektivitas

penggunaan modal melalui laporan keuangan
(neraca dan laporan rugi laba) dengan
melokukan pengukuran seperti segi likuiditas,
solvabifitas, rentabilitas dan ukuran lainnya.

17 Ibid., him. 104-107.
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Capital juga harus dilikat dari sumber mana saja
modal yvang ada pada calon nasabah saat itu;
coiieteral, yaitu jaminan yang diberikan calon
nasabah, baik yang bersifat fisik atau non fiisik
vang besarnya melebihi jumlah kredit. Terhadap
Jaminan juga periu diteliti keabsahannya
sehingga Jika sewakiu-waktu terjadi
permasalahan  atas  jaminan  tersebut, maka
Jjaminan yang dititipkan akan dapat segera
digunakan unituk wmengatasi persoalan yang
timbul;
condition. Peniiaian Fkredit hendaknya juga
disertai dengan penilaian kondisi ekonomi dan
politik sekarang dan di masa yang akan datang
sesuai sektor vang dijalankan. Bidang usaha yang
akan dibiavai hendaknya memiliki prospef yang
aik sehingga kemungkinan timbulnya kredit
bermasalah akan relatif kecil;
persondlity, yaitu penilaian yang  dilakukan
terhadap kepribadian atau tingkah Ilaku calon
nasabah sehari-hari dan di masa lalunva.
Peniluian personality juga mencakup sikap,
emosi, tingkah laku dan tindckan calon nasabah
dalam menghadapi masaiah;
party, yaitu tindakan mengkiasifikasikan calon
nasabah ke dalam Kasifikasi atau golongan
tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta
karakternya. Nasabah pada golongan tertentu
akan memperoleh fasilitas kredit yang berbeda
dari bank pemberi kredit;
purpose, yang digunakan uniuk mengetahui
tijuan calon nasabah dalam mengambil kredil,
termasuk jenis kredit vang diinginkannya. Tuyjuan
pengambiian kredit dapai bermacam-macam,
seperti untuk modal kerja atau  investasi,
konsumtif atau produktif dan sebagainya;
prospect, yang digunakan untuk menilai usaha
calon nasabah dimasa wmendatang, apakah

menguntungkan atau tidak. Penilaian lerhadap

e o R
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.

prospect penting dilakukan mengingat jika suatu
Jasilitas kredit yang dibiavai tidak mempunyai
prospek, maka buian hanya bank yang rugi teiapi
juga nasabah;

.

J. pavment, vaitu ukuran fentang bagaimana cara
nasabah mengembalikan Fkredit yang sudah
diambil atau dari mana saja dana untuk
pengembalian kredit. Semakin banvak sumber
penghasilan debitur, semakin baik sehingga jika
salah satu usaha debitur merugi, pelunasan dapat
ditutupi oleh sektor vang lainnva;

k. profitability. Profitability  digunakan  untuk

menganalisis  kemampuan  nasabah  dalam
mencari laba. Profitability divkur dari periode ke
periode, apakah tetap sama atau akan semakin
meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang
akan diperolehnyva;

. protection. Protection dilakukan dengan tujucn
menjaga agar usaha dan jaminan  mendapai
perlindungan.  Perlindungan  dapat  berupa

Jaminan barang atau jaminan Gsuransi.

Asnek-aspek dalam penilaian kredit

Selamm menggunakan 5C dan 7P, penilaian
terhadap kelavakan pemberian kredit dapat juga
dilakukan dengan menilai seluruh aspek yang ada atau
vang dikenal dengan istilah studi kelayakan usaha.
Studi kelavakan usaha biasanya digunaken untuk

proyek-proyek yang bermlai besar dan berjangka
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aktu panjang. Adapun aspck-aspck yang dinilai

meliput;:*®

a.

o

aspok yuridisthukum, yaitu yong menyanglut
legalitas badan usaha serta peryman yvang
dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit
Penilaian  yuridis dimulai  dengan  penilaion
terhadap akta pendirian perusahaan guna
mengeiahui pemilik dan besar modal davi masing-
masing pemilik. Sedangkan penelitian terhadap
keabsahannya adalah meliputi surat jjin usaha,
tanda dafiar perusahaan, nomor pokok wajib
pajak, keabsahan surat-surat yang dijadikon
Jaminan dan lain sebagainya;

aspex pemasaran, yaitu penilaian terhadap
Jumlah  permintaan produk yang dihasilkan
sekarang dan di masa mendatang, termasuk
prospeknya di waktu yang akan datang;

aspek keuangan, yaity penilaian terhadap sumber
dana yang dimiliki untuk membiavai usaha dan
bagaimana penggunaan dana iersebui. Penilaian
terhadap aspek kevangan biasanya dilakukar
dengan suatu kriteria kelayvakan investasi yang
mencakup rasio keuangan, payback period, net

7 £
present value, profitability index, internal rate of

return dan break even point;

aspek tehknis/operasi. Aspek ini membahas
masalah yang berkaitan dengan produksi seperti
kapasitas mesin yang digunakan, lokasi, loy out
ruangan, dan lain-lain;

a"pek manajemen. Penilaian terhadap aspek
manajemen dimaksud untuk mengetahui struktur
organisasi perusahaan penerima kredit, sumber
daya manusia yang dimiliki  berserta latar
belakang pengalamannva, termasuk pengalaman
perusahaan yang bersangkutan dalam mengelola

|  Ihid., him. 107-110.
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berbagai proyek yang ada dan pertimbangan
lainnya;

I aspek sosiai ekonomi. Penilaian terhadap aspek

ini wmumnya dilakukan dengan melakukan
analisa terhadap perekonomian dan dampaknva
bagi masyarakat umum,

g  aspek amdal. Penilaian ter iadap aspek  ini
dilakukan secara menda!f‘m mtuk mengetahui
apakah penyaiuran kredit akan menyebabkan
proyek yang dibiayai mencemari lingkungan di
sekitarnya atau tidak.

Prosedur pemberian kredit

Prosedur pemberian dan penilaian kredit di
cbuah bank pada dasamya tidak berbeda dengan bank
yang lainnya. Perbedaan umumnya terletak pada

dan persyaratan vang ditetapkan atag

"3
=
©
]
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=
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pertimbangan masing-masing bank. Secara umum,

prosedur pemberian kredit dilakukan dengan tahap-

a. pengajuan berkas-berkas. Proposal permolionan
kredit yang diajukan pemohon kredit umumnya
dilampiri dengan berkas-berkas lain yaﬁg
dibutulﬂca.n seperti  tentang latar  belakang

perusahaan, maksud dan tujuan permohonan
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kreduit, besar dan ja gka waktu kredit, car

2%

pengembalian  kredit, jaminan kredit dan
sebagainva;

penyelidikan berkas pinjalﬁlan. Penyelidikan
berkas pimjaman dilakukan guna mengetahui
apakah berkas yang diajukan sudah lengkap
sesuai persyaratan dan sudah bemar atau belum.
Apabila berkas pinjaman tersebut dinilai belum
lengkap, maka bank akan meminta pemochon

kredit untuk melengkapinya hingga batas waktu
tertentu. Jika dalam jangka waktu tertentu
pemohon kredit belum juga melengkapai berka

pinjamannya,  permohonan  kredit  dapat
dibatalkan;

wawancara I Wawancara [ dimaksud untuk
mengeiahui  siapa calon peminjam  yang

serta untuk meyakinkan apakah

berkas-berkas  pinjaman  sudah  scsuar  dan
selengkap vang dikehendaki bank. Selain i1tu,

wawancara juga dimnaksudkan untuk mengetahi
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on the spof, yaitu kegiatan pemeriksaan obvek
yang dijadikan usaha atau jaminan dengan datang
langsung ke lapangan (ke tempat obyek tersebut

berada). Pemeriksaan langsung ke lapangan ini
dilakukan tanpa pemberitahuan kepada pemohon
kredit terlebih dahulu untuk mengetahui apakah
yang dilthat di lapangan sesuai dengan kondisi
yang sebenarnva,

wawancara ll. l'ahap mu dilakukan guna
melengkap: kekurangan dari berkas-berkas yang
mungkin ditemukan di lapangan;

keputusan kredit. Keputusan kredit adalah
penentu apakah kredit yang dimohon diberikan
atau ditolak. Apabila permohonan kredit diterima,
maka akan disiapkan administrasinva. Apabila
permohonan kredit ditolak, umumnya terhadap
pemohon kredit akan dikirimkan surat penolakan

vang disertas

=

=
[yl

]
aqQ

i

3

;:T
1773

B
g

']

b

o,
m

N
;:a

I:S

=]

e

J»




)

Lh
-

penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya.
Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari tindakan
hurup f di atas. Sebelum kredit dicairkan, calon
nasabah terllebih dahulu menandatangani akad
kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan
surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap
periu. Penandatanganan dilaksanakan antara bank
dengan debitur secara langsung atau melalui
perantara notaris;

reatisasi kredit. Realisasi kredit diberikan setelah
penandatanganan surat-surat vang diperlukan
dengan membuka rekening giro atau tabungan di
bank pember: kredit;

penyaluran/penarikan dana, yaitu pencairan atau
pengambilan uang dari rekening sebagai realisast
dari pemberian kredit. Kredit vang telah cair dapat
diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit, apakah

sckaligus atau bertahap.
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2.2. Fidusia Sebagai Lembaga Jaminan Kredit
2.2.1. Pengertian fidusia, hukum jaminan dan

pengaturannya
Menurut terminologi Belanda, fidusia merupakan
kependekan dari Fiduciare Eigendom Overdrachi atau
dalam Bahasa Inggris disebut Fiduciary Transfer of
Ownership vang artinya penyerahan hak milik secar
kepercayaan.'” Ungkapan jaminan fidusia ini juga sering
dyumpat dalam literatur Belanda dengan menggunakan
1stilah-1stilah lain seperti Zekerheids-eigendom (hak milik
sebagal jaminan), Bezitloos zekerheidsrechi (jaminan
tanpa menguasai), Verruimd pand begrip (uithaouw dari
and atau gadai yang diperluas), Figendom overdrachit
tot zekerheid (penyerahan hak milik secara jaminan},
Bezitloos pand (gadai tanpa penguasaan), een verkapt
pand recht (gadai bersclubung).”
Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 42/1999
mendefinisikan  fidusia sebagai  pengalihan  hak

kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan

¥ Munir Fuady, Jaminan Fidusia, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cet. ke-1, 2000, hlm. 3.
1’(’Tt'nd him. 4,
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dengan  ketentuan  bahwa  benda  yang  hak
kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam
penguasaan permilik benda. Sedangkan angka (2)nya

mengartikan jaminan fidusia sebagai suatu hak jaminan

atas benda bergerak yang berwwud atau tidak

bangunai yang tidak dapat dibebani hak tanggungan

sebagaimana dimaksud dalam UU No. 4/1996 tentang

pembert fidusia, sebagai agunan bagl pelunasan utaug
terientu, yang memberikan kedudukan vang
dramumbken kepada penerima fidusia terhadap keeditur
lamnya.

Permasalahan tentang jaminan fidusia tidak dapat
lepas dari hukum jaminan yang di dal&*r"}’a melekat
prinsip pembagian benda sebagaimana diatur dalam
KUHPerdata. Pasal 504 KUHPerdata membagi benda

== T -

ke dalam 2 (dua) kelompok besar yaitu benda bergerak

f"' Munir Fuady, Jaminan Fidusia, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cet. ke-1, 2000, him. 3.
# Ibid., hlm. 4.
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dan boenda tidak borgerak, yang penjabarannya
diuratkan lebih lanjut dalam Hukum Jaminan.
Untok benda bergerak, KUHPerdata menyediakan

lembaga jamman gadai yang pengaturannya

dicantumkan dalam ketentuan Pasal 1150 dan

T7T7TTL 1 ~

KUHPerdata menyediakan lembaga hipotek vyang

pengaturannya didasarkan pada ketentuan Pasal 1162

Berkenaan dengan tanggung jawab perdata atas
hutang, Pasal 1131 KUHperdata mengatur bahwa

Segala kebendaan si berhutang, baik yang
bergerak maupun vang tidak bergerak, baik
yang sudah ada maupun yang baru akan ada
di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk
segala perikatannya perseorarngan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata

1

La

terscbut di atas dan morgjuk kepada Pasal 504

¥ v -

KUHPerdata, maka dapat dikatakan bahwa tanggung

jawab si1 berhutang pada prinsipnya meliputi seluruh

i

arta si berhutang, baik yang sudah ada maupun yang

T T R Ty T
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akan ada. Sclanjutnya, Pasal 1132 KUHPcrdata
menyatakan bahwa:

Kebendaan  tersebut  menjadi  jaminan
bersama—sama bagi semua orang yang
menghutangkan  padanya;  pendapatan
penjualan dibagi-bagi menurut
keseimbangan, yaitu menurut besar keciinya
piutang masing-masing, kecuali apabila di
antara para berpiutang itu ada alasan-
alasan yang sah untuk didahulukan.

g

asal 1132 KUHPerdata mengandung prinsip
persamaatt  Kedudukan davi para kreditur {(paritas
creditorium) yang artinya bahwa kedudukan para
kreditur adalah sama tinggi, baik yang memilika
lagihan lama maupun yang memiliki tagihan baru.
Sebagai wujud dari persamaan kedudukan tersebut,
dilakukan pembagian atas hasil penjualan harta
kekayaan debitur secara pond 's-pond’s, yaitu menurut
pcrﬁnbangag_ besar kecilnya tagihan, vang akan tampak

nyata dalam hal hasil penjualan sclurch harta kek

ayaan
debitur tidak mencukupi untuk membayar lunas semua

hutang-hutangnva.

— .,.....g ey i &




56 |

Pengecualian atas prinsip paritas  creditorium |
hanya dapat dilakukan jika ada alasan sah untuk _ |

mendahulukan kreditur tertentu (kreditur nr.,f?zre

\../

guna mengambil pelunasan atas hasil eksekusi harta
. 21 o - .. .
kekayaan debitur.”® Keberadaan kreditur preferen itu
sendiri di dasarkan pada Pasal 1133 KUHPerdata yang
mengatur bahwa:
Hak untuk didahulukan di antara orang-
orang  berpiutang  terbit  dari  hak
istimewa(privelege), dari gadai dan dari

hipotek.

Pasal 1150 KUHPerdata mengatur bahwa obyek

gadai adalah benda bergerak yang secara : khusus

diperikatkan sebagai jaminan dan harus dikeluarkan

dari kekuasaan si pemberi gadai. Berdasarkan

ketentuan tersebut di atas dapat dikatakan bahwa obyek
gadai harus dipegang kreditur penerima gadai atau oleh

pihak ketiga pemegang gadai (vuisipand). Jika obyck

gadal berada di tangan pemberi gadai, maka menurut

Pasal 1152 ayat (2) KUHPerdata, gadai itu menjadi

2§ Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaon Fidusia, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cet.
ke-1, 2002, hlm. 5.
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hapus, kecuali yang discbutkan dalam Pasal 1152 ayat
(3) KUHPerdata.

Saat lalu lintas kredit belum sebanvak dan
semarak sekarang serta benda bergerak yang
digadatkan lebih condong berupa benda seni, perhiasan
maupun benda-benda lain vang tidak dibutuhkan untuk
tetap berada dalam kekuasaan pemiliknya, keberadaan
Pasal 1150 KUHPerdata dan seterusnya dianggap telah
mencukupi kebutuhan akan adanya lembaga jaminan.
Namun mular abad ke-15 (awal abad ke-20), saat
obyek jarmnan mencakup benda-benda bergerak yang
tidak mungkin diserahkan kepada kreditur sebagai
jaminan pelunasan hutang, maka keberadaan lembaga
jaminan di luar lembaga gadai dengan obyek jaminan
berupa benda bergerak yang tetap dalam tangan dan
tetap dapat digunakan untuk usaha pemberi jaminan
mutlak diperlukan.

Menghadapi tuntutan kebutuhan praktis terscbut,

maka dibentuklan lembaga jamman fidusia. Dengan

e K Rt ot EES R
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kata lain, fidusia Iahir karcna kebutuhan praktis yang

didasarian pada fakta bahwa;

a.  barang bergerak sebagai jaminan hutang;

o. tidak semua hak atas tanah dapat dijaminkan
dengan hipotik/hak tanggungan, misalnya Hak
Pakai:

¢. barang obyek jaminan hutang bersifat khusus
yaitu barang-barang yang sesungguhnya termasuk
dalam kategori barang bergerak tetapi mempunyai
sifat seperti barang tidak bergerak schingga
pengikatannya dengan gadai dianggap tidak
memuaskan, terutama karena adanya kewajiban
untuk menyerahkan barang tersebuf, misalnya
jamman berupa pesawat terhang sebelum

berlakunya UU No. 15/1992;

-Q.‘

perkembangan pranata hukum kepemilikan yang

haru seperti adanya hak-hak atas barang yang

ditkatkan dengan hipotek seperti hak atas samuan
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rumah susun scbelum  berlakunya UU  No.
16/1985 dan UU Hak Tanggungan No. 4/1996;
e. kepemilikan atas barang bergerak obyek jaminan

tidak dapat diserahkan, misalnya saham perseroan

yang belum dicetak sertipikatnya atau jaminan

{2

tas benda bergerak yang penguasaannva masih
berada di tangan pihak ketiga.

Pasal 1 angka (5) UU No. 42/1999 menyebutkan
bahwa pemberi fidusia adalah orang percrangan atau
korporasi dari pemilik benda yang mergad: obyek
jaminan fidusia. Sedangkan Pasal 1 angka (6) UU Ne.
42/1999 mendefinisikan penerima fidusia sebaga:
orang perorang atau korporasi yang mempunyai
piutang vang pembayarannya dijamin dengan jaminan
fidusia.

Pasal 3 UU No. 42/1999 menyebuikan bahwa

aminan fidusia tidak berlaku terhadap hal-hal sebagai

hes

berikut:
a. hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan

bangunan, sepanjang peraturan perundang-
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undangan yang berlaku menentukan jaminan atas
benda-benda tersebut wajib didaftarkan;

b.  hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor
20 (dua puluh) m® atau lebik;

¢.  hipotek atas pesawat terbang serta

9

gadai.

Dalam jaminan fidusia, terdapat 4 (empat) prinsip
.22

utama, vaitu:

a. bahwa secara riil, pemegang fidusic hanya
berfungsi sebagai pemegang jaminan saja dan
bukan sebagai pemilik yang sebenarnya;

b.  hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang

Jjaminan baru ada jika terjadi wanprestasi dari

pihak debitur;

apabila hutang sudah dilunasi, obyek jaminan

Jidusia harus dikembalikan kepada pihak pemberi

Jfidusia dan

d.  Jika hasil penjudalan (eksekusi) barang fidusia
melebihi jumlah hutangnva, maka sisa hasil
penjuaian harus dikembalikan kepada pemberi

d sic

0

Supaya peraithan hak dalam konstruksi hukum
dengan jaminan fidusia menjadi sah, keempat svarat

- . . . . 23
berikut ini harus dipenuhi:

a. terdapat perjanjian yang bersifat zakelijk;

2 Minnir Fuady, Jaminan Fidusia, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cet. ke-1, 2000, hlm. 4.

22 .

j gro—"

Sri uoedem Masjchoen Sofwan, fTukum Jaminen di Indonesia, Pokok-poksk ITulwin Jamivan
dan Jantinan Perorangan, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1980, him. 27,
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5. adanya titel untuk suatu pem""“'* !:ak;

c. adanva kewenangan untuk men
orang yang menyerankannya ser{a

d  cara tertentu untuk penyerahan, yaitu dengan
cara constifutum  posessorium  bagi  benda
bergerak yang berwujud atau dengan cara cessie
unituk hutarng piutang.

7 3 .

Konsiruksi yuridis jaminan fidusia
Lembaga jaminan fidusia lahir karena rekayasa
hukum dalam arti positip. Artinya, lembaga jaminan ini
sengaia dilahirkan untuk menvempurnakan lembaga
jaminan yang sudah ada schbelumnya scrta untuk
memenuhi kebutuhan prakiis masyarakat. Rekayasa
hukum itu sendiri dilakukan lewat bentuk globalnyva
yang disebut dengan cousiitutuin  posessoriuii
(penyerahan kepemilikan benda tanpa menyerahkan
fisik benda sama sekali).*
Bentuk constitutum posessoriumi dalam fidusia
pada prinsipnya dilakukan melalui proses 3 (tiga) fase

sebagai berikut:*

Satrio, Hulkum Jominen Hek Kebendoar: Fidusie, Bandung: Citra Adifya Bakty, Cm. keal_,
2002, him. 51-52 (baca pula Munir Fuady, Juminun Fidusia, Bandung: Citra Aditya Bakti,
Cet, ke—l 2000, hlm. 5-7).

# Munir Fuady, Jaminan Fidusia, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cet. ke-1, 2000, him. 5-6.
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Jase perjanjian obligatoir (obligatoir
overeenkomst), yang menunjukkan bahwa proses
Jaminan fidusia diawali oleh adanya suaiu

perjanjian obligatoir yang berupa perjanjian

pinjam uvang dengan jaminan fidusia di antara

PR

pihak pemberi fidusia (debitur) dengan pihak

penerima fidusia (kreditur);

fase perianjian kebendaan (zakelijke
overeenkomst), yaitu suatu perjanjian kebendaan
yang berupa penyerahan hak wmilik dari debitur
kepada kreditur vang tidak disertai dengan
penyerahan benda secara fisik;

Jase perjanjian pinjam pakai. Dalam fase ini, hak
milik atas benda obyek jaminan fidusia yang
sudah berpindah kepada kreditur
dipinjampakaikan  kepada  debitur  sehingga
secara praktis, benda jaminan fidusia tersebut
setelah ditkat dengan jaminan fidusia tetap
dikuasai secara fisik oleh debitur. Dalam fase
ketiga ini sesungguhnya fampak adanya
konstruksi jaminan terhadap hutang vang bukan
sebagai peralihan hak milik. Hal ini berbedu
dengan ketentuan yang diatur dalam Perjelasan
Pasal 17 UU No. 42/1999 karena menurut
FPenjelasan Pasal 17 UU No. 42/1989, beriaku
prinsip penyerahan (peralihan) hak milik.
Menviasati hal tersebut, maka dalam kasus
Landmark (kasus Bier Brouwerij Arrest tahun
1999} dilakukan penjualan benda obyek fidusia
dari  debitur  kepada  kreditur  dengan
menggunakan konstruksi jual dengan hak
membeli kembali yang didasarkan ketentuan
Pasal 1555 BW Belanda dan seterusnva atau

FPasal 1519 KUHPerdaia Indonesia dan

seterusiya.” Dalam konstruksi ini, uang harga
Jual adalah sebesar uang pinjaman, sedangkan
uang pembavaran kembali adalah  uang

peinbelian kembali dari benda obyek fidusia yang

% 1bid., him. 7.
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bersangkutan. Apabila pinjaman (uang harga
pembelian barang) tidak dilunasi debitur (dengan

HEA

cara membeli kembali barang obyek jaminan
Jfidusia tersebut), maka debitur wajib mentrasfer
kembali benda tersebut secara nyata kepada
kreditur sehingga dengan demikian kreditur
menjadi pemilik sah secara faktual dan secara
yuridis atas benda tersebut dan  dapat

menguasainya secara penth.

Dasar dari fidusia adalah perjanjian, yaitu yang
disebut sebagai perjanjian fidusia. Adapun karakteristik
dari perikatan yang timbul karena adanya perjanjian
fidusia menurut pendapat Oey Hoey Tiong adalah
sebagai berikut:?’

a. anlara pemberi dan penerima fidusia lerdapal
suatu hubungan perikatan yang menerbitkan hak
bagi kreditur untuk meminta penverahan barang
Jjaminan dari debitur (Secara constitutum
posessorium);

h.  perikatan vang timbul karena adanya perjanjian

fidusia adalah perikatan uniuk memberikan

sesuatu. Perikatan ini timbul karena debitur
menyerahkan suatu' barang (secara constitutum
posessorium) kepada kreditur;

perikatan dalam rangka pemberian fidusia

merupakan perikatan vang accessoir, vaitu

perikatan yang lidak berdiri sendiri meiainkan
mengikutifmembuntuti perikatan lainnya yang
merupakan perikatan pokok berupa perikatan
hutang piuiang. Karena bersifat accessoir, maka

)

* Oey Hoey Tiong, Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan, Jakarta: Ghalia Indonesia,
1985, him. 32.
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apabila perjanjian pokok tidak sak atau karena
suatuy sebab ftertentu hilang berlakunva atau
dinyaiakan ftidak berlaku, maka secara hukum
perjanjian fidusia sebagai perjanjian accessoir
Jjuga tkut batal®;

d.  perikatan fidusia merupakan perikatan dengan
syarat batal yang berarti bahwa hak jaminan
fidusia  akan hapus secara hukum apabila
hutangnya dilunasi;

e. perikaian fidusia tergolong ke dalam perikatan
vang bersumber dari suatu perjanjian, vaitu
perjanjian fidusia;

S karena perjanjian fidusia tidak disebut secara

khusus dalam KUHPerdata, maka perjanjian

Jidusia tergolong dalam perjanjian tidak bernama

(onbenoeinde overeenkomst);

perjarjian  fidusia tunduk kepada ketentuan

bagian wmum dari perikatan vang terdapat dalam

KUHPerdata.

o2

2.2.3. Obyek jaminan fidusia
Sebelum berlakunya UU No. 42/ 1999, benda yang
menjadi obyek fidusia umumnya berupa benda-benda
bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan
inveniory, benda dagangan, piutang, peralatan niesin
dan kendaraan bermotor.”® Namun sejak UU No.
4271999 diberlakukan, pengertian jaminan fidusia

diperluas, sehingga yang menjadi obyek jaminan

* Ignatius Ridwan Widyadharma, Hukum Jaminan Fidusia: Pedoman Praktis, Semarang: Badan
Penerbit Universitas Diponegoro, Cet. ke-2, 2001, hlm. 13.
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fidusia mcncakup bonda-benda  bergerak  yvang
berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak
bergerak vang tidak dapat dibebani hak tanggungan
menurut UU No. 4/1996.
Pasal 1 ayat (4), Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 20
UU No. 42/1999 mengatur bahwa vang menjadi cbyek
Jaminan fidusia adalah:
a. benda berwujud atau tidak berwwjud, termasuk
piutang;
b.  venda bergerak;
c. benda tidak tidak bergerak vang tidak dapat dukat
dengan hipotek maupun dengan hak tanggungan;
d. benda-benda yang dapat dimiliki dan dialihkan
secara hukum;
e. benda yang sudah ada maupun yang akan

diperoleh di kemudian hari. Dalam hal benda

vang akan diperoleh di kemudian hari, tidak
diperlukan  suatu  akta pombebanan  fidusia
tersendirt;

# Tbid., him. 7.
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£ hak atas satuan atau jenis benda atau Iebih;
g hasil dari benda yang telah menjadi obyek fidusia;
h.  klaim asuransi dari benda yang menjadi obvek

jaminan fidusia serta

i benda persediaan (inventory, stok perdagangan

-

jang di dalam Hukum Anglo Saxon disebut

<,

Jloating lien atau floating charge).

Mengingat hukum jaminan fidusia pada
hakikatnya mecrupakan hak tanggungan yang
jaminan mi dilengkapi dengan hak utama (preferent)
dan kedudukan utama bagi penerimanya untuk
memperoieh  hak  pelunasan  teriebth  dahulu
'dibeﬂdingkzm dengan kreditur-kreditur yang lainnya.

381.111'11811 fidusia sebagali suatu perjanjian
pelengkap dan perjangian pokok (perjaniian accessoir)

vang menimbulkan kewajiban bagi para pthak untuk

e e e oy s L e 2
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momenuhi suata prestasi (Pasal 4 UU No. 42/1999 dan
penjelasannya). Apabila dikaitkan dengan ketentuan
Pasal 1239 KUHPerdata, prestasi vang dimaksud
dalam ketentuan DPasal 4 UU No. 42/1999 dan
penjelasannya adalah berupa memberikan sesuatu.
berbuat sesuatu atau tidak berbuat seswatu dan yang
kesemuanya itu dapat dinilai dengan uang.

Pasal 5 ayat (1) UU No. 42/1999 mengatur bahwa
pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat

dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan
merupakan akta jamman fidusia. Selain mencantumkan
hart dan tenggal, di dalam akta jaminan fidusie juga
dicantumkan waktu (jam) pembuatan akta tersebut.
Selanjutnya, dalam Pasal 6 diatur bahwa akta jaminan

fidusia setidaknya memuat hal-hal sebagai berikut:

a. 1dentitas pihak pemberi dan penerima fidusia yang

atau tempat kedudukan, tecmpat dan tanggal lahir,

jems kelamin, status perkawinan seria pekerjaan;

R T e
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b.  data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, yaitu
mengenal macam perjanjian dan hutang yang

dijamin dengan fidusia;

O

uraian mengenai benda yang menjadi obyek
fidusia, yang dilakukan melalui identifikasi benda
serta  penjelasan  tentang  surat  bukti
kepemilikannya. Jika benda yang menjadi obyek
jaminan fidusia adalah benda inventory yang
selalu berubah-ubah (tidak tetap), meaka dalam
akta jarmnan fidusia harus dicantumkan uraian
tentang jenis, merek dan kualitas dari benda
tersebut;
d. nilai penjaminan dan
e. nila ben&a vang menjadi obyek jamman fidusia.
Menurut Pasal 7 UU No. 42/1999, hutang yang
pelunasannya dijamin dengan fidusia dapai berupa
hutang vang sudah ada, hutang vang akan timbul di
kemudian hari yang tclah diperjanjikan (kormtingen)
misalnya hutang yang timbui dari pembayaran yang

dilakukan oleh kredifur untuk kepentingan debitur
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calam rangka pclaksanaan garansi bank, atau hutang
yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumiahnya
berdasarkan perjanjian pokok vang menimbulkan
kewgjiban memenubi suatu prestasi Hutang yang
disebutkan terakhir adalah hutang bunga atas pinjaman
pokok dan biaya lainnya vang jumlahnya dapat
ditentukan kemudian.

Pasal 8 UU No. 42/1999 menyebutkan bahwa
jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu
penerima fidusia atau kuasa atau wakil dari penerima
fidusia tersebut, dalam rangka pembiayaan kredit
konsorsium. Kuasa adalzh orang yang mendapat kuasa
khusus dari penerima fidusia untuk mewakill
kepentingan dalam penerimaan jaminan fidusia dari
penerima fidusia. Sedangkan yang dimaksud wakil
adalah orang yang secara hukum dianggap mewakili
penerima fidusia, misalnya wali amanat dalam
mewakili kepentingan pemegang obligasi.

Pasal 9 ayat (1) UU No. 42/1999 mengatur bahwa

jamman fidusia dapat diberikan terhadap satu atan
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Icbih satnan atau jenis benda, termasuk piutang, baik
yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun
yang diperoleh dikemudian hari. Ayat (2) dari Pasal 9
tersebut mengatur bahwa pembebanan jaminan atas
benda atau piutang vang diperoleh kemudian tidak
perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri.
Berdasarkan ketentuan Pasal 9, tampak balrwa UU No.
42/1999 menjamin fleksibilitas yang berkenaan dengan
hal ikhwal benda yang dapat dibebani jaminan fidusia
bagi pelunasan hutang dan dipandang dari sudut
komerszal, hal i1 penting adanya.

Pasal 10 UU No. 42/199% menyebutkan bahw
kecuali diperjanjikan lain, jaminan fidusia meliputi
hastl (segala sesuatu vang diperoleh) dari benda vang
menjadi obyek jaminan fidusia. Apabila benda yang
menjadi obyek jaminan fidusia diasuransikan, maka

1aminan fidusia meliputi klaim asuransinva,

i
o

e
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Pendaftaran fidusia
Pendaftaran jaminan fidusia dimaksudkan untuk
memenuhi unsur transparansi dan kepastian hukum.
Berdasarkan sejarah lahirnya fidusia, tampak bahwa
fidusia lahir dalam praktik hukum yang didasarkan pada
yurisprudensi, baik yurisprudensi di Belanda maupun di
Indonesia. Dalam yurisprudensi tersebut tidak diatur
proses dan prosedur pendaftaran jaminan fidusia sehingga
jaminan fidusia tidak memenuhi unsur publisitas dan sulit
dikontrol. Akibatnya, terbuka peluang yang besar untuk
mengadakan  pengalihan  barang fidusia  tampa

sepengetahuan kreditur,
Ketentuan Pasal 11 UU No. 42/1999 vang
mewajibkan penerima fidusia untuk mendaflarkan setiap

benda yang dijaminkan dengan jaminan fidusia merupakan

3

penyempurnaan dari ketentuan yang telah diatur dalam
yurisprudensi. Asas publisitas yang merupakan ciri jaminan

hutang modern yang dmisahakan untuk diterapkan dalam

5.

pemberian jaminan fidusia dimaksudkan agar para pih

yang berkepentingan dapat mengetahui penjaminan tersebut,
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Khususnya tcrhadap jaminan hutang yang obyck
jaminannya tidak diserahkan secara fisik kepada

kreditur. Dengan demikian, peluang terjadinva

dapat diperkecil.

Pasal 12 UU No. 42/1999 mengatur bahwa
pendafiaran fidusia dilakukan di Kantor Pendaftaran
Fidusia di tempat kedudukan pihak pemberi fidusia.
Kantor pendaftaran fidusia ity sendiri merupakan
bagian dalarn lingkungan Departemen Kehakiman dan
bukan institusi yang mandiri atau unit pelaksanaan
teknis. Kantor pendaftaran inilah yang bertugas
mengurus administrasi pendaftaran jaminan fidusia.

Pasal 13 T No. 42/1999 mengatur bahwa
permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan
oieh penerima fidusia, kuasa atau wakiinya dengan

iaminan fidusia.

melampirkan pernvataan pendaftaran
Scdangkan isi pomyataan pendaftaran  torschbut
memuat:

a. identitas pemberi dan penerima fidusia;
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b. tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama dan
tempat kedudukan notaris pembuat akta jaminan
fidusia;

¢.  data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;

d. uraian mengenai benda yang menjadi obyek
Jaminan fidusia serta

¢.  nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.
Pendaftaran fidusia dilakukan terhadap hal-hal

sebagai berikut:

a. benda obyek jaminan fidusia yang berada di
dalam neger1 (Pasal 11 ayat (1) UU No. 42/1999);

b.  benda obyek jaminan fidusia yang berada di huar
neger1 (Pasal 11 ayat (2) UU No. 42/1599) dan

c.  perubahan isi sertipikat jaminan fidusia (Pasal 16

ayat (1) UU No. 42/1999). Perubahan ini tidak
periu dilakukan dengan akia notaris tetapi perlu
diberitahukan kepada para pihak,

Scmua data yang diberikan pendaftar jaminan

fidusia mengenai obyek dan subyek jaminan fidusia

dicatat oleh petugas kantor pendaftaran fidusia dalam

R
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thi;:;u Daftar Fidusia. Dalam hal ini, pctugas kantor
pendaftaran fidusia tidak berwenang menilai kebenaran
data yang tercantum dalam pernyataan pendaftaran
jaminan fidusia. Petugas pendafiaran hanya berwenang

melakukan pengecekan sebagaimana dimaksud dajam

>

Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 te ang
Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya
Pembuatan Akta Jaminan Fidusia {selanjutnya -
disingkat menjadi PP No. 86/2000).

Setelah jaminan fidusia didaftarkan, petugas
kantor pendaftaran jéminan fidusia mengeluarkan
Sertipikat Jaminan Fidusia dan memberikannya kepada
penerima fidusia, kuasa atau wakilnva sebagai salinan

dari Buku Daftar Fidusia. Apabila terdapat perubahkan

pada Sertipikat Jaminan Fidusia, maka penerima

fidusia, luasa atau wakilnva harus men 1gaiukan

permohonan pendaftaran perubahan kepada menteri
vang tata cara dan prosedur pengajuannya diatur daiam

Pasal 7 PP No. 86/2000.
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Perubshan atas data yang tercantum  dalam
sertipikat jaminan fidusia harus diberitahukan kepada

para pihak terkait. Perubahan

=

itu sendiri tidak perlu

dilakukan dengan akta notaris dalam rangka efisiensi

untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha (Penjeiasan

Pasal 16 ayat (1) UU No. 42/1999).
Apabila Sertipikat Jaminan Fidusia hilang atau

rusak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 10 PP No.

86/2000 akan diterbitkan sertipikat pengganti van

o
o

pernomor dan bertangpgal sama dengan nomor dan
tanggal sertipikat vang rusak atau hilang.

Pasal 17 UU No. 42/1999 melarang pemberi
fidusia (baik debitur maupun penjamin pinak ketiga)
untuk melakukan fidusia ulang terhadap benda vang
menjadi obyek J&man fidusia yang sudah terdaftar
Hai 11 disebabkan karena hak kepemﬁikan atas benda
tersebut telah beralih kepada penerima fidusia.

Guna mocwwjudkan asas transparansi  dan

memenulu asas publisitas, maka semua keterangan

T e S o e




fidusia yang ada pada kantor pendaftaran Hdusia

terbuka untuk umum (Pasal 18 UU No. 42/1999),

penerima fidusia merniliki hak fidusia tersebut. Dj

dalam sertipikat tersebut dicantumkan:

_SD

identitas pihak penerima dan pemberi fidusia:

0. tanggal dan nomor akta jaminan fidusia;

¢. nama dan tempat kedudukan notaris pembuat akta
Jjamimnan fidusia;

d. dala perjunjian pokok (perjanjian hulang) yang
diyjamin dengan fidusia;

e. uraian tentang benda yang menjadi obyek jaminan
fidusia;

f nilai penjaminan serta

g. nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Pasal 15 UU No. 42/1999 menyebutkan bahwa di

dalam sertiptkat jaminan fidusia dicantumkan irah-irah

I ol

B
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dengan tulisan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan
vang Maha Fsa”, sehingga dengan demikian maka
sertiptkat  jaminan fidusia mempunyai kekuatan
eksekutorial. Astinya, kekuatan hukum dari sertipikat
jaminan fidusia adalah sama dengan kekuatan dari
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum ietap.
Dengan demikian, apabila debitur cidera janji, penerima
fidusia mempunyai hak menguasai benda yang dijadikan
obyek jamunan tersebut (Pasal 15 .ayat (3) UU No.
42/1999).

Karena sertipikat jaminan fidusia dikeluarkan oleh
instansi yang sah dan berwenang untuk itu, maka
sertipikat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian
yang kuat scbagai suatu akta otentik dan hanya kantor
pendaftaran fidusia sebagai satu-satunya yang berwenang
mengeluarkan sertiptkat penjaminan fidusia tersebut.
Karena itu pula, jika di dalam suatu persidangan terdapat
alat bukti berupa sertipikat jaminan fidusia dan sertipikat

itu adalah sah maka alat bukti lain dalam bentuk apapun

harus ditolak. Sebaliknya, jika alat bukti hanya berupa

akta jaminan fidusia vang dibuat oleh notaris (belum

Bt S
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didaftarkan sehingga sertipikat jaminan belum keiuar),
maka alat bukti yang lain diperiukan untuk menunjang
keabsahian aiia notaris tersebut. Hal imu didasarkan pada

ketentuan Pasal 14 ayat (3) UU No. 42/1999 van

fie]

menyatakan bahwa lembaga jamman fidusia lahir pada
saat didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia.

Hak mendabului (hak preferensi) dar

(LT

pemegang fidusia

Hak mendahului (hak preflerensi) adalah hak dari
kreditur pemegang jaminan tertentu untuk terlebih
dahulu memperoleh haknya dibandmgkan kreditur-

kreditur yang lain atas pelunasan hutangnya yang diambil

[=W
)
=
jr—h
-
in
s
g
14"
—
[k
-

jamman hutang. Hak
mendahului dari pemegang fidusia i diatur dalam Pasal
27 ayat (2) UU No. 42/1999.

Berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 27 ayat (1)

UU No. 42/1999, hak preferensi diperoleh penerima

fidusia saat fidusia tersebut didaftarkan di kantor

"U
=,
D
MR
=
I

pendaftaran fidusia. Menurut ketentuan

CJ

UU No. 42/1599 serta mengacu pada UU Kepailitan No.
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4/1998, hak preferensi ini tidak hapus karena adanya

denukian, apabila debitur pailit, penerima fidusia berhak
menerima pelunasan hutaxignya vang diambil dari hasil
penjualan barang obyek fidusia lebih dahuly dan jika
masih ada sisa hasil Penjualan, maka sisa ters baru
dibagikan kepada kreditur-kreditur yang lain.

Mengingat pada prinsipnya fidusia ulang atas bend
yang sama tidak diperboiehkan (Pasal 17 UU No.
42/1999), maka apabila ternyata terjadi fidusia ulang,
yang diakui tetap satu fidusia, yaitu fidusia yang pertama

kali didaftarkan di kantor pendafiaran fidusia. Dalam hal

UU No. 42/1999, hak preferensi diberikan kepada pihak
vang mendaftarkan fidusia lebith dulu ke kantor
pendaftaran fidusia. Ketentuan ini berbeda dengan
ketentuan hipotek, karena pada hipotek, dapat dilakukan

hipotek ulang atas benda yang sama.

42/1999, dapat dikatakan balwa UU No. 42/1599 tidak
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memungkinkan adanva hak preferensi kedua dan

seterusnya karena;*®

a. jika sistein pendafiaran fidusia berjalan secara baik
dan benar, maka hampir tidak mungkin  ada
pendaftaran fidusia yang kedua dan seterusnya;

b. jika fidusia kedua dan seterusnya tidak mungkin

didaflarkan, maka fidusia ulang sesungguhnya tidak

eksis. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 14
ayat (3) UU No. 42/1999 yang menyaiakan bahwa
Sidusic lahir setelah didaftarkan;

c. fidusia ulang dilarang oleh UU No. 42/1999.

Suatu prutang dgpat saja dialihkan, vang
pelaksanaannya dilakukan melalui akta cessie yang
dibuat baik oleh notaris atau di bawah tangan menurut
ketentuan yang diatur dalam XUHPerdata. Pengalihan
hutang ini juga diakui keberadaannya oleh UU No.
42/1999. Pasal 19 UU No. 42/1999 menentukan bahwa
pengalihan hak atas piutang (pengalihan hutang) yang
dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralthnya demu

hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia, yaitu

% Munir Fuady, Jaminan Fidusia, Bandung; Citra Aditya Bakti, Cet. ke-1, 2000, hlm. 42-43. '
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dari penerima fidusia semuia kepada penerima
pengalihan fidusia,

Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan
fidusia ini sesuai dengan prinsip perjanyian fidusia
sebagai perjanjian yang accessoir, yaitu mengikut:
pefjanjian  piutang  (perjanjian pokok).  Sebagai
konsekuensi dari pengalihan tersebut, penerima
pengalihan fidusia diwajibkan mendaftarkan penigalthan
piutang tersebut ke kantor pendaftaran fidusia, demi
terciptanya unsur publisitas dan kepastian hulum,

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 UUJ No. 42/ 1999,
Jaminan fidusia mengikuti kemanapun benda obyek
Jaminan tersebut berada, kecuali terthadap benda
inventory (persediaan). Kecuali terhadap benda inventory
(persediaan),_ dengan alasan apapun benda jaminan
fidusia 1lu beralih ke tangan kreditur lain, namun Gdusia
atas benda obyek jaminan tersebut tetap berlaku. Hal ini
sejalan dengan prinsip droit de suit (hak mengikuti

benda) yang dianut oleh hi

11
JR1V 3.8

Fango
um  yang

kebendaan (in rem).
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"Kotentuan Pasal 20 UU No. 42/1999 bersifat
ambivalen. Di satu pihak, hak kepemilikan atas benda
obyek fidusia dianggap sudah berpindah secara
constitufum posessorium sewaktu terjadinya pengalihan

fidusia. Namun di lain pihak, hak kepemilikan tersebut

1

Lt

o
ek

Ci

erada di tangan pihak pemberi fidusia, schingga

e
B
3

‘g

emberi fidusia dapat mengalihkan jaminan fidusia
tersebut walaupun harus dengan persetujuan penerima
fidusia (Pasal 23 UU No. 42/1999). Dengan demikian
dapat dikatakan bahwa yang terjadi hanyalah pemberian
jaminan saja.

Ketentuan Pasal 21 ayat (3) UU No. 42/1999
mengatur bahwa apabila terjadi pengalihan atas benda

perscdiaan obyck fidusia, maka pemberi fidusia wajib

: - 31
debitur wanprestasi, maka:

a. benda persediaan yang menjadi obyek fidusia tidak
dapat dialihkan lagi dan
b, hasil pengalihan dan/atau itagihan vang timbul

karena pengalihan, demi hukum menjadi obyek
Jaminan fidusia pengganti dari obyek jaminan yang

* thid., him. 48.
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telah dialihkan. Penghentian pengalihan barang
persediaarn sebagai jaminan fidusia dalam hal

Pasal 1977 KUHPerdata, pembeli barang persediaan
yang menjad: obyek jaminan fidusia tidak dapat dibebani
dart tuntutan pelunasan hutang pemberi fidusia,
mengingatl bahwa pemoell lersebul (elah membayar lunas
harga penjualan barang tersebut sesuai dengan harga
pasar.

Apabila dalamn penggunaan atau pengaiithan benda

aminan fidusia teriadi gugatan atau masalah akibat

[

kesengajaan maupun kecerobohan pember: fidusia, maka
pthak pemberi fidusialah yang bertanggung jawab penuh
atas semua konsekuensi hukumnya. Penerima fidusia

tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau

o

kelalaian pemberi fidusia, baik yang timbul dar
hubungan kontrakfual atau dari perbuatan melanggar

hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan

[

benda yang menjadi obyek jaminan fidusia (Pasal 24 UU

T T T R e
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Menurut ketentuan Pasal 25 ayat (1) UU No.

42/1999, suaty jaminan fidusia hapus karena hal-hal

sebagai berikut:

a.

hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia.
Hapusnya fidusia karena musnahnya hutang yvang
dijamin oleh fidusia adalah wajar mengingat
perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian
acessoir, schingga jika perjanjian pokoknya hutang
piutangnya hapus, maka secara otomatis pula
perjanjian jaminan fidusianya lenyap.;

penerima fidusia melepaskan hak atas jaminan

1

fidusia. Hapusnya jaminan fidusia karena penerima
fidusia melepaskan hak atas jaminan fidusia juga
dinilai wajar karcna scbagai pihak pencrima fidusia,
penerima fidusia berhak untuk mempertahankan
atau melepaskan haknya atas benda jaminan
tersebut;

benda yang menjadi jaminan fidusia musnah.
Tidaklah mungkin adz manfaat lagi jika fidusia

-1~

dipertahankan apabila barang yang menjadi obyek

jarmman  fidusia tersebut musnah. Namun jika

k.
T I .
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barang obyek jaminan fidusia tersebut dijaminkan

dengan asuransi, maka pembayaran asuransi

menjadi hak penerima fidusia (Pasal 25 ayat (2) UU

No. 42/1999).

Apabila suatu jaminan fidusia hapus karena salah
satu dari ketiga sebab-sebab di atas, maka pernjaminan

tersebut harus dicoret dari pencatatan jaminan fidusia di

3
3

antor pendaftaran  fidusia.  Selanjutnya, kantor
pendaftaran  jaminan fidusia menerbitkan  surat
keterangan yang menyatakan bahwa sertipikat jaminan
fidusia yang bersangkutan tidak belaku lagi (Pasal 26 UU

No. 42/1999).

Sebagai salah satu ciri dari jaminan kebendaan yang
balk adalah bahwa eksekusmya berlangsung secara cepat
dengan proses vang murah, sederhana, efisien dan
mengandung kepastian hukum. Untuk mewujudkan

N—

jamnan kebendaan yang baik tersebut, pembentuk UU

. 42/1999 melakukan te san baru vaitu dengan

St LT S e e S
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menyempurnakan pola eksekusi hak tanggungan yang
diatur dalam UU No. 4/1996. Adapun model eksekusi
jaminan fidusia yang dimaksud dalam Pasal 29 UU No.

42/1999 adalah sebagai berikut:

f©o

secara fiat eksekusi, vaitu dengan menggunakan
titel  eksekutorial melali suatu  penetapan
pengadilan;

b.  secara parate ek vkhSl yaitu dengan menjuel (tanpa
perlu penetapan pengadilan) di depan peielangan
umum;

penjualan di bawsh tangan oleh pihak kreditur atan

O

d. melalui gugatan biasa ke pengadiian.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pordata (HIR), tcerhadap schiap akia yang bertitel
eksekutoriai, vaitu vang disebut dengan istilah grosse
akta seperti akta hipotik (Pasal 224 HIR), akta
pengakuan hutang (Pasal 224 ITIR), akta hak tanggungan
(UU No. 4/1996) atau akta fidusia (UU No.. 42/1999),
dapat dilakukan fiat eksekusi karena kekuatan

berlakunya dari masing-masing akta tersebut adalah
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sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan

hukum tetap.

Selain melalui fiat eksekusi, jaminan fidusia juga
dapat dieksekusi melalui parate eksekusi, yaitu eksekusi
tanpa melalui pengadilan, fetapi dengan menjual benda
obyek fidusia tersebut secara langsung di bawah tangan.
Pasal 29 UU No. 42/1999 mengatur bahwa penjualan di
bawah tangan terhadap benda jaminan fidusia harus
memenuhi syarat-syarat berikut mz:

a.  dilakukan herdasarkan kesepakatan antara pemberi
dengan penerima fidusia;

b. jika dengan penjualan di bawah tangan tersebut
akan diperoleh harga tertingg: yang menguntungkan
pihak pembert dan pencerima fidusia;

¢. pemualan di bawah tangan diberitahukan secara
tertulis oleh pemberi dan/atan penerima fidusia
kepada para pihak yang berkepentingan;

d. diumumkan dalam sedikit-dikitnya dua surat kabar
vang beredar di daerah vang bersanglartan se

pelaksanaan penjualan dilakukan lewat 1 (satu)

_('()

bulan sejak diberitahukan secara tertuiis.

- e e
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Pasal 33 UU No. 42/1999 melarang eksekusi fidusi

')

secara “mendaku”. Dalam Pasal 33 UU No. 42/1999
dinyatakan bahwa:
Setiap janji yang memberi kewenangan kepada
penerima fidusia untuk memiliki benda vang
menjadi obyek jaminan fldusia apabila debitur
cidera janji, batal demi hukum (null and void),
Keientuan Pasal 33 UU No. 42/199% sesunggubnya juga
ambivalen karena di satu pihak, fidusia hanva dianggan
sebagai jaminan hutang semata schingga eksekusi secara
“mendaku” tidak dibenarkan. Namun dilain pihak,
mstitusi  hukum  fidusia dianggap sebagai suatu
penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan yang
menganggap hak milik atas benda jaminan fidusia
berpindah  kepada  kreditur,  walaupun  kreditur
menyerahikan penguasaan atas benda tersebut untuk
sementara waktu kepada debitur. Dengan demikian,
kepemilikan benda jaminan fidusia sesungguhnva telsh
beralih kepada pihak pember: hutang (kreditur penerima

fidusia) sehingga hak milik atas benda tersebut menjadi
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kepunyaan kreditur dan hak mendaku daiam eksekusi
tersebut seharusnya diperbolehkan

Untuk benda yang menjadi obyek jaminan fidusia
vang terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat
dijual di pasar atau di bursa, Pasal 31 UTUJ Ne. 42/1999
mengatur bahwa eksekusinya dapat dilakukan di pas
atau di bursa sesuat ketentuan yang berlaku di tempat itu.

Walaupun UU No. 42/1999 tidak mengatur ekselusi
melalui pengadilan, namun kreditur dapat saja
menyelesaikan persoalan tidusia melalui gugatan biasa
ke pengadilan karena model ecksekusi mi tidak
meniadakan hukum acara umum, namun menambah
ketentuan yang sudah ada dalam hukum acara umum.
Hanya saja, penyclesaian model ini skan momakan
wakiu yang iama dan melalui prosedur yang berbelit-

belit sehingea tidak praktis dan efisien bagi hutan

iy}

dengan jaminan fidusia.
Khusus terhadap hak atas satuan rumah susun, UU
No. 16/1985 mengatur bahwa eksekusi fidusia atas

satuan rumah susun dapat dilakukan melalui penjualan di

e e e e s e e ‘m‘..v:.l...-.'. T e e




bawah tangan tanpa melibatkan pengadilan atau kantor

lplnno asalkan

a. telah diperjanjikan sebelumiya;
b. dengan cara tersebut akan diperoleh harga tertinggi

vang menguntungkan para pihak terkait;

G

peiaksanaan pemjualan  telah melewati tenggang
waktu satu bulan setelah adanya pemberitahuan
tertulis kepada para pihak yang berkepentingan;

d. teilah diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar

setempat dan/atau media cetak lainnya serta

o

tidak ada pihak yang berkeberatan.

=]
)
vt
[+
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2.3. Kedudukan Akta Jaminan Fidusi
Terhadap Realisasi Kredit
2.3.1. Pengertian notaris dan sejarah kenotariatan di
indonesia
Istilah * s” berasal dari kata mofarius, yaitu
sebuah nama yang pada jaman Romawi diberikan kepada

orang-orang vang menjalankan nPkezjaa_ enulis.

Lo2A FAAlen Al A NGl A

* Thid., him, 62-63.




Black’s Law Dictionary (1979: 956)

0w
yamd

Dalam sistem Common Law Notari Public menurut

vang dim
20, Yang am

dengan notaris adalah:

A public gfficer whose function is to administer
oaths, to attest and certify, by his hand and
official seal certain classes of documents, in
order to give them credit and authenticity in
Joreign jurisdiction, to iake acknowledgements
of deeds and order conveyancees, and certify
the same, and to perform certain official acts,
chiefly in commercial maiters, such as
protesting of notes and bills, the noting of

Joreign draft, and marine protest in cases of

loss and damage. One who is authorized by the
state of jfederal government to administe
naths, and to the authenticity of signatures.

sud

Sedangkan pengertian notaris dalam Civil Law

scbagaimana diatur dalam Pasal 1 Reglement op het

Notarisambt Siaarbiad 1860 Nomor 3 adalah:

De notarissen zijn openbare ambienaren,
uitsiuitend bevoegd om authentieke, akten op
hie aken WeZens alle
handelingen, overeenkomsten en beschikkingen

waarvan ene algemeene verordening g ebi eczt
od de belanghebbende verlangen, dai bij
authentieke geschrift blijtke zal, doarvan de
dagteekening te  verxekeren, de akten
inbewaring the houden en daarvan grossen,
afschrifien en uittreksels uit te geven; alles
voorzoover het opmaken dier akten door eene
algemerie verordening niet 0ok aan aridere
ambtenaren of personen opgedragen of
voorbehouden is {(Diterjemahkan menjadi:

e e s e e e e e




Notaris adalah pejabat umum vyang satu-
satunya berw Wenanng untuk membuat akta
otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian
dan penectapan yang diharuskan oieh suatu
peraturan  umum  atau  lebih  yang
berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan
dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian

tanggalnya, 1&11yn11p411 aktanya  dan
memberikan grosse, salinan serta kuupann a,

semuanyva sepanjang Dembuatan akta i1 oleh
suatu peraturan wnwm tidak juga d11:ugaskan
atau dikecualikan kepada pejebat atau orang
lam).

N,

Jika dibandingkan dengan profesi notary public
menurut Common Law, mnotaris Indonesia Juga
merupakan pejabat umum atau public officer atau
openbare ambienaar. Sebagai notary public, fungsi yang
dijalankan hanya mencakup pekerjaan adminisirasi saja,
vaitu melaksanalan penga_mbﬂan sumpah (fo administer

oath), mclcgalisasi atau mcengesahkan tanda fangan

yang diharuskan untuk dilakukan oleh pejabat yang
berkaitan untuk bidang-bidang tertentu dalam bidang
komersial.

Notaris Indonesia tergolong dalam notaris Latin

vang menurut Black Notarius in Roman Law adalah

—

e e
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draughtsman, an amaneunsis, yaitu orang yang mencatat

na vang dilakukan or lain a i
apa yang dilakukan or ang lamn atau menyalin apa vang

telah ditulis oleh orang lain. Notaris Latin bercirikan
bahwa pelaksanaan tugasnya adalah untuk melayani
kebutuhan masyarakat dalam ruang lingkup privat atau
perdata. Karena notaris adalah amaneunsis, maka notaris
latin hanya mengkonstantir apa vang dikatakan orang,
sehingga dengan demikian kedudukan notaris adalzh
netral dan tegas.

T.embaga kenotariatan di Tndonesia berasal dari
Italia Utara yang sebelumnya sudah masuk ke negara
Perancis dan Belanda. Se’peium tumbun di pusai-pusat
perdagangan di Italia Utara sekitar abad XI Masehi,
jaman Romawi, vaitu pada abad II atau III Maschi

dengan sebutan notarius, tabelliones dan tabularii,

=J

ada prinsipnya, terdapat perbedaan yang mendasar
dart segt tungs: notaris dengan rnotarius, tabeiliones dan
tabularii. Profesi notaris di jaman Romawi abad IT atau
III Masehi hanya terbatas pada pembuatan catatan atau

tulisan. Notaris di jaman i umumnya membantu raja
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atau golongan bangsawan maupun para petinggi untuk

Perkembangan sejarali kenotariatan di Indonesia
menunjukkan bahwa pejabat-pejabat yang menjalankan
tugas kenotariatan adalah:

a. motaris yang diangkat oleh Gubernwr Jenderal
berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Ordonansi
1860 Nomor 3,

D. notaris merangkap, yaitu asisten residen yang
menjalankan jabatan notaris karena di suatu daerah
tidak  terdapat notaris, padahal kebutuhan
masyarakat menghendaki keberadaan notaris untuk
mengurus keperlnan masyarakat setempat. Sejak
berlakunya UU No. 33/1954, keberadaan notaris

merangkap tidak ada lagi dan diganiikan dengan

wakil notaris yang diangkat oleh Menteri

gl

e -

Kehakiman RI berdasarkan UU No. 33/1954.
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terdapat notaris, padahal masyarakat setempat
|

membutuhkannya,

wakil notaris sementara yang berdasarkan UU No.

33/1954 diangkat oleh Ketua Pengadilan Negeri

setempat setelah mempercleh persetujuan Menteri

Rehakimnan RI. Pengangkatan wakil notaris
sementara  untuk menjalankan  tugas  notaris
dilakukan jika di suatu daerah tidak terdapat notaris
atau wakil notaris, padahal masyarakat setempat
membutuhkannva.
notaris pengganti yang pengangkatannya dilakukan
atas dasar Surat Penetapan Pengadilan Negeri atau
Surat Penetanan Menteri Kehakiman RI. Notaris
pengganti  ini  diangkat guna mcnggantikan
pelaksanaan jabatan notaris yang cuii. Apabila cuil

notaris kurang dari 6 (enam) bulan, maka penet

[}
k3
)

notaris pengganti dilakukan oleh Ketua Peng: “‘hl
\

pengganti dilakukan atas surat keputusan M Ieuten

Kehakiman.
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Notaris pertama yang diangkat di Indonesia adalah
Melchior Kerchem, yaitu sekretaris dari College van
schepenen. Pengangkatan Melchior Kerchem sebagai
nqtaris pertama di Indonesia dilakukan pada tanggal 27
Agustus 1620, vaitu setelah didirikannya kota Jakarta
sebagal ibukota dari Cast Indische Compagnie,

Dalam surat pengangkatannva, Melchior Kerchem
difugaskan menjadi pejabat nofarius publicus dalam
wilayah kota Jakarta dan untuk kepentingan publik di
wilayah ttu, 12 ditugaskan untuk membuat berbagar akta

dan surat-surat otentik lainnya, mengeluarkan salinannya,

menjaiankan jabatannya sesuai sumpah Kesetiaan dan

=

keiujurannya untuk membuat alat-alat bukt: tertulis serta
mencatatnya dalam buku tertentu

Sejak jabatan notaris publicus dipisahkan dari
Sekretaris Pengadilan, pada tanggal 16 Jumi 1625
ditetapkan 10 pasal yang mengatur tugas dan
kewenangan notaris di Hindia Belanda, yaitu:

a. seorang notaris setidaknva memiliki pengetahuan

~

dasar tentang hukum atau costumen statuten es

e e | g AT e
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rechten dari negeri-negeri yang berada di bawah
kekeuasaan negara Relanda;

notaris harus diuji;

calon notaris harus memberikan jaminan bahwa
yang bersangkutan tidak akan melakukan kesalahan
atau kealpaan,

notaris harus menyelenggarakan protokol dan daftar
vang setiap waktu diperlihatkan kepada Ketua
Pengadilan atau reai dan kejaksaan (magisirate} di
kota setempat;

melaksanakan jabatan dengan sebaik-baiknya dan

biia periu melayani fakir miskin secara gratis atau

menyangiut pribadinya;

3

tidale akan mengeluarkan salinan atau turunan akta
selain kepada pihak yang berkepentingan serta

menetapkan tarif honorarium notarts.

e R I S E
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Peraturan Jabatan notaris

Peraturan jabatan notaris yang hingga kini masih
berlaku di  Indonesia adalah  Reglement op her
notarisambdt in Nederlandche Indie (peraturan jabatan
notaris) yang berlaku sejak tahun 1860. Peraturan jabatan
notaris tersebut merupakan produk perundang-undangan

(wettelifk  product) yang ditctapkan olch Gubcermnur

Jenderal Hindia Belanda sebagai ordonansi pada tanggal

11 Januari 1860, Dalam konsideran ordonansi tersebut
disebutkan bahwa Gubernur Jenderal

mempertimbangkan perlunya penyesuaian terhadap
itu dengan peraturan-peraturan yang berlaku di negara
Belanda. Dalam konsideran itu juga terkandung asas
konkordansi sehingga peraturan  jabatan notaris di
Indonesia disesuaikan dengan de wel op hei noiarisambi
in Nederland.

Peraturan jabatan notaris terdiri atas S bab dan 66
pasal, vaitu yang mengatur tentang:

a.  pelaksanaan jabatan (ambtshediening);
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b. syarai~syaratan untuk dapat diangkat menjadi
notaris dan

fa car 1 !
an tata cara pengangkatannva

iy Jurs 1.

c. akta-akta, bentuk, minuta, turunan atau salinan dan

repertorium;

£

pengawasan notaris dan akta-aktanya;
¢ penyiunpanan dan pengalihan berbagai munuta,

register dan repertorium, dalam hal notaris

: . : ..

meninggal dunia, diberhentikan danfatau
1 : 1 1

dipindankan.

Mater: yang diatur dalam Peraturan Jabatan Notari

adalah termasuk dalam Hukum Publik, sehingga berbagai

l’ﬁ"

tuan vang terdapat di dalamnva merupakan

bukan hukum yang mengatur (regeiend rechtf). Oleh
karena itu, tidak diperbolehkan adanya penvimpangan
penvimpangan dari kKetentuan vyang telah ditetapkan

dalam  Peraturan  Jabatan  Notaris, terutarna

yang menunjukkan

bukti yang sah.
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Kode Etik Notaris merupakan etika vang berkaitan

fungsi dan profesi notaris. Kode Etik Notaris pertama
kali ditetapkan dalam Konggres Ikatan Notaris Indonesia
IX di Surabaya pada tanggal 13-16 November 1974,
Kode Etik Notaris tersebut terdiri dari ¢ pasal dan
mengatur kepribadian, martabat, kantor, hubungan dan

tata kerja notaris.

Dalam perkembangannya, jumlah notaris semakin
meningkat dan situasi serta kondisi lembaga kenotariatan

yang ada temnyata berbeda dengan situasi dan kon

CJ
L-

saat penetapan Kode Eiitk Notaris tahun 1974, Oileh
karena itu, maka pada tahun 1987, berdasarkan Konggres
Ikatan Notanis Indoncsia X, dilakukan penyempurnaan
ketentuan tentang kepribadian notaris, hubungan notaris
dengan klien atan dengan sesama rekan notaris serta
penigawasan terhadap notaris. Penvempuinaan juga
diiakukan terhadap tata cara pelaksanaan Kode Etik yang
tentang sanksi dan eksekusi yang
berkenaan dengan pengawasan dan pelanggaran Kode

Etik Notaris.




2.3.3,

XIIT di Bandung disempurnakan lagi dalm Konggres
h'aa ¥l

=

KV di Denpasar, Bali. Dalam konggres di Bali ini

ditetapkan berbagai hal yang menupakan larangan dan

Ll

vang tidak merupakan larangan serta kewaji

«

Akta notaris

Qe

aminan fidugsia dan kekuatan

pembuktiannya

Pasal 1868 KUHPerdaia mendelismikan akla

otentik sebagai akta yang dibuat dalam bentuk vang
ditentukan oleh undang-undang atau dihadapan pejabat
umum yang perwenang untok itu, di tempat akia tersebut
dibuat. Namun demikian, Pasal 1868 KUHPerdata tidak
menjelaskan lebih lanjut tentang pejabat umum dan
tempat kewenangan notaris vang dimaksud, sampal
dimana batas kewenangannya dan bentuk menurut
hukum yang dimaksud.

Kekuatan berlaku dar1 akia oteniik sebagai alat
r dalam Pasal 1870 KUHperdata van

(o)
S RELELUE RS L (PR a1l hELIERS

menyatakan sebagai berikut:
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- Suatu akta otentik memberikan diantara para
pihak berserta ahli waris-ahli warisnya atau
orang-orang vang mendapat hak, suctu bukti
yang sempurna temtang apa yang dimuat di
dalamnya.

T

Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris mengatur bahwa
notaris bertugas dan berfungsi untuk membuat akta
otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan
penelapan yang diharuskan oleh peraturan  umum

(algemene verordening) atau yang dikehendaki oleh

pthak-pihak yang bersangkutan untuk dituangkan dalam

yang mcmberikan tugas dan fungsi tambahan kepada

notaris, misainya:

a.  Statblad 1916 No. 46 jo No. 43, vang memberi
tugas dan fungsi tambshan kepada notaris untuk

melegalisast dan mendaftarkan surat-surat di bawah

tangan;
b. Pasal 1405 dan Pasal 1406 KUlIPerdata, yang

member1 tugas dan fungs: tambahan kepada notaris
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untuk membuat berita acara tentang penawaran
pembayaran tunai dan konsinyasi;

¢. Pasal 143 dan Pasal 218 KUHD, yang memberi
tugas dan fungsi tambahan kepada notaris untuk
membuat akta protes wesel dan cek serta

Pasal 224 HIR, yang memberi tugas dan fungsi

e

tamnbahan kepada notaris untuk mengeluarkan

osse akta pengekuan hutang yang mempunyai

9

kekuatan eksekutorial sebagai suatu putusan

pengadilan.

Tugas yang dibebankan kepada notaris dikehendaki
masyarakat karena menilai dani sifat pekerjaannya,
notaris harus mampu memberikan nasehat hukum dan

penjelasan mengenal undang-undang kepada para pihak

melalui akia yang dibuatnya. Kedudukan notaris yang

bersifat netral (tidak berpihak kepada siapapun) dinilai
akan mampu mewujudkan kepastian hukum bagi suatu

hubungan hukum vyang timbul di dalam praktik

Dalam akia notaris terkandung 3 (tiga) kekuatan

pembuktian, yaitu:

- - . T e e L E e S L L M
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#

kekuatan pembuktian yang luar (uitwendige
bewijskracht), yaitu untak memenuhi persyaratan
formal yang diperlukan agar suatu akta notaris dapat
berlaku sebagai akta otentik;

kekuatan pembuktian formal (formale

bewijskracht), yaitu kepastian atas suatu kejadian

(o]

an fakta yang terdapat dalam akta betul-betul
dilakukan olch notaris atau ditcrangkan olch para
penghadap serta
kekuatan  pembuktian  materiil {(materiele
bewijskracht), vaitu Kkepastian bahwa apa vang
but dalam akta notaris merupakan pembuktian
vang sah terhadap para pthak pembuat akta atau
para pihak yaig memperoleh hak dan berlaku untuk

umum, kecuali terdapat pembuktian sebaliknya.

Berdasarkan sifat dari akta vang dibuatnya, notaris

U')

-

vang telah diberikan oleh para pihak van
selamjutnya dituangkan dalam akta tersebut. Di

dalam partij akta inilah notaris memastikan bahwa

-.u.‘4 Vi i aasiadald 405 Liswrria LS4 Y

T

para pihak Dbenar-benar telah memberikan
keterangan kepada notaris dan keterangan tersebut
telan dituangkan dalam akia yang bersangkuian

serta




.c-l

pemberi bukti otentik, yaitu bukan tentang apa yang
telah diterangkan kepada notaris, namun bukt
otentik tentang perbuatan atau kenyataan yang
terjadi di hadapan notaris sewaktu akta tersebut
dibuat.

Dalam undang-undang tentang jaminan fidusia, -

keberadaan Akta Jammman Fidusia vang dibuat oleh

notaris sccara tcgas diatur dalam Pasal 5 ayat (1).

Berdasarkan ketentuan tersebut, pembebanan benda

dengan jaminan fidusia diharuskan dibuat dengan akta

notaris dalam Bahasa Indonesia vang selamjutnva
3 dmmun

merupakan Akta Jaminan Tidusia. Adapun isi dari akia

Jaminan vang dibuat notaris tersebut adalah mengenai:

5!1

identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;

=

data perjanjian pokok yang dijamin dengan fidusia;
c. uwralan mengenal benda yang menjadi obyek

jamman fidusia;

Cu
=
=
)..

a1 pemjarmnan dan

e. nilai benda vang menjadi obvek jaminan fidusia,

UU No. 42/1999 mengatur masalah biaya

pembuatan Akta Jaminan Tidusia, yang besamya
menurut ketentuan Pasal 5 avat (2) Ul No. 42/1999
diteiapkan dalam PP No. 86/2000. Pengaturan besamya
biava pembuatan Akta Jaminan Fidusia difiujukan sebagai

usaha pemeruitali untuk mengaitisipasi mahalnya har

L=

pembuatan Akta Jaminan Fidusia, schingga akan dapat

© g e e ,4'..r.._r.:_,,!...‘..,ﬁ......”..",.,.,_. e
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méﬂﬁsﬂkm masyarakat. Adapun besamya biaya
pembuatan Akta Jaminan Fidusia itu sendiri didasarkan
pada kategori berjenjang sebagai berikut:

Tabel 1

Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

Nilai Penjaminan (Rp) Besar Biaya (Paling Banyak)
< 50.000.000.00 Rp 50.000.00
2. > 50.000.000.00 s/d 100.000.000,00 Rp 100.000.00
3. > 100.000.000.00 s/d250.000.000.00 Rp 200.000.00
4. > 250.000.000.06 s/d 500.000.000.00 Rp 500.000.00
5. >500.000.000.00 s/d 1.000.000.000.00 Rp 1.000.000.00
6. > 1.000.000.000.00 s/d 2.500.000.000.00 Rp 2.000.000.00
7. > 2.500.000.000.00 s/d 5.000.000.000.00 Rp 3.000.000.00
8. > 5.000.000.000.00 s/d 10.000.000.000.00 Rp 5.000.000.00
9. > 10.000.000.000.00 Rp 7.500.000.00

S

Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh notaris
merupakan bagian vang terpenting dan tidak dapat
dipisahkan dar1 Perjanjian Kredii, demikian pula dengan
kuasa vang diberikan dalam akta jaminan tersebut. Tanpa
adanva akta Jamman, maka perjannian kredit vang

menggunakan Jaminan Fidusia tidak sah dan ini dapat

Alta Jaminan Fidusia tidak dapat difarik kembal:
atau dibatalkan selama perjamjian krediinya masth
berlangsung. Ketentuan m1 juga berlaku sama terhadap
kuasa yang tercantum dalam Akta Perjanjian Kredit

karena pemberian suatu kuasa hanya akan berakhir jika

e L Co o e Rl R e
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sebab-sebab yang diatur dalam Pasal 1813, Pasal 1814
dan Pasal 1816 KUHPerdata terjadi.

Setiap perubahan atau penyesuaian atas ketentuan
yang telah diatur dalam Akta Penjaminan Fidusia
sebagaimana diperlukan dalam rangka memenuhi
ketentuan UU No, 42/1999 dan PP No. 8§6/2000 akan
dilakukan menurut prosedur yang telah ditetapkan. |

. Dengan dilakukannya pendaftaran tcrhadap Akta
Jaminan Fidusia vang dibuat notaris, maka jaminan
fidusia akan mempunyal kekuatan hukum yang tetap.
Irah-irah  vang berbunyi DEMI  KEADILAN
BERDASARKAN KETUIIANAN YANG MAIIA ESA
yang tertulis di Sertipikat Jaminan Fidusia membuat
sertipikat tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial

vang sama dengan putusan pengadilan yang telah

memperolel  kekuatan hukum

"

yang tetap. Dengan
demikian apabila debitur tidak memenuhi perjanjian

iy PR

edit yang telah disepakatinya, raka eksekusi atas

(o 0t 5"

enda vang menjadi obyek jaminan fidusia dapat
langsung dilakukan (anpa melalul pengadilan, bersifal
final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan

o — i

putusan tersebut.




BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian

3.1.1.

Pemenuhan persyaratan penjaminan fidusia
sebagai upaya untuk meiindungi kedudukan
para pihak

Setelah melakukan penelitian di lapangan dapat
dikatakan bahwa pada prinsipnya persyaratan akan
adanya jaminan fidusia dapat melindungi para pibak
dari risiko kerugian. Ketentuan hukum yang
terkandung di dalam UU No. 42/1999 berserla
peraturan pelaksanaannya yang mengatur prosedur
penjaminan hingga eksekusi obyek yang dijadikan
jaminan dapat memberikan landasan hukum bagi para
pihak untuk menuntut pemenuhan atas haknya saat

salah satu pihak cidera janji atau wanprestasi.




Keberadaan Pasal 9 UU Fidusia yang
memungkinkan adanya pembebanan atas benda-benda
yang akan ada dan memungkinkan adanya pcmbahén
terhadap | benda jaminan harus diakui tidak dapat
dikatakan selaras dengan prinsip spesialitas. Ketentuan
tersebut berkaitan erat dengan kewenangan tindakan
kepemilikan debitur terhadap benda yang akan
dimilikinya.

Pada hipotek secara tegas dikatakan baliwa untuk
membebani benda jaminan dengan hipotek, pada saat
pembebanan pemberi hipotek harus sudah punya
kewenangan  tindakan  kepemilikan,  misalnya
kewenangan untuk membebani  benda  jaminan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1168 KUHPerdata.
Sedangkan pada gadai yang obyeknya benda bergerak,
berlaku prinsip lain sebagaimana diatur dalam Pasal
1152 ayai (4} KUHPerdata.

Dengan  dipenuhinya  semua  persyaratan

penjaminan dengan fidusia, pihak yang memberikan

O e e e L e T g | T [
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Jamman fidusia akan memperoleh keuntungan berupa
pencairan kredit yang diharapkan. Demikian pula bagi
pihak penerima jaminan fidusia, karcna dengan adanj'a
obyek penjaminan di bawah penguasaannya, maka
yang bersangkutan akan mempunyai kepastian untuk
memperoleh kembali kredit vang telah disalurkan.

Tujuan memberikan lebih besar kepastian hukum
sebagaimana  disebutkan di  atas, mendapat
peiyjabarannya dalam bentuk, dianut asas spesialitas
dalam pembebanan fidusia. Pencantuman data vang
velatif lengkap sudah diharuskan sejak penuangan
fidusia dalam Akta Notaris vang harus memuat data-
dala yang serba lengkgp sebagaimana dipersyaralkan
oleh Pasal 6 UU Fidusia.

Prinsip . tersebut di atas masih diterapkan lebih
lanjut dengan mewajibkan pendaftaran fidusia di
kantor Pendaftaran Fidusia. Dalam hal ini, kelengkapan
data juga diwajibkan dalam prosedur pendafiaran

fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal i3 UU




ot
[t
—

Fidusia. Hal ini juga berlaku terhadap semua

perubzhan  yang terjadi  selama  penjaminan
berlangsung, di mana sctiap perubzhan yang torjadi
wajib dilaporkan dan dicatat dalam daftar di Kantor

Pendaftaran Fidusia. Hal ini dimaksudkan supaya data-

data yang tersedia lengkap dan up fo date.

Melalui pendaftaran fidusia, khalayak ramai yang

berkepentingan dapat mengetahui data-data tersebut,
terutama beban-beban yang menindilh benda tertentu

dan karenanva daftar vang bersangkutan dinvatakan

S

tetbuka untuk wnum (Pasal 18 UU HFidusia).
Berdasarkan ketentuan Pasal 18 UU  Fidusia
selanjulnya dapal dikalakan bahwa pendaflaran
dimaksudkan agar melalui pendaftaran terdapat akibat
hukum terhadap pihak ketiga.

Saat jaminan fidusia sudah didaftarkan ke Kantor
Pendaftaran Jaminan Fidusia, baik penerima maupun
pemberi jaminan fidusia akan mendap.atkan kepastian

dan perlindungan hukum yang pasti. Bagt pthak yang

e e | T T T
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mendaftarkan, yang bersangkutan akan mendapat hak
preferensi untuk mengambil pelunasan atas prutangnya
terlebih dahulu dibandingkan dengan kreditur-kreditur
yang lain. Sebaliknya pula, bagi pthak vang obvek
penjaminannya didaftarkan, maka yang bersangkutan
akan mendapat perlindungan hukum bahwa barang
yang dijaminkannya tidak akan beralih penguasaannya
tanpa sepengetahuannva dan obyek penjaminan

tersebut akan dapat dikuasainya saat kredit yang

Diaturnya data-data yang harus termuat dalam
Akta Jaminan Fidusia secara tidak langsung
memberikan pegangan yang kual bagi kredilur,
terutama mengenai tagihan mana yang dijammn dan
besarnya nilai jaminan, yang menentukan seberapa
besar tagihan kreditur preferen. Dimungkinkannya
pemberian jaminan uniuk hutang yang akan ada di
kemudian hari dimaksud untuk mengantisipasi

kebutuhan prakiik para kreditur. Selain 1tu, dengan
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dimasukkannya “hasil” dari benda fidusia dan klaim
asuransi secara otomatis ke dalam ruang lingkup
jaminan fidusia akan sangat menguntungkan kreditur.

Selain memberi perlindungan, UU ﬂdusia juga
memberikan kedudukan yang kuat kepada kreditur.
Pasal 1 angka (2) UUJ Fidusia dengan tegas
menyatakan bahwa kreditur peneruma fidusia
berkedudukan sebagai kreditur preferen (Pasal 27 ayat
(1) dan ayat (2) UU Fidusia). Pemberian sifat hak
kebendaan atas hak kredifur penerima fidusia
sebagaimana  diuraikan di  atas  menunjukkan
kesesuaiannya dengan sifat-sifat hak kebendaan vang
sangal memperkokon kedudukan kreditur.

Selain melindungi kepentingan dan memperkuat

kedudukan = kreditur, penjaminan fidusia juga

melindungi dan memperkuat kedudukan debitur. Hal
ini tampak dalam ketentuan Pasal 4 UU Fidusia yang
menegaskan adanya sifat accessoir dari perjanjian

fidusia yang secara tidak langsung juga memberikan




benda vang dijammnkan, Hapusnya penjaminan fidusia

scpertt karcna  pclunasan, akan mengakibatkan

-

hapusnya perjanjian penjaminan fidusia (Pasal 25 UU
Fidusia). Hal itu berarti bahwa hak milk atas benda
jaminan fidusia dengan sendirinva kembali kepada

debitur pemberi fidusia. Penghapusan catatan dalam

o)

aftar Penjaminan di kantor Pendaftaran Fidusia (Pasal

5 angka (3) jo Pasal 26 UU Fidusia) hanya bersifat

o

administratif saja.

Pembebanarn ﬁduéia melalui akta notariil juga
merupakan salah satu wujnd pefhatian pembentuk
undang-undang lerhadap kepentingan debilur/pember:
fidusia. Melalui advis dan pembacaan akta pemberian
fidusia sebelum penandatanganan merupakan salah
satu cara untuk menghindarkan pemberian jaminan
fidusia yang gegabah.

Dimungkinkannya benda/tagihan yang masih

akan dimiliki di kemudian hari seperii barang

frms
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dagangan yang masih akan dibeli menjadi jaminan
fidusia (Pasal 9 UU Fidusia) dan dmmungkinkannya
pomber: fidusia menggant: benda jaminan ﬁdusia
(Pasal 21 UU Fidusia) merupakan wujud sikap
akomodatif dari pembuat undang-undang untuk
memenuhi kebutuhan praktek di masvarakat.

Ketentuan tentang eksekusi benda jaminan fidusia
sehagaimana diatur dalam Pasal 29 UU Fidusia
memberi perlindungan yang penting akan hak-hak
pemberi fidusia. Melalui ketentuan pasal 29 akan
jelaslah babhwa kedudukan dan hak kreditur sebagai
penerima ﬁdusia‘dibatasi hanya sampai sejauh perlu
untuk melindungi kepentingannya selaku kreditur. -‘

Keluamya UU fidusia vang ditujukan untuk
melindungi kedudukan para pihak pada dasarnya
disebabkan oleh keberadaan ketentuan peralihan vang
terietak di dalam Bab VII (Pasal 37) UU Fidusia, yang

dalam pembentukannya dimaksud untuk mengatur
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Hukum Transitoir.®® Pengertian transitoir itu sendiri
didasarkan pada pandangan bahwa undang-undang
hanya berlaku untuk masa mendatang dan tidak
berlaku surut. ** Berdasarkan pandangan tersebut,
maka dapat dikatekan bahwa UU Fidusia tidak
mempunyai  kekuatan hukum terhadap berbagai
peristiwa yang terjadi sebelum undang-undang tersebut
berlaku sehingga oleh karenanva tidak berlaku
terhadap akibat hukum yang muncul dari peristiwa

tersebut. Dengan kata lain, pembebanan benda y

-

'-’

ang
::

menjadi obyek fidusia yang telah ada sebelum

D-n

berlakunya UU Fidusia tetap berlaku sepanjang tidak
berlentangan dengan UU Fidusia.

Tinjanan secara umum terhadap ketentuan vang
diatur di dalam UU Fidusia dan atas perjanjian

pemberian jaminan fidusia vang selama ini muncul

dalam prakiik kecuali mengenai bentuknya yang harus

n, P. Serie Asser: Hamﬂer’dmc tot de bevefening van het Nederlands Burgerliik Recht,
Algemeen Deel Cet. ke-2, Tjeank Wilink, Zwolls, 1934, hal. 182 dan Fockema Andrea S
3, Rechisgeleerd Hanawwrdenaaex, verkluring vun rechis en besiuursiermen in Nederiond
gebruz‘icefijk voor stuclie en praktifk, 1. B. Wolters, Groningen-Batavia, [948, hal. 213.

¥ Scholten, P
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notariil, menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang
prinsipiil antara UU Penjaminan yang ada di masa lalu
dengan UU Fidusia yang berlaku sckm‘ang. Oleh
karena itu, semua perjanjian fidusia yang sudah ada
sebelum berlakunya UU Fidusia dapat dikatakan masih
tetap berlaku sebagai perjanjian pemberian jaminan
fidusia dengan mendasarkan kepada dan mempunyai
akibat hulcum seperti vang selama ini diakui di dalam
ketentuan fidusia yang lama.

Namun dalam praktiknya_ ternvata obyek Ja_my
fidusia sebagaimana dimaksudkan & dalam UU fidusia
menyimpang dari pendapat pengadilan dan praktik
yang selama 1 berlaku, yang hanya mengakui idusia
atas benda-benda bergerak saja® dan juga menvimpang
dart pendapat para sarjana umumnya. Namun

demikian, ada pula diantara para sajana itu vang

* pelifoid, THP., Infeiding tot de Rechtswetenschap in Nederland, Cet. ke-7,Dekleer & De Vegt,
Nijmegen-Utrecht, 1952, him. 67.

3% Raca PT Surahaya Nomor 158 Tahun 1950 Pdt. Tanggal 22 Maret 1951 yang dimuat dalam H.
1952 Nomor 4 dan Nomor 5 halaman 39 dan selanjutnya. Baca pula MA MNomo
372/K/8ip/1970 tanggal 1-9-1971 vang dimuat dalam ¥Y.MARI I halaman 47, MA
Nomor 1300 K/Sip/1978 tanggal 2-1-1980 yang dimuat dalam Varia Peradilan Tahun 111,
Nomor 34, Edisi Juli 1988.
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berpendapat bahwa fidusia secara teoretis dapat
diterapkan atas benda tetap namun hal ini hampir tidak
permah terjadi.

Apabila ketentuan tentang penjaminan vang
obyeknya adalah benda tetap sebagaimana disebut di
atas  dikaitkan dengan ketentuan Pasal 507
KUITPerdata maka atas benda bergerak yang ada di
pabrik vang menurut peruntukkannva berdasarkan
Pasal 507 KUHPerdata termasuk dalam kelompok
benda tetap namun tidak dapat dijaminkan dengan Hak
Tanggungan, maka berdasatkan UU  Fidusia,
semestinya telah dapat dijaminkan melalui lembaga
Qidusia. Barang-barang seperli benda pabrik lersebul
menurut KUHPerdata mestinva hingga sekarang
dianggap sebagai benda tetap karena berhubungan erat
dengan tanzh dan pabrik di tempat benda-benda itu
terietak, sepanjang benda-benda pabrik te;sebut

ditempatkan dan dipakai.

* Bitlo. A., Het Zakenrecht naar het Nederlands Burgerlijk Wetboek, Cet. ke-1, Tjeenk Wilink &
Zoon, Haarlem, 1949, him. 454,




Apabila ketentuan Penjelasan atas UU Fidusia
pada Bégian‘l' Umum angka (3) dikaji secara
mendalam, dapat dikatakan bahwa di waktu lalw
lembaga jaminan fidusia digunakan untuk penjaminan
obyek yang berupa benda dalam persediaan (stok
barang), benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan
kendaraan  bermotor. Dalam  perkembangan
selanjutnya, guJJa memenuht kebutuhan praktik di

masyarakat maka obyek jaminan fidusia diperluas,

‘e

aitu berupa benda-benda bergerak dan tidak bergerak,
termasuk bangunan vang tidak dapat dyaminkan
melalui  Hak Tanggungan. Melalui  perluasan
pengertian [idusia inilah maka kedudukan para pihak

serta perlindungan hukum bagi keduanya menjadi lebih

Iuas.
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Efektivitas Penggunaan Akta Jaminan Fidusia yang

P.T. Bank Manudiri (Persero) Kantor Wilayah VII

dan P.l. Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor

Berdasarkan hasil wawancara (lihat lampiran)
dengan Manager Cperasional P. T. Bank Mandiri
(Persero) Kanwil. VII Semarang, diperoleh data bahwa
Bank Mandiri Kanwil VII Semarang memberikan
usaha

asilitas kredit kepada perseorangan, badan
maupun badan hukwn vang memeriukan dana bagi

pelaksanaan usaghanva, Adapun jenis kredit yan

Us]

diberikan oleh P. T. Bank Mandm (Perseroy Kanwii

Eu

VII Semarang adalah:

o waaa AL A LA L -

a. Kredit Modai Kerja;

o

Kredit Usaha Kecil (KMK/KUK):

¢. Kredii Invesiast dan

oN

Kredit Multiguna,




y—t
N
y—t

Pemberian kredit juga dilayam oleh P. T. Bank
Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Universitas
Diponcgoro Scmarang. Di BNI Kancab. Undip i,
alokasi kredit dibedakan ke dalaxﬁ 3 (tiga) kategori,
yai
a. Kredit produktif, berupa:

1. Kredit Modal Kerja Retail dan

2. Kredit Investasi Retail
b.  Kredit konsumtif, berupa;

1. KUK Plus;

Kredit Multiguna dan

[

¢. Cash Collateral Credit (lihal lampiran).

Hasil wawancara antara penulis dengan petugas
PBO BNI Kancab. Undip Semarang (lihat Lampiran}
menunjukkan bahwa di bank tersebut telah terdapat
163 (seratus enam puluh tiga) permohonan kredit dan
dari jumlah tersebut teleh disetujui 155 (seratus lima

puluh lima) permohonan. Artinya, terhadap 155
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permohonan kredit yang disetujui, BNI Kancab Undip
Semarang telah merealisasikan kredit dalam jumlah
yang berancka ragam, untuk memenuhi kebutuhan
debitur.

Untuk memperoleh kredit yang diajukan, pihak
pemohon kredit (calon debitur) diharuskan menjalani
prosedur pemberian kredit sebagammana telah
ditetapkan bank pemberi kredit atas dasar peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Guna mendapatkan
kepastian hukum akan kebenaran dan keabsahan atas
obyek vang dijaminkan, P. T. Bank Mandiri (Persero)
Kanwil. VII maupun P. T, BNI Kancab. Universitas
Diponegoro  Semarang — umumnya  melakukan

eninjauan (on the spot) ke tempat obyek penjamman.

hJd

M T 1

Tindakan vang sama juga dilakukan pihak bank
terhadap agunan vyang sudah ada dan vang telah
menjalani penjaminan seiama 6 (enam) bulan.

Berdasarkan data yang dipercleh dari berkas-

berkas permohonan kredit serta hasil on the spot, pthak

e L R Lttt
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bank selanjutnya mengadakan analisa kredit untuk
kemudian dibuat keputusan apakah permohonan kredit
yang diajukan calon nasabah ditolak atau dikabulkan.
Apabila permohonan kredit vang diajukan calon
nasabah dikabulkan, maka akan terjadi
penandatanganan Akad Kredit yang kemudian
dilanjutkan dengan pengikatan dengan jaminan.
Keberadaan jaminan merupakan syarat utama bagi

kedua nara sumber untuk dilangsungkannya proses

dapat berupa jaminan hak tanggungan berupa tanah
vang sudah bersertipikat maupun jaminan fidusia yang
berupa:

a. barang persediaan;

b. piuiang;

e

kendaraan;
d. mesin-mesin yang digunakan bagi pelaksanaan
usaha atau

e. deposito berjangka.

ST e e T T e e
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Terhadap jaminan yang diajukan calon nasabah,
BNI maupun Bank Mandii melakukan perilaian.
Penilaian yang dilakukan P.T. BNI Kancab. Undip
Semarang terhadap obyek penjaminan umumnya
dilakukan melalui:

a. taksast sendiri berdasarkan kondisi, lokasi serta
marketabilitas jaminan serta harga pembanding:
harga pasar, pemerintah, asuransi dan sebagamya;

b. taksasi melalui jasa appraisal.

P. T. Rank Mandiri (Persero) Kanwil. VII
Semarang tidak menganggap jamman fidusia sebagai
satu-satunva jaminan kredit. Oleh karena itu, dalam
rangka realisasi kredit yang dimohonkan, pihak bank
mensyaratkan  keberadaan jaminan lain  yang
mendukung jaminan fidusia yang telah diberikan.
Keberadaan jaminan lain pendukung jaminan fidusia
ini dimaksudkan untuk mengcover limit kredit yang

akan disalurkan.
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Lamn halnya dengan BNI Xancab. Undip
Semarang, bank m1 memperbolehkan jaminan fidusia
scbagai satu-satunya jamman kredit. Hal i dilakukan
mengingat Jaminan fidusia dianggap telah cukup
mengikat debitur, schingga dinilai cukup melindungi
kepentingan kreditur dalam memperoleh kembali
kredit yang telah disalurkan.

Pertanggungiawaban Notaris Pembunat Akta

Senghketa Atas

=i

Jaminan Fidusia Dalam Hal Terjad

-3

Cbyek Jaminan Fidusi;

Hasil wawancara dan kuesioner yang dilakukan
antara penulis dengan pihak P. T. Bank Mandin
(Persero) Kantor Wilayah VII dan P. T. Bank Negara
Indonesia Kantor Cabang Universitas Diponegoro di
Semarang menunjukkan bahwa jaminan f[idusia vang
digunakan dalam rangka realisasi kredit dibuat dengan
akta notaris. Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh

notaris itu selanjutnya didaftarkan ke Kantor Wilayah




Departemen Kehakiman setempat guna memberil an
kepastian hukum kepada pihak bank.

Mengingat mahalnya biaya pecmbuatan Akta FEO
sebagaimana sering dikeluhkan nara sumber, maka
pihak P. T. Bank Mandiri (Persero) Kanwil. VII dan D
T. Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Universitas

Diponegoro di Semarang menunjuk notaris tertentu
vang secara Khusus membantu pihek bank untuk

membuat Akta Jaminan Fidusia atas nama dan untuk

kredit. Penunjukkan notaris pembuat Akta Jaman
Fidusia oleh pthak Bank Mandiri dimaksudkan uantuk

mengurang: beban biaya pembualun Akla Jaminan

Dengan didaftarkannya Akta Jaminan [Pidusia
vang dibuat notaris ke kantor Wilayah Departemen
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia seiempat, maka
pihak bank akan memperoleh kepastian hukum bahwa

kredii yang disalurkannya kepada debitur akan




dikembalikan pada waktunya. Apabila pada saat yang

diperjanjikan debitur tidak mengembalikan kredit vang
tclah diperjanjikan, maka kreditur dapat menggunakan
sertipikat pendaftaran jaminan fidusia tersebut untuk
mengeksekusi obyek penjaminan guna mengambil
pelunasan piutangnya.

Dalam rangka pembuatan Akta Jaminan Fidusia,
notaris vang ditunjuk membuat Akfa Jaminan Fidusia
terikat dan bertanggung jawab, baik secara moral
maupun  hukum, atag segala nzﬁ dan data vang

dimuatnya dalam akta penjaminan tersebut, Dengar

ol

emikian, notaris yang bersangkutan dapat dituntut jika
{erbukil bahwa dala yang dibuainya di dalam Akia
Jaminan Fidusia tidak benar, termasuk jika notaris
vang bersangkutah melakukan fidusia ulang atas obyek
fidusia vang sama tanpa sepengetahuan pihak bank
pemberi kredit (kreditur).

Penggunaan Akta Jaminan Fidusia vang dibuat

oleh Notaris dalam proses realisasi kredit tampak
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dalam hasil wawancara dengan beberapa notaris
dan/atau PPAT terpilih. Sebagai contoh, Sri Wihardjani
Kartikodewi Prastowo dan Wahyu Wibawa, keduanya
notaris dan sekaiigus PPA'l" vang berkedudukan di
Semarang menerangkan bahwa keduanya pernah
ditunjuk bank untuk membuat Akta Jaminan Fidusia
bagi calon debitur bank vang bersangkutan (lihat
Lampiran). Sejak Januari hingga Juli 2002, Sri
Wihardjani Kartikodewi Prastowo telah menerbitkan
40 (empaf puluh) buah Akta Jaminan Fidusia (lihat
jampiran). Sedangkan Widhi Handoko, seorang notaris
vang berkantor di J1. Setiabudi No. 39 Ngesrep Barat

Semarang, sejak Januarn hingga Agustus 2002 (elah

(lihat lampiran).

Untuk membuat Akta Jaminan Fidusia, para nara
sumber mensyaratkan terpenuhinya semua persyaratan
schagaimana disebutkan dalam Pasal 6 UU No.

42/1999. Khusus bagi Sn Wihardjami Kartikodewi
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Prastowo, pencantuman identitas dan agama para
penghadsp tidak pernah dilakukannya di dalam akta
yang dibuatnya. Untuk jaminan berupa benda
persediaan, uraian tentang jenis, merek dan kualitas
daiz benda tersebut tidak disebutkan secara rimci di
dalam akia yang dibuat Sri Wihardjani Kartikodewi
Prastowo. 1lal mi dilakukannya dengan tujuan untuk
menghmdari pembengkakan biava saat pendaftaran
yaig mensyaratkan dilakukan fotokopi 3 (tiga) rangkap

untuk data pendukung,

Berbeda halnya dengan keempat puluh Akt

o

Jamman Fidusia vyang dibuat Sri  Wihardjani
Karlikodew.i Prastowo, keliga Akla Jamman Fidusia
vang dibuat oleh Sri Hadini Scedjoko dalam kurun
waktu Januari  hingga Agustus 2002  tetap

mencantumkan uraian tentang benda vang menjadi

jaminan fidusia (lthat lampiran). Pengikatan jaminan

fidusia yang dilakukan melalui akta yang dibuatnya

umumnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pihak
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bank saja. Sedangkan pengikatan yang dilakukan
Widhi Handoko dityjukan bagi kreditur maupun
dcbitur.

Selaku petugas yang ditunjuk bank pemberi
kredit, pemeriksaan yang dilakukan oleh pembuata

Akta Jaminan Fidusia umumnya tidak meliputi

t=S

pemeriksaan fisik terhadap obyek yang akan dika
dengan fidusia, namun hanya meliputi pemeriksaan
alat bukiti surat seperti BPKB kendaraan, daftar barang
dagangan atau daftar piutang vang dibuat calon
pemberi fidusia. Adapun proses dan prosedur
pembuatan Akta Jaminan Fidusia dilakukan menurt
ketenluan yang lercantum dalam UU No. 42/1959.
Untuk membuat sebuah Akta Jaminan Fidusia,

pthak pemberi fidusia umumnya dibebani sejumiah

a. jasa notaris pembuai Akta Jaminan Fidusia

minimal Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu

rupiah) per akta;
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b, biaya pendaftaran ke kantor pendaftaran fidusia di
Departemen Kehakiman setempat yang besarnya
didasarkan pada PP No. 86/2000 scrta

¢. biaya lainnya yang ditetapkan sesuai kebijakan
masing-masing Kantor Pendaftaran Fidusia.

Dalam proses pembuatan Akta jaminan Fidusia,

notaris berpedoman pada prosedur dan kode etik yang

diatur dalam Peraturan jabatan Notaris, Qleh karena
itu, pertanggungjawaban notaris pembuat  Akia
Jaminan Fidusia hanva dapat diminta terbatas pada apa
yang telah ditulisnya dalam akta jaminan vyang
bersangkutan. Terhadap hal-hal lain yang tidak
diluangkannya dalam akla lersebul, maka notans
embuat akta tidak dapat dimintai

L v

pertanggungjawabannya.
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para pihak sechubungan dengan telah dipenuhinya
persyaratan penjaminan dengan fidusia
Sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab
terdahula, bahwa Iahirmya lembaga jaminan ﬁdusiq
vang kemudian disahkan dengan UU No. 42/1999
tentang Jamman Fidusia dimaksudkan untuk
menyempuinakan lembaga jamunan yang sudali ada,
yang pengaturannya didasarkan pada UTT No. 4/1996
tentang Hak Tanggungan. UU No. 4/1996 yang
merupakan pelaksana dari Pasal 51 UU No. 5/1960
tentang  Undang-undang Pokok  Agraria  yang
merupakan pengganti dari lembaga hipotek dan
credietverband dmilal kurang memberikan kepastian
hukum dan kurang memenuhi rasa keadilan, terutama
lika dipandang dari sudut kepeniingan pihak kreditur

pembert kredit,
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UU No. 4/1996 juga dirasa kurang sesuai lagi
dengan situas: dan kebutuhan masyarakat vang terus
berkembang dan membutubkan dana yang besar bagi

penvelenggaraan usahanya. Bagi kreditur pember:

edit, peraturan perundang -undangan tentan ak

e
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tanggungan vang ada sebelum UUJ No. 42/1999 kurang
memberi jaminan hukum terhadap pengembalian kredit

vang telah disalurkan karena dalam peraturan tersebuf

kedudukan kreditur adalah setara schingga penerimaai
pelunasan hutang juga merata, padahal jumlah kredit

yang diberikan masing-masing kreditur bervariasi.
Lahirnya UU No. 42/1999 memberikan
kedudukan istimewa kepada kreditur terlentu, yailu

lereditur

i

A

ang menggunakan jaminan fidusia karena

X,

dengan menggunakan jaminan fidusia kreditur tersebut
mempunyai hak untuk mempercleh pelunasan hutang
lebih dahuiu dibandingkan dengan kreditur-kreditur

ang lainnya. Hal ini berarti bahwa melalui UL No.

'*':‘.

42/1999, kedudukan Areditur preferen terlindungi




seiﬁ;b dengan adanya jaminan fidusia yang telzh
didattarkan tersebut, kreditur preferen memperoleh
kepastian hukum untuk memperoleh kembali kredit
yang telah dikeluarkannya.

Keberadaan DPasal 9 UU Fidusia yang
memungkinkan adanva pembebanan atas benda-henda
vang akan ada dan memungkinkan adanya per
terhadap benda jaminan harus diakui tidak dapat
dikatakan selaras dengan prinsip spesialitas. Ketentuan
tersebut berkaitan erat dengan kewenangan tindakan
kepemilikan debitur terhadap benda yang akan

pembebanan pembert hipotek harus sudain punya

cewenangan  tindakan  kepemilikan,  misalnya

b

kewenangan wunituk membebani benda jaminan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1168 KUHPerdata,

Sedangkan pada gadai yang obyeknya benda bergerak,
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berlaku prisip lain sebagaimana diatur dalam Pasal
1152 ayat (4) KUHPerdata.

Dengan dipeauhinya  scmua pcrs;-'ar.?;*“;l
penjaminan dengan fidusia, pihak yang memberikan
jaminan fidusia akan memperoleh keuntungan berupa
pencairan kredit yvang diharapkan. Demikian pula bagi
pinak penertma jaminan fidusia, karena dengan adanya
obvek penjaminan di bawah penguasaannya, maka
yang bersangkutan akan mempunyal Kepastian untuk
memperoleh kembali kredit vang telah digaln

Tuuan memberikan lebih besar kepastian hukumn
sebagairﬁana disebutkan di  atas, mendapat
penjabarannya dalam bentuk, dianul asas spesialiias
dalam pembebanan fidusia. Pencantuman data yang
relatif lengkap sudah diharuskan sejak penuangan
fidusia dalam Alkta Notaris vang harus memuat data-

data vang serba lengkap sebagaimana dipersyaratkan

oleh Pasal 6 UU Fidusia,
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rinsip tersebut di atas masih diterapkan lebih
lanjut dengan mewajibkan pendaftaran fidusia di
kantor Pendaftaran Fidusia. Dalam hal ini, kelengkapan
data juga diwajibkan dalam prosedur pendaftaran
fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 UU
Fidusia. Hal in1 juga berlaku terhadap semua
ahan  yang terjadi - selama  penjaminan
berlangsung, di mana setiap perubahan vang terjadi
wajib dilaporkan dan dicatat dalam daftar di Kantor

Pendaftaran Fidusia. Hal ini dimaksudkan supaya data-

data vang tersedia lengkap dan up fo date.
Melahu pendaftaran fidusia, khalavak ramai vang

selanjutnya dapat dikatakan bahwa pendaftaran
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dimaksudkan agar melalui pendaftaran terdapat akibat
hukum terhadap pihak ketiga,

Saat jaminan fidusia sudah didaftarkan ke Kantor
Pendaftaran Jamman Fidusia, baik penerima maupun
pemberi jaminan fidusia akan mendapatkan kepastian
dan perlindungan hukum. Bagi pihak vang
mendaftarkan, yang bersangkutan akan mendapat hak

preferensi untuk mengambil pelunasan atas piutangnyva.

penjaminannya didaftarkan, inaka vang bersangkutan
akan mendapat perlindungan hukum bahwa barang
yang dijaminkannya (idak akan beralih penguasaannya

tanpa sepengetahuannva dan obyek penjaminan

(R SR

tersebut akan dapat dikuasainya saat kredit yang

dipinjamnya telah dilunasi.

Diaturnya data-data yang harus termuat dalam

memberikan pegangan yang Kkuat bagt kreditur,




terutama mengenai tagthan mana yang dijamin dan
besarnya nilai jamunan, yang menentukan seberapa
besar tagihan kreditur proforen. Dimxmgkinkanny.a
pembertan jaminan untuk hutang yvang akan ada di
kemudian hari dimsksud untuk mengantisipasi
kebutuhan praktik para kreditar. Selain itu, dengan
dimasukkannya “hasil” dari benda fidusia dan klaim
asuransi secara otomatis ke dalam ruang lingkup
jaminan fidusia akan sangat menguntungkan kreditur.
Selain memberi perlindungan, TJUJ fidusia juga
memberikan kedudukan yang kuat kepada kreditur.
Pasal 1 angka (2) UU Fidusia dengan tegas
menyatakan  pahwa  kredilur  penerima  {idusia
berkedudukan sebagai kreditur preferen (Pasal 27 ayat

Log Gow

an ayvat (Z) UU Fidusia). Pemberian sifat hak

~~
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.

Lkebendaan atas hak kreditur penerima fidusia
sebagaimana diuraikan di  atas  menunjukkan
kesesualannya dengan sifat-sifat hak kebendaan vang

sangat memperkokoh kedudukan kreditur,




Selain melindungi kepentingan dan memperkuat
kedudukan kreditur, penjaminan fidusia juga
meclindungi dan memperkuat kedudukan dub1tul Hal
mi tampak dalam ketentuan Pasal 4 UU Fidusia vang
menegaskan adanya sifat accessoir dari perjanjian
fidusia yang secara tidak langsung juga memberikan
perlindungan terhadap hak-hak pemberi fidusia atas
benda yang dijaminkan. Hapusnva penjaminan fidusia
seperti  karena pelunasan, akan mengakibatkan
hapusnya perjaniian penjaminan fidusia (Pasal 25 UU
Fidusia). Hal 1tu berarti bahwa hak mulik atas benda

jamman fidusia dengan sendirinva kembali kepada

debilur pemberi fidusia. Penghapusan calalan dalam
Daftar Penjaminan di kantor Pendaftaran Fidusia (Pasal

25 angka (3) jo Pasal 26 UU Fidusia) hanya bersifat

administratif saj

§D

Pembebanan fidusia melalui akia notariil juga
merupakan salah satu wujud perhatian pembentuk

undang-undang terhadap kepentingan debitur/pemberi

L= ey v e i e S




s
Jon
Lo ]

fidusia. Melalui advis dan pembacaan akta pemberian
fidusia sebelum penandatanganan merupakan salah
satu cara untuk menghindarkan pemberian jaminan
fidusia vang gegabah.

Dimungkinkannya benda/tagihan yang masih
akan dimiliki di kemudian hart seperti barang
dagangan yang masih skan dibeli menjadi jaminan
fidusia (Pasal 9 UlJ Fidusia) dan dimungkinkannya

pembenn fidusia mengganti benda janunan fidusia

Kelentuan ienlang eksekusi benda jamiman fidusia

w2

ebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU Fidusia

memberi perlindungan yang penting akan hak-hak

b
¥

akan

pemberi fidusia. Melalui ketentuan pasal kan
jelasialy bahwa kedudukan.dan hak kreditur sebagai
penerima fidusia dibatasi hanya sampai sejauh perlu

untuk melindungi kepentingannya selaku kreditur.




Keluamya UU fidusia yang ditujukan untuk
melindungi keduduI:{an para pihak pada dasarmnya
discbabkan olch kcb:cradaan ketentuan peralihan yané
terletak di dalam Bab VIl (Pasal 37) UU Fidusia, vang
dalam pembentukannya dimeksud untuk mengatur
Hukum Transitoir.sp"% Pengertian transitoir 1tu sendirt
didasarkan . pada ps;ndangan bahwa undang-undang
hanya berlaku untik masa mendatang dan tidak
berlaku surut.®® Berdasarkan pandangan tersebut, maka

dapat dikatakan bahwa T Fidusia tidak mempunvai

[

rjad:  sebelum undang-undan

i

g tersebut  berlalm

sehingga oleh karenaimya tidak berlaku terhadap akibal
hulcum vang muncul dari peristiwa tersebut. Dengan
kata lain, pembebanan benda vang menjadi obvek
fidusia vang telah ada sebelum berlakunva U Fidusia

A L £ itelivall ¥ L W & e

¥ Scholten, P. Serie Asser: Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht,

Algemeen Deel, Cet. ke-2, Tieenk Wilink, Zwolle, 1934. hal. 183 dan Fockema Andrea. S.
1., Rechisgeleerd Handwoordenboek, verklaring von rechts en bestuurstermen in Nederlond
gebruikelijk voor studie en prakiijk, 3. B, Walters, Groningen-Batavia, 1948, hal. 213.

* Yelifoid, TH.P., Inleiding tot de Rechtswetenschap in Nederiand, Cet. ke-7,Dekker & De Vegt,
Nijmegen-Utrecht, 1952, him. 67. '




*°*;‘“ berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU
Fidusia.

Tinjauan sccara umum terhadap ketentuan yang
diatur di dalam UU Fidusia dan atas perjanjian
pemberian jaminan fidusia yang selama i muncul
dalam praktik kecuali mengenai bentuknva vang harus

notariil, menunjukikan a tidak ada perbedaan yang

karena itu, semua perjaniian fidusia yang sudah ada

sebelum berlakunya UU Fidusia dapat dikatakan masii

tetap berlaku sebagai perjanjian pemberian jaminan

L g

menyimpang dari pendapat pengadilan dan praktik

yang selama ini berlaku, vang hanya mengakui fidusia




atas benda-benda bergerak saja® dan juga menyimpang
dart pendapat para sarjana umumnya. Namun
demikian, ada pula diantara para sajana ftu yang
berpendapat bahwa fidusia secara teoretis dapat
diterapkan atas benda tetap namun hal ini hampir tidak
pernah terjadi. %

Apabila ketentuan tentang pemjaminan yang
obyeknva adalah benda tetap sebagaimana disebut di
atas  dikaiitkan dengan ketentuan Pasal 507
KlJHPerdata maka atas henda bhergerak vang ada di
pabrik vang menurut peruntukkannyva verdasarkan
Pasal 507 KUHPerdata termasuk dalam kelompok
benda letap namun tidak dapal dyarmmkan dengan Hak

Tanggungan, maka berdasarkan Ul  Fidusia,

*? Baca PT Surabaya Nomor 158 Tanun 1950 Pdt. Tanggal 22 Maret 1951 yang dimuat dalam H.
1952 Nomor 4 dan Nomeor 5 halaman 39 dan selanjutnya. Baca pula MA Nomor
ITHE/SIp/1970 tangeal 1-9-1971 vang dimaaf dalam YMLART 1T halaman 47; MA
Nomor 1500 K/Sip/1978 tangzal 2-1-1980 yang dimuat dalam Varia Peradilap Tahun IH,
Nomor 34, Edisi Jull 1988,

* pitlo. A, Her Zakenrecht naar het Nederiands Burgerlifk Wetboek, Cet. ke-1, Tieenk Wiiink &
Zoon, Haarlern, 1949, him. 454.
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menurat KUHPerdata mestinya hingga sekarang
dianggap sebagai benda tetap karena berhubungan erat
dengan tanah dan pabrik di tcmpat benda-benda ifa
terletak, sepanjang benda-benda pabrik tersebut
ditempatkan dan dipakai

Apabila ketentuan Penjelasan atas UTJ Fidusia
pada Dagian 1 Umum angka (3) dikayi secara
mendalam, dapat dikatakan bahwa di waktu lalu,
lemibaga jaminan fidusia digunskan untuk penjaminan
obvek vang berupa benda dalam persediaan (stok
barang), benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan
kendaraan bermotor. Dalam perkembangan
selanjulnya, guna memenuhi kebulunan prakuk di
masvarakat maka obyek jaminan fidusia diperluas,
vaitu berupa benda-benda bergerak dan tidak bergerak,
termasuk bangunan vang tidak dapat dijaminkan
melalui Hak Tanggungan. Melalu1 periuasan

pengertian fidusia inilah maka kedudukan para pthak
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serta perlindungan hukum bagi keduanya menjadi lebih
luas.

Hasil penclitian lapangan di Pengadilan Ncgéri
Semarang (lihat .lampiran) menunjukkan bahwa
Pengadilan Negeri Semarang pernah menangani sita
eksekusi dan eksekusi jaminan terhadap obvek fidusta.
ITal i dapat dibuktikan dengan adanya gugatan
perdata Nomor 149 jo Nomor 150 jo Nomor 151 jo
Nomor 152/Pdt.6/1999/PN Smag antara P. T. Multindo

Auto Finance dengan Hamsarudin, Nomor 153 jo

- o

Nomor 146 jo Nomor 147/Pdi.0/1999/PN Smyg antara

P. T. Multinde Auto Finance dengan Agus Sunaryo,

Nomor 135/PdV1997/FIN Smg anlara Agus Handoko

N

engan Y. Suprivanfo dan Marvani, Nomer
226/Pdt.6/1996/PN Smg antara Agus Handoko dengan
H. Ali Fauzi, Nomor 228/ Pdt.6/1996/PN Smg antara
Pemuda Motor dengan Risanio dan perkara Nomor

258/Pdt 6/1996/PN Smg antara Gajah Mada Motor

dengan Suharto Candra Lesmana.
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Dari  sejumlash perkara yang diajukan ke
Pengadilan Negeri Semarang tersebut di atas, pihak
krcditur  berhasil momcenangkan perkara, schingga
melalui sita eksekusi atau eksekusi jaminan, pihak
kreditur dapat memperoleh kembali kredit yang telah
diberikan dan ternyata tidak dapat dikembalikan pihak
debitur tepat pada waktu vang diperjanjikan.

tidak terjadinya pengalihan benda secara fisik, dalam

arti benda masih dapat tetap berada di tangan debitur

*‘3

dan hanya hak kepemilikarmya sgja yang berpmdahb,
menunjukkan bahwa lembaga jamman ini bersifat
elastis, Dengan telap dikuasainya benda obyek jaminan
fidusia oleh debitur, terutama jika cbyek jaminan itu
sangat diperlukan dalam menjalankan usahanya,
kegiatan usaha debitur tidak terhambat dan dapat
berlangsung sebagaimana biasanya. Ini berarti bahwa

U No. 42/1999 juga memberi kepastian hukum bagi
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debitur untuk tetap dapat menggunakan obyek jaminan
fidusia untuk melakukan aktivitas bisnisnya.

Pendattaran benda yang dibebani dengan jaminan
fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU No.

4271599 dilakukan untuk memenuhi asas publisitas dan
sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap
kreditur lain mengenai benda tersebut. Dengan
demikian, terciptalah transparansi hukum sehingga
timbuliiya upaya penipuan atau itikad buruk dari para
pihak terkait dapat diperkecil.

Salah satu ciri jaminan fidusia vaitu member
kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya memberi
jaminan bagl penerima {idusia jika pihak pemberi
fidusia cidera janji. Kekuatan eksekutorial vang

terdapat dalam Sertipikat Jaminan Fidusia memberi
(ewenangan dan kemudahan bagi penerima fidusia

untuk langsung mengeksekusi obvak jaminan tersebut

secara final, tanpa melalui pengadilan serta mengikat
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para pihak terkait untuk melaksanakan putusan

ekselkusi tersebut.

Dengan beralihnya hak kepemilikan atas bonda

vang menjadi obyek jammnan fidusia sebagaimana

. — \ .
diatur dalam Pasal 17 UU No. 42/1999, kemungkinan

=

untuk terjadinva fidusia ulang oleh debitar pemberi
fidusia atau oleh pihak ketiga selaku penjamin akan
tidak dimungkinkan terjadi. Demikian juga jika
pemberi fidusia akan mengalibkan obyek jaminan
fidusia karena berdasarkan ketentuan Pasal 21 ULF No.

42/1999, pengalihan benda vang menjaTdi obyek

ijaminan fidusia oleh debitur pemberi fidusia harus

diserlal dengan pengganlian benda yang scta‘ra. Hal m

berarti adanya kepastian hukum bagi penerima fidusia

untuk memperoleh kepastian bagi pelunasan kredit
vang telah diberikannya.

Pasal 34 ayat (2) yang menyatakan bahwa debitur
tetap bertanggung jawab atas hutang vang belum

terbayar dalam hai hasil eksekusi tidak mencukupi
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pelunasan hutangnya memberikan keamanan bagi
kredit yang diberikan kreditur., Pasal 34 UU No
/1999 sccara otomatis memberi kepastian hukum
bagi kreditur penerima fidusia untuk memperoleh

elunasan piutangnya secara utuh karena iika nilal iual
p ]

s

(eksekusi}) obyek jaminan fidusia tersebut tidak
mencukupi pelunasan hutang pemberi fidusia, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 34 tersebut, kreditur

penerima fidusia berhak meminta debitur pemberi

kepastian hukum dibandingkan dengan yurigprudensi
yang sebelumnya mendasari keberadaan jaminan
fidusia. Kepastian hukum, terutama bagi kreditur
preferen baru akan iimbui jika akia jaminan fidusia

vang dibuat notaris telah didaftarkan ke kantor

pendaftaran fidusia.




Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa
untuk wilayah hukum P. T. Bank Mandiri (Persero)

Kanwil VII dan P. T. Bank Negara Indoncsia (Persero)

Kancab. Universitas ~ Diponegorc  Semarang,

Wilayvah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi

Manusia Jawa Tengah yang telah beroperasi sejak

tanggal 1 Juli 2001. Sejak Tanuari hingga Agustus

2002, Kantor Wilayakh Departe:t wen Kehakiman dan

Hak Asasi Manusia Jawa Tengah telah mencatat
pendaftaran atas 1940 (seribu sembilan ratus empat
puluh) buah akta.

Terhadap akia jaminan yang idak dibual oleh
taris, maka akta tersebut tidak dapat didaftarkan
Akibatnya, akta tersebut hanva mengikat kreditur
pemberi kredit dan debitur penerima kredit saja serta
tidak mengikat pihak kefiga. Akia jaminan yang tidak
didaftarken tidek mempunyai kekuatan ekselkutorial,

sehingga penerima jamunan tidak memiliki  hak
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preferen dan hal ini akan membuka peluang besar bagi
terjadinya wanprestasi atau pembebanan ulang
terhadap obyck yang dijaminkan.

Berdasarkan substansi vang diatur dalam UU No.
42/1999 serta memperhatikan praktik yang terjadi di
lapangan, secara umum dapat dikatakan bahwa UJTJ No.
42/199% vpada dasamyva telah cukup memberi

perlindungan hukum serta kepastian hukum kepada

]

pihak kreditur maupun debitur. Hal i tampak pad:

pendaftaran  Akta Jaminan Fdusia ke Kantor
Pendaftaran Fidusia, penerima fidusia dapat melakukan
eksekusi jika pemberi [idusia cidera jang.

Demikian pula halnva dengan debitur karena
melalui penjaminan fidusia, selawrr memperoleh
pinjaman, debitur  diperbolehkan untuk ftetap
memegang Dbenda yang dijaminkan meskipun
kepemilikan atas benda tersebut telah beralth kepada

pihak penerima fidusia. Dengan demikian, debitur
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dapat tetap menjalankan  usahanva dengan
menggunakan obyek penjaminan tersebut.

Kcberadaan UU No. 42/1999  dinilai cukzip

menjamin pelaksanaan prestas: debitur. Artinva, karena
lika ;

kepemilikan atas benda yang dijaminkan dengan

fidusia telah heralih dari pemberi fidusia kepada

penerima fidusia, maka jika pemberi fidusia bermaksud

untuk memperoleh kembali obvek pe
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hutang/piny JAITIATINY @) kcpc‘tud penerima fidusia.
Dengan adanya larangan fidusia ulang, maka

kredilur penerima [idusia akan merasa aman dan diberi

i oaddife

fidusia, Larangan fidusia ulang membawa konselaiensi
bahwa apabila aias sertipikat jaminan fidusia yang
J.v?-rh‘n, l{ 1 “f

pertama  belum  dilakukan  penc

pendaftaran fidusia tidak akan menerima pendaftaran
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jaminan fidusia yang sama. Namun sebaliknya, apabila
atas sertipikat semula telah diadakan pencoretan vang

1. i £ " + . .
berarti hapusnya fidusia atas obyck penjaminan

Mengingat bahwa sanksi bagi pihak kreditur
maupun debitur vang membuat akta di bawah tangan

belum diatur secara tegas di dalam undang-undang

piutang  dalam UU No. 42/1999 akan dapat
memperiemah posisi tawar kreditur dalam memperoieh
kembali kredit yang diselurkannya. Karena tidak

adanya pengaturan yang jelas, maka dalam prakik di
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lapangan, kepastian mengenai obyek jaminan, terutama
mengenai benda-benda yang akan ada dan piutang
pada umumnya hanya berupa pernyataan scpihak dani

debitur tanpa disertar bukti vang ielas dari vang

Universitas Diponegoro di Semarang
Apabila ditinjau dari ketentuan Pasal 5 UU

1 : 1
1Wlus1g yang menyatakan:
1. pembebanan benda dengan jaminan
fidusia dibuat dengan akta notaris
alami  Bahasa — Indonesia  dan
merupckon akia jaminan fidusia;
terhadap pembuatan akta jaminan
Sfidusia sebagaimana dimaksud dalam
avat (1) dikenakan biaya yang besarnya
diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemeriniah.

[




mutlak bagi penjaminan dengan fidusia. Mengingat
tidak adanya kata “harus” atau “wajib” dalam

ketentuan tersebut, maka dapat diasumsikan bahwa jika -

avat {1} tersebut dalam bentuk yang bersifat memaksa,
baik dengan mencantumkan kata “harus” atau “wajib”
di depan kata “dibuat dengan akta notaris™.
Jika ketentnan Pasal S ayat (1) UU Fidusia 1ftu
ditinjau 1¢bih lanjut dengan ketentuan FPasal Z UU
Fidusia vang mengatakan bahwa UJUJ Fidusia berlaku
untuk setiap perjenjian yang bertyjuan membebani
benda dengan jaminan fidusia yang memberi petunjuk
bahwa di luar jaminan fi duéa sebagaimana diatur oleh

UU fidusia, masih ada perjanjlan penjamunan fidusia

k=

vang lam. Berdasarkan tinjavan yuridis yang

berlandaskan kedua pasal tersebut di atas maka sulit

J:‘
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ipenuhit syarat behwa jamman fidusia
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itn harus dituangkan dalam bentuk notarnl. Hal i
berarti bahwa sebelum U Fidusia berlaku, maka
ketentuan yang berlaku atas penjainman  tersebut
disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan
vang mengatur hak tanggungan yang berleku saat itu.
Ketidakpastian apakah akta notariil tersebut
merupakan persyaratan vang mutlak atau tidak bagi
upaya penjaminan dengan fidusia padahal dalam

prakiik yang terjadi saat kini penjaminan dengan

akta notaris dalam proscs peonjaminan  fidusia
didasarkan kepada - kepentingan masing-masing

kreditur, Berdasarkan hasil penelitian dilapangan
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dipcrolch gambaran sccara umum bahwa penctapan

bentuk notariil dimaksudkan untuk memberikan
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keberadaan akta notaris schagai persyaratan mutlak
P S S L o At I st
bagi pemberian jaminan dengan fidusia. Pasal 37 ayat

(3) UU Fidusia hanya menyatakan bahwa kalau dalam

~

jangka waktu 60 {enam puluh) hari jaminan fidusia
vang lama tidak disesuaikan dengan UU I'idusia, maka
jaminan itu bukan merupakan hak agunan atas
kebendaan sebagaimana dimaksud dalam UU Fidusia.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa akta notaris

merupakan syarat materiil untuk berlakunya ketentuan

ditutup para pihak, selain berfungsi sebagai alat buku.
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Hasil penclitian di lapangan menunjukkan bahwa

™

P. T. Bank Mandiri (Persero) Kanwil VI dan P. T.

kredit kepada para pihak pemochon kredit,
Kecenderungan  kedua  bank  fersebut  untuk
mempersyaratkan keberadaan akia jaminan fidusia
yang dibuat oleh notaris dalam rangka realisasi kredit
tampak dengan adanya sejumnlah penolakan atas
| permohonan kredit yang diajukan oleh pemchon.
Berdasarkan  wawancara dengan  IManager
Operasional P. T. Bank Negara Indonesia (Persero)
Kantor Cabang Universitas Diponegoro di Semarang
diperoieh informasi bahwa dari 163 permohonan kredit
vang digjukan, hanya 155 permohonan yang disetuiui.
Adapun persctujuan yang diberikan atas pormohonan
tersebut dilakukan karena permohonan tersebut telah

memenuhi persyaratan kelavakan penerimaan kred:

[y




yaitu dengan menggunakan  jaminan  fidusia
sebagatmana diatur daiam UU No. 42/1999,
Sedangkan nofaris vang digunakan untuk

membuat akta jaminan fidusia pada umumnya dipilih

1 notaris secara sepihak oleh bank
dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum atas
pengembalian kredit vang akan disalurkan. selain
untuk meneken harga pembuatan Akta Jaminan

Fidusia. Adapun notaris vang dipibth atau ditumguk,

didasarkan pada profesionalitas dan kepribadian vang

Fa

batk dari notaris yang bersangkutan, sehingga notaris
vang ditunjuk membuat Akta Jaminan Fidusia fersebut
secara profest dan moral dapat mengamankan
kepentingan bank.

Agar pemberi kredit memperoieh jaminan bahwa

e
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memperoleh pelunasan piutangnya.

Dengan dibuatnya Akta Jaminan Fidusia oleh

notaris dan atau PPAT, penerima fidusia akan lebih
mudah melakukan penilaian kelayakan pemberian

kredit usaha kepada pemohon vang sekaligué pember:
fidusia. Penelusuran atas kebeparan data vyan
tercantum dalam Akta Jaminan Fidusia vang dibuat
oleh notaris akan dapat lebth mudah dilakukan
schingga proses pemberian kreditpun tidak aken
memakan waktu vang iama.

Selain 1tu, dengan adanva Akta Jaminan Fidusia

yang dibuat notaris dan atau PPAT, pihak penerima

atas obvek fidusia. Pihak penerima fidusia cukup
moemeriksa ulang obyck fistk pemjaminan  untuk

memastikan keberadaan dan keabsahannya.
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Scdangkan terhadap identitas obyck jaminan dan
penertma fidusia, sesungguhnya telah tercamtum di
dalam Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh notaris
dan atau PPAT yang ditunjuk. Dengan demikian,
apabila di kemudian hari terjadi sengketa yang
menyangkut kepemilikan obyek jaminan fidusia
sebagaimana tercantum di dalam Akta Jaminan
Fidusia, pemerima  fidusia cukup meminta
pertanggungjawaban notaris dan atau PPAT pembuat
akta yang bersangkutan kavena notaris dan atau PPAT
bertanggungjawab atas kebenaran yang diutarakan di
dalam Akta Perjanjian Jaminan Fidusia yang
dibuainya.

Data mengenai calon debitur berserta obyek yang
dyaminkan yang tercantum dalam Akta Jaminan
Fidusia yang dibuat oleh notaris akan mempermudah
pihak bank untuk melakukan penilaian atas
kebenarannya. Dongan adanya akta jaminan fidusia
vang dibuat oleh notaris yang kebenarannya telah

diakui oleh pihak bank, maka proses pendaftaran
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scségamana dimaksud dalam Pasal 11 UU No.
42/1999 akan lebih mudah dilakukan. Dengan
demikian maka bank selakn pemberi kredit vang
sekaligus berkedudukan sebagai penerima fidusia dapat
sewaktu-waktu melakukan eksekusi terhadap benda
vang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut saat
debitur yang bersangkutan cidera jauyi.

Keaneka ragaman persepsi yang berkembang di
masyarakat atas keberadaan akta notaris sebagai
persyaratan penjaminan dengan fidusia yang timbul
karena UU Fidusia itu sendinn tidak mengatur hal
tersebut secara tegas, akhirnya mengajek para pemikir
untuk meninjaunya berdasarkan peraturan perundang-
undangan lain di Tuar UU Fidusia dan yang bersifat
lebih umum, seperti KUHPerdata.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata,
suatu perjanjian pada umumnya tidak lahir saat
penuangannya dalam suatu akta, melainkan sudah ada
sebelumnya, vaitu sejak adanya kesepakatan antara

para pihak yang memenuhi ketentoan Pasal 1320




KUHPcrdata. Ponuangan perjanjian  dalam  suatu
aktamenurut KUHPerdata hanya dimaksudkan untuk
mendapatkan alat bukti saja. Namun demikian, syarat
“Akta notariil”sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5
UU Fidusia memiliki fungsi materii, yaitu untuk
berlakunya UU fidusia dan sekaligus sebagai sarana
pembuktian.

Akta notarnl merupakan salah satu wujud akta
otentil sebagaimana  dimaksud  Pasal 1868
KUHPerdata dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1870
KUHPerdata, akta notarnl memberikan kekuatan
pembuktian yang sempumna terhadep para pthak dan
para ahli waris atau orang yang mendapatkan hak dari
padanya.

Dipersyaratkannya akta notariil pada prinsipnya
dimaksudkan supaya untuk suatu undakan yang
membawa akibat hukum vang sangat luas, para pihak

terlindung  dari tindakan yang gegabah dan dari
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kekeliruan®' Hal ini juga scpendapat  dengan J.
Satrio.*”

Karena notaris biasanya juga bertindak sebagai
penasehat bagi kedua belah pihak maka melalui
nasehatnya para pihak yang bersangkutan diharapkan
sadar akan akibat hukum yang dapat muncul dari
tindakan mereka. Selain itu, notaris juga berkewajibmi
membacakan 1s1 akta yang dibuatnya sebelum akta
tersebut  ditandatangani  para pihak. Hal ini
dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari tindakan
yang sembrono dan gegabah.

- Apabila ketentuan yang mengatur persyaratan
bahwa Akta Fidusia harus dibuat dalam Bahasa
Indonesia sebagaimana dmmuat dalam UU Fidusia
dibandingkan dengan Pasal 27 ayat (1) Peraturan
jabatan Notaris, tampak adanya pertentangan &i antara
2 (dua) ketentuan itu. Apabila UU Fidusia mengatur

sccara tocgas bahwa akta notaris harus dibuat dalam

*! Heinsius, A.JR., Poorraadpand, dimuat dalam T.126:34, tanggal 17 Maret 1927.
2 3. Satric, Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan, Citra Aditva Bakti, Bandung, 1996,

him. 260,
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Bahasa Indonesia, Pasal 27 ayat (1) PIN hanya
menyebutkan bahwa akta-akta dapat dibuat dan
dircsmikan dalam bahasa yang dikchendaki olch para
pihak, sepanjang bahasa tersebut dimengerti oleh

notaris yang bersangkutan. Mengingat UU Fidusia
berbentuk undang-undang dan bersifat lebih khusus,
maka berdasarkan lex speciale derogat legi generale
dan lex superior derogat legi inferiori, UU Fidusia
yang harus didahulukan.

Di dalam praktik penjaminan akta penjaminan
yang dibuat  notaris/PPAT  umumnya  hanya
menyebutkan  hubungan  hukum  pokok  vang
diperjanjikan saja, misalnya perjanjian kredil alau
pengakuan hutang, Sedang
ditunjukkan apakah akta tersebut dibuat di bawsh
tangan atau secara notaruil dan dengan menyebutkan
nomor dan tanggal akta yang bersangkutan seria para

pthak yvang hadir saat akta tersebut dibuat.
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Dalam akta jaminan fidusia, syarat penyebutan
uraian benda yang menjadi obyek Jaminan merupakan
syarat logis mongingat UU Fidusia bertujuan
memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum itu
sendiri hanya dapat diberikan jika datanya tersaji
dengan relatif pasti, relatif tertentu dan sesuai dengan

asas spesialitas yang dianutnya.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayvat (4)
UU Fidusi ia bahwa yang dapat menjadi benda jaminaa
fidusia tidak hanya benda-benda berwujud saja,
melainkan juga benda-benda tidak berwujud seperti
piutang (hak tagih), Mengingat piutang merupakan

benda tidak berwujud, maka cara penyerahannya
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tersebut berupa tagihan atas nama, maka harus
dituangkan dalam akta cessie.

UU Fidusia sama sckali tidak menyinggun
masalah pelaksanaan penyershan benda jaminan dan
hal imipun berlaku demikian dalam Ikatan Notaris
Indonesia (disingkat TNT). Hal ini dapat dilihat dari
akia-akta yang dikeluarkan notaris, dimana yang
diaminkan adalah tagihan/piutang dagang vang di
dalamnya sama sekali tidak ada pemiyataan penyerahan
tagihan dari pemberi fidusia (disebut juga cedens)
kepada penerima fidusia {disebut juga cessionaris).

Tidak adanya pengaturan tentang tata cara
penyerahan benda jaminan, baik di dalam UU Fidusia
maupun di dalam kebijakan yang dikeluarkan INI
disebabkan oleh beberapa kemungkinan seperti:

a. karena fidusia sudah merupakan penyerahan hak
milik secara kepercayaan aias benda jaminan.

Dengan demikian, tidaklah pérlu lagt adany

penegasan akan hal tersebut. Hal mm sesuar

R T i LR
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dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Fidusia
yang menyatakan bahwa obyek jaminan fidusia
tclah menjadi milik penerima fidusia;

b. karena fidusia bukan dimaksudkan untuk
menjadikan kreditur penerima fidusia scbagai

pemilik sebenarnya dari obvek jaminan fidusia;

L&)

karena pembuat contoh akta jamin@ fidusia salah
menafsirkan pikiran pembuat U Fidusia,

Berkenaan dengan keberadaan Akta Jaminan
Fidusia dalam hal terjadinya suatu sengketa,

keberadaan Akta Jaminan Fidusia yang notaril akan

¥

sangat membantu membuktikan kebenaran penjaminar

ersebul. Eksistensi notaris disini disebabkan karena

masyarakat membutuhkan jasa notaris selaku pejabat
umum yang profesional yang menjalankan sebagian
kekuasaan negara di bidang Hukum Perdata untuk
membuat alal bukii berupa akia otentik yang

mempunyai kekuatan pembulttien yang sempurna guna
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memberikan kepastian hukum atas suatu hubungan
hukum yang timbul di masyarakat,**

Kedudukan notaris yang bersifat notral (tidak
berpihak kepada siapapun) dinilai akan mampu
mewujudkan kepastian hukum bagi suatu hubungan
hukum yang timbul di dalam praktik kehidupan
bermasyarakat. Atas dasar itulah maka notaris diben
tugas dan kewenaggan untuk menjelaskan setiap detail
hal-hal yang mengakibatkan terjadinya hubungan
hukum yang dalam praktiknva perlu dituangkan dalam
sebuah tulisan {(akta) yang berkekuatan hukum
sehingga dapat memberi kepastian hukum bagi para
pihak terkail di dalamnya.

Kewenangan notaris untuk membuat akta otentik
diatur dalam Pasal 1 Peraturan Jjabatan Notaris yang

menyatakan bahwa:

“ Harun Kamii (Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia), Kesiapan Notaris Guna Menyongsong
FEra Glohalisasi Dalom Menghadapi Pasar Bebas Tahun 2603, Makalah vang disampaikan
dalam seminar nasional yang diselengearakan cleh BKS OMNI dalam rangka ulang tahun
dan konggres ke-2 BKS OMNI di Semarang tanggal 7 Oldober 2000 (baca juga Romli
Atmasasmita, 2000).




Notaris  adalah pejabat  umum, {satu-
satunya) vang berwenang untuk membuat

akia-akta otentik ieniang semua tindakan-
tindakan, perjanjian-perjanjian dan
keputusan-keputusan yang diharuskan oleh
perundang-undangan  umum  (algemene
verordeningy untuk dikehendaki oleh yang
berkepentingan bahwa hal itu dinvatakan
dalam surat otentik, menjamin tanggalnya,
menyimpan akta-akia dan mengeluarkan
grosse (salinan sahih), salinan-salinan
(turunan-turunan) dan kutipan-kutipannya;
semuanya itu apabila pembuatan akia-akia
demikian ity karena perundang-undangan
umum, tidak pula diwagjibkan  atau
dikhususkan kepada pejabat-pejabat atau
orang-orang lain.

.. 4
sendiri adalah:**

Akta yang dibuat dan diresmikan dalam
beniuk menurut hukum, oleh aiau dihadapan
pejabat-pejabat  umum, yang berwenang
untuk berbuat demikian ifw, di tempat
dimana akita itu dibuat.

170

Sedangkan yang dimaksud dengan akta otentik itu

Berdasarkan kedua ketentuan tersebut di atas jeiaslah
bahwa notaris merupakan pejabat umum vang bertugas

dan berwenang membuat akia otenitk. Akta oteniik

4

* R. Soegondo

Grafindo Persada, Cet, ke-2, 1993, him. 42.

disoerjo, Hukurn Notarial di Indonesia: Suaiu Penjelusan, Jakarta: Raja
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yang dibuat oleh notaris tersebut dib
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t dan diresmikan

dalam bentuk menurut hukum di hadapan pejabat yang

berwenang untuk ftu di tempat dimana akta ita dibuat.

Dengan kata lamn, akta harus dibuat di dalam wilayah

bukum pejabat

ang meinbuatny

Merujuk kepada sitat dari akta yang dibuatnya

malka notaris berfungsi sebagai:

o

pemberi bukti otentik tentang adanya keterangan
yang telah diberikan oleh para pihak yang
selaniutnya dituangkan dalam akta tersebut. Di
dalain partii akta inilah notaris memastikan
bahwa para pihak benar-benar telah memberiken
kelerangan kepada nolaris dan keterangan tersebut
telah dituangkan dalam akta yang bersangkutan
serta

pembert bukti otentik, vaitu bukan tentang apa
yang teiah diterangkan kepada notaris, melainkan

bukfi otentik tentang perbuatan atau kenyatas




yvang ferjadi di hadapan notaris sewaktu akta

tersebut dibuat.

Apabila kewcenangan notaris untuk membuat akta
otentik dihubungkan dengan ketentuan Pasal 5 UU No.
42/1999, tampaklah bahwa pembebanan benda dengan
Jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris. Mengingat
ketentuan Pasal 5 1tu sendir: tidak mencantumkan kata
wajib atau harus sebagai penegasan apakah keberadaan
akta notaris adalahi keliarusan atau tidak, maka sulit
kiranya dmnyatakan jika akta notaris merupakan
keharusan/kewajiban bagi setiap pemjarminan fidusia.

Ketidaktegasan pengaturan dalam Pasal 5§ UTJ No.
42/199% akiimya menimbulkan penalsiran yang
berbeda, Pasal 2 UU Ne. 42/1999 mengatakan bahwa
undang-undang fidusia berlaku untuk setiap perjanjian

yang bertyjuan untuk membebani benda dengar

=
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jaminan fidusia, Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ut
No. 42/1999, timbul penafsiran bahwa diluar jaminan

fidusia sebagaimana diatur dalam UU No. 42/1999
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masth terdapat perjanjian penjaminan fidusia yang lain,
yang tidek dibuat dengan akta notaris dan perjanjian
terscbut  adalabh  perjanjian yang sah  scpanjang
pembentukan dan isinya tidak bertentangan dengan
peraturan perundangan dan ketertiban yang berlaku,
Ditinjau dari ketentuan Pasal 5 ayat (1) TUJ No.
42/1599 yang menyatakan bahwa sejak berlakunya UU
No, 42/1999, untuk pelaksanaan hak pemberi dan
penerima fidusia sebagaimana disebutkan dalam UU
No. 42/1999, harus dipenuhi svarat bahwa jaminan
fidusia harus dituangkan dalam bentuk notaris, tarnpak

bahwa perjanjian penjaminan dengan fidusia yan

ic

terbentuk sejak berlakunya UU No. 42/199% harus
dibuat dengan akta notaris, sedangkan perjanjian yang
terbentuk sebelum berlakunya UU No. 42/1999 dapat
dengan atau tanpa akta notaris. Penetapan bentuk

notaris menurut van Apeldoorn dimaksudkan untuk

memberikan perlindungan kepada orang-crang tertentu
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seperti mereka yang belum dewasa, yang mempunyai
ekonomi lemah dan sebagainya.®’

Sclaiﬁ kedua penafsiran di atas, Pasal 37 ayat 3)
UU No. 42/1999 mengatur bahwa jika dalam waktu 60
(enam puluh) hari sejak tanggal berlalunya UU No.
42/1999 jaminan fidusia yang lama tidak disesuaikan
dengan undang-undang fidusia, maka jaminan tersebit
bukan merupakan hak égunan atas  kebendaan
sebagaimana dumaksud dalam UU No. 42/1999. Oleh

karena itu, maka dr:ipat ditafsirkan bahwa berdasarkan

M

asal 37 ayat (3) UU No. 42/1999, akta notaris
merupakan syarat materiil untuk berlakunya ketentuan
UU Fidusia alas perjanjian pinjaman {idusia yang
ditutup para pihak.

Jika ditinjau berdasarkan ketentuan Pasal 1320
KUHPerdata, perjanjian  tidak Iahir pada saat

penuangannya dalam suatu akia, namun perjanjian

sudah ada sebelumnya, vaitu sejak adanya kesepakatan

* Van Apeldoorn, Inleiding tot het Nederiandse Recht, Zwolie: Tjeenk Willinl, Cet. ke-11, 1952,
him. 141.




e
ud
A

antara para pihak terkait. Penuangannya di dalam akta
hanya ditujukan untuk memperoleh alat bukti saja.
Cleh karena itn, wajarlah jika menurut Piflo dag
Hidma, akta notaris sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 UU No. 42/1999 berfungsi materiil untuk
berlakunya Ul Fidusia dan sebagai sérana
pembuktian. *°

Akta Jaminan Fidusia vang dibuat oleh notaris
sebagai salah satu wujud akta otentik sebagaimana
dimaksud dalam pasal 1870 KUHPerdata memberikan
kekuatan pembuktian yang sempurna terhadap para
pihak dan para ahli waris atan orang yang mendapat
hak unluk ilu. Dipilihnya bentuk notaris menurul Pasal
28 Peraturan Jabatan Notaris dimaksudkan agar suatu
tindakan yang membawa akibat hukum yang sangat
luas kepada para pihak terlindungi dari tindakan vang

gegabah dan dari kekeliruan.

* A Pitlo dan T. R. Hidma, Het Nederiands Burgeriifk Wetboek, deel 4, Bewiis en Verjaring,
Arnhem: 8. Gouda Quint-De Brouwer en Zoon, 1981, him. 42.
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Pasal 28 Peraturan Jabatan Notaris menyebutkan

bahwa notaris umumnya juga bertindak sebagai

-

ponaschat bagi kedua belah pihak dan  melalui
naschatnya dibarapkan kedua belah pihak sadar akan
akibat hukum yang dapat timbul dari tindakan mereka.
Sebelum akta ditandatangani, notaris berkewajiban
membacakan is1 akta yang dibuatnya. I1al ini dimaksud
untuk menghindari terjadinya. tindakan sembrono dan
gegabah.

Persvaratan bahwa Akta Jaminan Fidusia harus

S,

dibuat dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam UU No. 42/1999 sesungguhnva merupakan

|

penyimpangan  dari keteniuan Pasal 2
Peraturan Jabatan Notaris yang menyatakan:
Akta-akta dapat dibuai dan diresmikan
dalam Bahasa yang dikehendaki oleh para
pihak, asal saja dimengerti oleh notaris.
Namun karena UTJ No. 42/1999 berbentuk undang-
undang dan lebih khusus, maka berdasarkan asas lex

superior derogat legi inferior dau asas lex speciale




derogat legi generale, maka ketentuan yang tercantum
di dalam UU No. 42/1999 harus didahulukan dari pada
ketentuan yang tercantum di dalam Poraturan Jabatan
Notaris.

Pasal 5 ayat (1) UU No. 42/1999 mengharuskan
keberadaan akta notaris sebagai syarat pembebanan
benda dengan jaminan fidusia. Menurut UU No.
42/1999, Akta Jaminan Fidusia yvang dibuat oleh
notaris merupakan bagian yang terpenting dan tidak
dapat dipisahkan dari Perjanjian Kredit, demikian pula
dengan kuasa yang diberikan dd.ldﬂ’l akta jaminan

tersebut. Tanpa adanya akta Jaminan, maka perjanjian

Apabila ketentuan tentang Peraturan Jabatan
Notaris dthubungkan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1)
UU No. 42/1999 jo Pasal 2 ayat (4) hurup (a) PP No.
86/2000, maka dapat dikatakan bahwa notaris pembuat

Akta Jamman Fidusia berianggung jawab penuh atas




isi akta yang dibuatnya. Oleh karena itu, jika terjadi
sengketa atas benda yang dijadikan obyek jaminan
fidusia akibat kcsalahan dan/atau kclalaian notaris
dalam mencantumkan data di Akta Jaminan Fidusia,
maka notaris pembuat akia tersebutlah yang harus
bertanggung jawabh.

Pertanggungjawaban notaris  terhadap Akta
Jaminan Fidusia yang dibuatnya meliputi 3 (tiga) hal,
yaitu:

a. kepastian bahwa Alta Jaminan Fidusia vang
dipuatnya sudah memenuhi persyaratan formal
yang diperlukan untuk berlaku sebagai akta
olenik sehingga akia lersebul mempunyai
kelmiatan pembuktian vang luar (uitwendige
bewijskrachty,

b. kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta yang
terdapat di dalam Akia Jamunan Fidusia yang
dibuatnya betul-beful dilakuken oleh notaris atau

diterangkan oleh para penghadap sehmngga akia
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tersebut mempunyai kekuatan pembuktian formal
(formale bewijskracht) serta

kepastian bahwa apa yang terscbut di dalam Alta

o

Jaminan Fidusia yang dibuamya merupakan
pembuktian yang sah terhadap para pihak
pembuat akta atau para pihak yang memperoleh
nak dan berlaku untuk umum, kecuali terdapat
pembukiian sebaliknva, sehingga akta tersebut
mempuinryal  kekuatan  pembuktian  materiil
(materiele bewijskrachr).

Kemajuan 1lmu pengetabuan dan teknologi yang
menunjang kehidupan modern saat ini mau tidak mau
menmgkatkan dimensi viklimisasi, Uniuk
membedakan apakah suatu perbuatan merupakan
pelanggaran hukum perdata atau merupakan tindak
pidana, tergantung sampai seberapa jauh terbukti pula
adanya unsur sikap batin berupa penipuan, kecurangan,
manipulast, penggelapan fakta dan sebagainya. Untuk

1tu, pengadilan malpraktik harus dilakukan secara hati-
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hati agar tidak menimbulkan dampak berupa negative
defensive professional practice.

Berkaitan  dengan  pertanggungjawabannya,
professional fringe violation seorang notaris menurut
Muladi (dalam makalahnya di Semarang tanggal 7
Oktober 2000) dapat berkaitan dengan jenis akta yang
masuk kategori partij akten seperti hibah jual beli yang
mencantumkan secara otentik keterangan orang vang
bertindak sebagai pihak dalam akia tersebut, di
samping relas dari notarus sendiri vang menvatakan
bahwa orang-orang vyang hadir telah menyatakan
kehendaknya sebagaimana tercantum di dalam akta ¥’

Apabila lerjadi pemalsuan  alas suatu  Akla
Jaminan Fidusia yang dibuat notaris, maka perlu diteliti
apakan:

a. notaris pembuat akta tersebut dengan sengaja

turut  serta, menganjurkan atau membantu

pemalsuan tersebut atau

' Muladi, Globalisasi dan Professional Fringe Violator Dalam Kerangka Profesi Notaris,

Makalah yang disampaikan di Semarang pada tanggal 7 Oktober 2000.
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b.  notaris tertipu oleh kliennya.
Terhadap pemalsuan akta yang demikian, yang
icrmasuk  dalam kategori dolus eventualis, notaris
pembuat akta yang bersangkutan dapat dimintakan
perianggungjawabannya,  apalagi  jika - disertaj
pelanggaran Peraturan Jabatan Notaris atau kode etik
yang secara materiil memperkuat sifat melawan hukum
dari pemalsuan tersebut,

Setiap pelanggaran kode etik maupun Peraturan

Tabatan Notaris harus  diherikan sanicsi  secara

proporsional. Di era modern dan global mi, sanksi etik
dan administrasi secara berjenjang akan menumbuhkan
kepercayaan pada aparal negara dan profesi penegak
hukum. Dalam Kode Ftik Notaris, sanksi yang

diberikan kepada notaris dapat berupa:**

a. teguran,

b. peringatan atau

*® Ignatius Ridwan Widyadharma, Hukum Profesi T. entang Profesi Hukum, Semarang: C. V.
Ananta, Edisi ke-2, 1994, him. 138, i
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C.  schorsing sementara dari keanggotaan Ikatan

Notaris Indonesia.
Berkaitan dengan kewajiban pendaftaran benda

jaminan fidusia sebagaimana disebutkan di dalam Pasal
11 UU Fidusia, tampak bahwa pendaftaran obyek
jaminan fidusia merupakan suatu kewajiban dan
bersifat memaksa. Namun demikian, jika diteliti lebih
jauh tampak bahwa di dalam ketentuan hukum yang
diatur di dalam UU fidusia tidak ada satupun yang
menyebutkan bahwa fidusia vang tidak didaftarkan
adalah tidak sah. Hal inilah yang aklumya
menimbulkan berbagai penafsiran,

Salah satu penalsiran terhadap kelidakjelasan
ketentuan Pasal 11 UU Fidusia menyatakan bahwa
untuk berlakunya ketentuan-ketentuan yang diatur di
dalam UU Fidusia, maka haruglah dipenuhi syarat
bahwa benda jaminan fidusia itu didafiarkan. Fidusia

vang tidak didaftarkan tidak dapat menikmati berbagai

i e ey S p
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keuntungan yang diberikan UU Fidusia (Pasal 37 ayat
(3.

Ketentuan Pasal 11 UU Fidusia juga ternyata
menimbutkan reaksi dari masyarakat, khususnya
anggota masyarakat yang bertujuan memperoleh kred;t
dalam jumlah yang kecil. Kewajiban mendaftarkan
benda jaminan ini dirasakan kelompok ini sebagai
beban karena iika dibandingkan dengan nilai benda
ymig dijaminkan, biaya pendaftaran adalali lebih besar
dari nilai benda vang dijaminkan

Selamn ketidaksesuaian antara biaya pendaftaran
dengan nilai benda yang dijaminkan, pendaftaran
benda yang dijadikan jaminan dirasa merepolkan dan
menyita waktu kerja mereka Hal ini dapat dikatakan
wajar mengingat tempat pendaftaran hanya ada atau
malahan baru akan ada di kota-kota besar saja. Oleh
kaena itu, maka tidaklah heran jika dalam prakiik

realisasi kredit sehari-hari keharusan mendaftarkan




benda jaminan diserahkan kepada para pihak yang
berkepentingan.

Pendaftaran benda-benda jaminan fidusia yang
dilakukan dengan mencatat secara rinci ciri-ciri benda
yang bersangkutan di dalam daftar yang disediakan
untuk 1tu pada prinsipnva bertujﬁan untuk memenuhi
asas spesialitas yang secara umum telah dianut dalam
pendaftaran. Berkaitan dengan asas spesialitas vang
diamut -ddam sisten  pendaftaran, tindakan
mendaftarkan benda vang dijadikan obvek jaminan itu
dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukumn
kepada anggota masyarakat pada nmumnya.

Kepastian hukum yang diperoich melalui
pendaftaran  benda jaminan dimaksudkan untuk
memenuhi asas publisitas. Maksudnya, dengan adanya
pendaftaran atas benda veng dijadikan jaminan, pihak
keiiga mempunyai kesempaian untuk mengetahui

pendaftaran benda, ciri-ciri i benda yang didaftarkan dan

jika berkaitan dengan hipotek atau hak itanggungan,
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maka melalui pendaftaran tersebut dapat diketshui
bahwa benda yang didaftarkan tersebut telah terikat
scbagal jaminan untuk kcuntungan kreditur untuk
jumlah tertentu dan dengan janji-janji tertentu.

Apabila kewajiban pendaftaran benda yang
dijadikan  jaminan fidusia dihubungkan dengan
keberadaan akta notariil sebagaimana diatur oleh UU
Fidusia, dapat dikataken bahwa yang didaftarkan
adalah benda jaminan yang ciri-cirinya telah diuraikan
di dalam akta notariil yang memuatnya. Dengan kata
iam, akta notariil itulah yang didaftarkan.

Terhadap pendaftaran tersebut, maka notaris
selaku pembual akla jaminan fidusia secara hukum dan
moril bertanggung jawab atas kebenaran setiap kata

yang ditulis dan diterangkannya di dalam akta. tersebut,
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a. kepastian bahwa Akta Jaminan Fidusia yang
dibuatnya sudah memenuhi persyaratan formal
yang diperlukan untuk berlaku scbagai akta
otentik sehingga akta tersebut mempunyai

kekuatan pembuktian yang Iua
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hewijskracht);
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kepastian baliwa suatu kejadian dan fakia yang
terdapat di dalam Akta Jaminan Fidusia yang
dibuatnya betul-betul dilakukan oleh notaris atau
diterangkan oleh para penghadap sehingga akta
tersebut mempunyai kekuatan pembuktian formal
(formale bewijskrachi) serta

¢.  kepastian bahwa apa yang tersebul di dalam

Alkta Jaminan Fidusia wvang

yang dibuatnva merupakan

pembuktian yang sah terhadap para pihak pembuat akta
atau para pthak yang memperoleh hak dan berlakn
untuk umum, kecuali terdapati pembuktian sebaliknya,
sehingga akta tersebut mempunyai  kekuatan

pembukiian materiil (mmateriele bewijskrachi).
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4.1. Simpulan

Berdasarkan analisa terhadap hasil penelitian yang telah
diperoleh dan dengan mengacu pada leori dan kelentuan hukum
yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, maka dapat
ditarik kesimpulan sebagai berikut:

4.1.1 secara umum, ketentuan yang ditetapkan oleh UU No.
42/1999, baik mengenai obyek, sifat dan persvaratan
fidusia telah cukup melindungi kedudukan para pihak,
terutama meliindung: kepentingan penerima fidusia.
Hal ini ditunjukkan dengan keberhasilan kreditur
memperoleh kembali kredit yang disalurkannya, baik

melalui sita eksekusi maupun eksekusi jaminan saat

pember fidusia tidak dapat menjalankan prestasi vang
telah ditetapkan;
4,1.2 penggunaan Akta Jaminan Fidusia vang dibuat oleh

notaris kini merupakan salah satn persyaratan bagi

parwujudan kredit. Tanpa adanya akta notaris tersebut,
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pihak bank pemberi kredit (P. T. Bank Mandin
(persero) Kanwil. VII dan P. T BNI 1946 (persero)

Kancab. Undip di Semarang) suli
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yang dimohonkan. Keberadaan Akta Jaminan Fidusia
yang dibuat oleh notaris memberi kemudahan dan
pendaftaran maupun pemeriksaan atas obyek yang
dijaminkan. Selain itu, keberadaan Akta Jaminan
Fidusia akan memberikan kepastian hulcum bagi
kreditur untuk dapat memperoleh kembali kredit yaiig
telah disalurkannya;

sebagai pthak pembuat Akta Jaminan Fidusia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) UU No.
42/1999, notaris bertanggung jawah terhadap:

a. kepastian bahwa akta yang dibuatnya sudah

memenuhi persyaratan formal yang diperiukan

an

untuk herlaku sebagai akta otentil sehingon akt

terscbut mempunyai kekuatan pembuktian yan

tis]

luar (uitwendige bewijskracht);
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kepastian bahwa suatu kejadian dan fakis yang
terdapat dalam akta yang dibuatnya betul-betui
dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh para
penghadap schingga akta tersebut IMempunyai
kekuatan pembuktian formal = (formale
bewijskracht) serta
¢. kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akta
vang dibuatnya merupakan pembuktian vang sah
terhadap para pihak pembuat akta atau para pihak
yang metnperoleh hak dan berlaku untuk wnum,
kecuali terdapat pembuktian sebaliknya, sehingga
akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian
materiil (materiele bewijskracht).
Dengan demikian, ijika di kemudian hari terjadi
sengketa atas Akta Jaminan Fidusia yang dibuatnya,
notaris pembuat akia yang bersangkuian dapat
dimintakan  pertanggungjawabannya atas  setiap
keterangan dan atau kejadian yang dicantumkannya di
dalam Akta Jaminan Fidusia yang dibuatnya. Bahkan

jika terbukti bahwa notaris telah melakukan kesalahan
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dan ata kelalaian, notaris yang bersangkutan  dapat
dikenai sanksi berupa teguran, peringatan  atau
schorsing sementara dari keanggotaan Tkatan Notaris

Indonesia.

4.2. Saran
Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebehimnya dan

mengacu pada praktik penggunaan Akta Jaminan Fidusia di

lapangan, disarankan 2 (dua) hal sebagai berikut:

a.  guna memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak
terkait pelaku penjaminan dengan fidusia, UU No. 42/1999
periu kiranya dikaji ulang, terutama terhadap beberapa
ketentuan yang . berpotensi menimbulkan perbedaan
penafsiran, untuk kemudian disempurnakan melalui
pembentukan peraturan perundang-undangan baru atau
pembentukan peraturan pelaksana dan petunjuk teknis dari
ketentuan tersebut;

b. mengingat besarnya biaya vang harus dikeluarkan untuk
membuat Alta Jaminan Fidusia oleh notaris serte untuk

mendallarkannya yang prosesnya cenderung birokralis dan

et e e e i |
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mecmakan  waktu lama, pomerintah  perlu kiranya
menyelenggarakan tindakan pengefektifan dan

pengefisiensian, misalnya dengan pembuatan Akta jaminan

£

idusia secara massal dengan biaya murah dan dalam waldtu
singkat. Untuk itu, penunjukkan notaris/PPAT oleh negara

perly dilalukan,
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